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BAB | PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, yang mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),
yang mana dalam hal ini tentang masa percobaan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) dimana di atur dalam pasal 64 ayat 1, bahwa masa percobaan
CPNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi salah satu

persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan UU ASN dimaksud agar, menciptakan
PNS yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Peran ASN sendiri
adalah sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan sebagai perekat dan

pemersatu bangsa.

Untuk menciptakan ASN yang dimaksud tersebut maka perlu adanya
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) untuk
menanamkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika
publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA).Selain itu dibutuhkan
dukungan dari semua pihak terlebih kepada pihak yang diwajibkan
memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap CPNS, agar para peserta
Latsar CPNS mampu mengerti dan memahami nilai-nilai dasar dalam

aktualisasi setiap kegiatan.

Perlunya aktualisasi ini, maka Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki
kebijakan baru yang didasari UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Perka LAN
Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Ill. Harapannya setelah mendapatkan



pendidikan dan pelatihan dimaksud CPNS akan mampu mengaktualisasikan
nilai-nilai ANEKA pada setiap kegiatan dalam tugas jabatannya.

1. VISI MISI UNIT KERJA ESELON Il, STRUKTUR ORGANISASI DAN
PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang
berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015
tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Setjen dan BK DPR RI) dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian
DPR RI adalah aparatur Pemerintah yang dalam menjalankan tugas
dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan
Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.Dalam menjalankan
tugas Setjen dan BK DPR RI memiliki visi dan misi yang menjadi
pedoman dalam pelaksanaan dukungan fungsi DPR RI. Visi dan Misi
Setjen dan BK DRP RI adalah sebagai berikut:

Visi Sekretariat Jenderal DPR RI

“Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl yang
profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung
fungsi DPR RL.”

Misi Sekretariat Jenderal DPR RI:

1) Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang

profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

2) Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan,
dan akuntabel.



Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR Rl mempunyai tugas mendukung

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang

administrasi dan persidangan.Di dalam melaksanakan tugasnya,

Setjen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

8)

Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;

Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan
administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;

Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan
persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia:

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan
pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas

dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keabhlian;

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keabhlian;

Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR Rl Pasal 108 disebutkan bahwa Biro Persidangan |
mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan komisi



dan persidangan paripurna. Biro Persidangan | sendiri terdiri atas 11
(sebelas) bagian mulai dari Bagian Sekretariat Komisi | — XI dan

Bagian Persidangan Paripurna.
Visi Biro Persidangan | Sekretariat Jenderal DPR Rl

“Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan

paripurna yang profesional dan akuntabel.”
Misi Biro Persidangan | Sekretariat Jenderal DPR RI:

1) Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan
Fungsi DPR RI Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang

Pengawasan.

2) Mewujudkan  dukungan rapat dan tata usaha dalam

pelaksanan Persidangan Paripurna.

3) Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di

Komisi dan Persidangan Paripurna.
Tujuan Biro Persidangan | Sekretariat Jenderal DPR RI:

1) Meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Fungsi
DPR Rl di Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang
Pengawasan.

2) Meningkatkan dukungan rapat dan tata wusaha

pelaksanaan Persidangan Paripurna.

3) Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan persidangan di Komisi
dan Persidangan Paripurna.



Struktur Organisasi Biro Persidangan |
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Gambar 1. Struktur Organisasi



Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017,
tugas Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif telah diatur dalam BAB
IV Bagian Kesatu Pasal 5 yaitu melaksanakan kegiatan di bidang
risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan
dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi
himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat
serta pengembangan sistem risalah rapat legisltif. Uraian kegiatan
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama sesuai sebagai
berikut:

1) mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara;

2) melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan

rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara;

3) memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan

risalah rapat sementara;

4) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang
berbahasa Indonesia, berdasarkan:

a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman
jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman
jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman
jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman

® oo o

jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman

5) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang
berbahasa asing, berdasarkan:
a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman
b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman



c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman
d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman
e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman
6) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang
berbahasa daerah berdasarkan:
a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman
b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman
c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman
d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman
e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman
7) menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada
penyelenggara rapat untuk dikoreksi
8) melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil
koreksi penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi risalah rapat
resmi
9) menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat
resmi yang meliputi:
a. bulanan
b. triwulan
c. semester
d. tahunan
10)melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan
sebagai e-risalah
11)menginventarisir dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai
e- risalah
12)melakukan pembuatan e-risalah:
a. risalah rapat sementara
b. risalah rapat resmi
c. risalah rapat yang sudah divalidasi



d. catatan rapat
e. laporan singkat
f. himpunan risalah rapat
13)menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-risalah yang
meliputi:
a. bulanan
b. triwulan
c. semester
d. tahunan
14)menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah
15)menginventarisir dokumen softcopy e-risalah
16)membuat sistem database informasi risalah
17)melakukan pemasukkan e-risalah kedalam database sistem
informasi risalah:
risalah rapat sementara
risalah rapat resmi
risalah rapat yang sudah divalidasi

catatan rapat

© o 0o T p

laporan singkat

himpunan risalah rapat

—" g

18)menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran database
risalah yang meliputi:

a. bulanan

triwulan

semester

2 0 5

tahunan
19)melakukan pengumpulan e-risalah yang akan dipubikasikan

20)

21)menelaah dan meminta persetujuan e-risalah yang akan

menginventarisir e-risalah yang akan dipublikasi



dipublikasikan;
22)melakukan publikasi dalam jaringan intranet/internet:
a. risalah rapat sementara
b. risalah rapat resmi
c. risalah rapat yang sudah divalidasi
d. catatan rapat
e. laporan singkat
f. himpunan risalah rapat
23)menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-risalah dalam
jaringan intranet/internet yang meliputi:
a. bulanan
b. triwulan
c. semester
d

. tahunan



2. KONDISI SAAT INI

1) Tidak ada pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan
risalah rapat sementara dari hasil transkrip. Jadi dalam
penyelesaian penyusunan risalah rapat sementara seorang
Perisalah Legislatif tergantung dari permintaan penyelenggara
rapat dalam hal ini AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang
memberikan batasan waktu kepada Perisalah Legislatif kapan
harus diselesaikan terutama jika ada permintaan yang mendesak,

namun seringkali tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

2) Laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi yang
meliputi dari bulanan, triwulan, semester dan tahunan tidak ada.
Setelah penyusunan risalah rapat resmi ini selesai dan ditanda
tangani oleh Pimpinan Komisi atau Sekretariat Komisi tidak ada
penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan secara

periodik/berkala.

3) Inventarisasi bahan penyusunan Risalah Rapat sementara berupa
hasil transkrip, kelengkapan data dan bahan rapat untuk
penyusunan risalah rapat sementara tidak dilakukan. Sehingga
menghambat kecepatan dan ketepatan dalam penyusunan risalah

rapat sementara.
3. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1) Adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam target waktu
penyelesaian penyerahan risalah rapat sementara. Hal ini
dimaksudkan agar penyelesaian pengelolaan hasil transkrip
menjadi risalah sementara memiliki target waktu penyelesaian,
untuk diserahkan ke penyelenggara rapat dalam hal ini AKD (Alat
Kelengkapan Dewan).
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2)

3)

Laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi
secara periodik yang meliputi bulanan, triwulan, semester dan
tahunan harus segera dibuat untuk memudahkan kontrol terhadap
kinerja Perisalah Legislatif. Selain itu juga dapat dipergunakan
sebagai kartu kendali dalam penelusuran data risalah yang sudah
diselesaikan, dan mempermudah kerja Perisalah Legislatif jika
dikemudian hari membutuhkan dokumen risalah resmi untuk

dilakukan proses pengelolaan risalah rapat selanjutnya.

Inventarisasi bahan penyusunan risalah rapat sementara berupa
hasil transkrip, kelengkapan data dan bahan rapat untuk
penyusunan risalah rapat sementara harus ada. Sehingga dapat
membantu mempercepat proses penyusunan risalah rapat

sementara dengan hasil yang lebih baik.

. IDENTIFIKASI ISU

Maka berdasarkan pemaparan dan penjelasan mengenai kondisi yang

kini terjadi dan kondisi yang diharapkan diatas, dapat diuraikan

kedalam beberapa identifikasi isu sebagai berikut:

1)

Belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam
penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat

untuk dikoreksi.

Belum adanya penyusunan laporan pelaksanaan tugas
penyusunan risalah rapat resmi secara periodik yang meliputi dari

bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

Belum adanya inventarisasi bahan penyusunan risalah rapat
sementara berupa hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat

untuk penyusunan risalah rapat sementara.

11



5. TEKNIK ANALISIS (USG)

1. Belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam |4 | 4 | 4 12

penyerahan risalah rapat sementara kepada
penyelenggara rapat untuk dikoreksi.

2; Belum adanya penyusunan laporan pelaksanaan tugas (4| 3 | 3 10
penyusunan risalah rapat resmi secara periodik yang

meliputi dari bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

3. Belum adanya inventarisasi bahan penyusunan risalah |4 | 3 4 11
rapat sementara berupa hasil transkrip, kelengkapan,
dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat
sementara.

Tabel 1. Teknik Analisis USG

Keterangan : (skor antara 1 — 5)

Perhitungan atau analisa menggunakan skala likert:

1 : sangat kecil / rendah pengaruhnya.

5 : sangat besar / tinggi pengaruhnya.

U : seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindak lanjuti.

S : seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dampaknya.

G : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani.
Dari isu-isu tersebut dapat dijelaskan dengan teknik analisis USG
sehingga mendapatkan isu yang diangkat adalah “belum adanya
pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat

sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi.”
Dari penilaian tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

Urgency jika penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat
sementara tidak ada; maka pekerjaan Perisalah tidak akan terukur dan

tentunya pekerjaan akan menumpuk.
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Seriousness tentu ini akan menjadi permasalahan yang serius karena
penyelenggara rapat pastinya akan membutuhkan risalah rapat ini
untuk bahan rapat selanjutnya, jika penyerahan risalah rapat
sementara ini lama dalam pengerjaannya tentu rapat-rapat selanjutnya

akan terhambat.

Growth jika isu ini dibiarkan saja pastinya akan berdampak pada
kualitas pekerjaan seorang Perisalah Legislatif dan kualitas risalah itu
sendiri karena penyusunan dan penyerahan risalah ini yang tidak

menentu waktunya.
6. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Perlunya disusun suatu pedoman penetapan waktu kerja dalam
penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat.
Dengan adanya pedoman penetapan waktu kerja ini diharapkan
penyerahan risalah sementara ini bisa dapat terselesaikan tepat waktu
dengan hasil yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan
penyusunan risalah rapat resmi oleh Pejabat Fungsional berikutnya
sebagaimana mekanisme yang ditetapkan dalam Permen PAN RB
Nomor 26 Tahun 2017 dan kualitas kinerja Perisalah Legislatif akan
terukur.

B. TUJUAN

Tujuan yang diharapkan dari gagasan pemecahan isu tersebut ialah agar
durasi waktu dalam penyerahan risalah rapat sementara dapat terukur dalam
mendukung fungsi DPR RI (sesuai visi dan misi Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI) serta kinerja Perisalah Legislatif juga dapat secara
professional dan keahlian dapat dipertanggungjawabkan.
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C. MANFAAT

Manfaat yang diperoleh atas gagasan pemecahan isu tersebut ialah untuk
menetapkan target waktu dalam penyelesaian penyerahan risalah rapat
sementara agar produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Demikian juga kinerja seorang Perisalah Legislatif dapat terukur secara
professional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR
RI. Hal ini tentunya berdampak terhadap output kinerja Anggota Dewan.
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BAB Il PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja : Bagian Risalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

Identifikasi Isu : 1. Belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara
kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi.

2. Belum adanya penyusunan laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi secara
periodik yang meliputi dari bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

3. Belum adanya adanya inventarisasi bahan penyusunan risalah rapat sementara berupa hasil
transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara.

Isu yang diangkat : Belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara
kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi.

Gagasan pemecahan isu : Perlunya disusun suatu pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat
sementara kepada penyelenggara rapat.
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Mengumpulkan

Mengumpulkan

15

Terkumpulnya

Nilai Dasar PNS:

materi atau materi atau bahan materi atau bahan o
bahan yang berkenaan risalah rapat 1. Akuntabilitas
mengenai dengan risalah rapat sementara. 2. Nasmnalls_me
risalah rapat sementara. 1.2. Back up data 3. Etika Publik
sementara. 1.2 Melakukan backup dalam folder 4, Komitmen Mutu
data dalam folder. risalah rapat 5. Anti Korupsi
sementara.
Peran dan Kedudukan:
1. Whole of Government.
Koordinasi 2.1 Penjadwalan waktu | 2.1 Catatan singkat Nilai Dasar PNS:
terarah dengan diskusi dengan mengenai diskusi
mentor atau mentor atau atasan. terarah dan 1. Nasionalisme
atasan. 2.2 Konsultasi dengan konsultasi dengan | 2. Etika Publik

mentor atau atasan
terkait rancangan
kegiatan dan
penetapan isu yang
akan dibahas.

mentoratau atasan.

Peran dan Kedudukan:

. Whole of Government

Rapat internal
untuk
pencarian
referensi
risalah rapat.

3.1
3.2

3.3

Penjadwalan waktu
rapat internal.
Pembuatan surat
undangan rapat
internal koordinasi
dengan Tata Usaha
di Bagian Risalah.
Rapat internal
tentang risalah rapat
dengan Peneliti Ahli
mengenai risalah
rapat sementara.

3.1,
. Laporan

Daftar hadir.
singkat
mengenai rapat
internal dengan
Peneliti Ahli
mengenai risalah
rapat sementara.

. Whole of Government.

Nilai Dasar PNS:

. Nasionalisme.
. Etika Publik.

Peran danKedudukan:

Seluruh rangkaian kegiatan
ini mendukung visi
organisasi yaitu
“Terwujudnya dukungan
persidangan Komisi dan
Persidangan Paripurna
yang profesional dan
akuntabel.”

Rangkaian kegiatan ini
mendukung misi
organisasiyaitu:

1. Mewujudkan dukungan
rapat dan tata usaha
dalam pelaksanaan
Fungsi DPR Rl Bidang
Legislasi, Bidang
Anggaran dan Bidang
Pengawasan.

2. Mewujudkan dukungan
rapat dan tata usaha
dalam pelaksanan
Persidangan Paripurna.

3. Mewujudkan kebijakan
penyelenggar aan
dukungan persidangan di
Komisi dan Persidangan
Paripurna.

Akuntabel
Profesional
Integritas
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Membuat Koordinasi dan 4.1 Draft awal Nilai Dasar PNS:
pedoman konsultasi dengan pedoman &
penetapan mentor. penetapan waktu 1 Ak_untablll?as
waktu kerja 4.2 Mencari materi atau kerja. 2. Etika Publik
dalam referensi tentang 3. Komitmen mutu
penyerahan pembuatan ;
risalah rapat pedoman. Peran dan Kedudukan:
sementara. 4.3 Membuat pedoman

Ezg:tapan ey 1. Whole of Government.
Uji coba 5.1 Menyiapkan 5.1 Catatan singkat Nilai Dasar PNS:
pedoman dokumen untuk perbedaan 4
penetapan penyusunan risalah penggunaan draft | 1. Akun_tabllltas.
waktu kerja rapat sementara. pedoman 2. Komitmen mutu.
dalam 5.2 Melakukan uji coba penetapan waktu
penyerahan penyusunan risalah kerja dengan tidak Peran dan Kedudukan:
risalah rapat sementara menggunakan
sementara. menggunakan draft pedoman. 1. Whole of Government.

pedoman penetapan
wakiu kerja.

Sosialisasi dan
evaluasi
penggunaan
pedoman
penetapan
waktu kerja
dalam
penyerahan
risalah rapat
sementara.

6.1 Penjadwalan waktu

sosialisasi

6.2 Pembuatan surat
undangan sosialisasi
koordinasi dengan
Tata Usaha Bagian
Risalah.

6.3 Menyusun bahan
sosialisasi serta
mencetak draft awal
pedoman.

6.4 Melakukan sosialisasi
draft awal pedoman
kepada pegawai

6.1 Daftar hadir

6.2 Brochure/
leaflefpedoman .

6.3 Laporan singkat
tentang saran dan
masukan terhadap
draft awal
pedoman

6.4 Draft pedoman
yang baru.

Nilai Dasar PNS:

Akuntabilitas.
Nasionalisme.
Etika publik.
Komitmen mutu.

Lk

Peran dan Kedudukan:
. Whole of Government.

-
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perisalah legislatif
ahli pertama bagian
risalah dan Alat.
Kelengkapan Dewan

6.5 Mendapatkan
masukan dari hasil
sosialisasi, dan
menindaklanjuti
masukan yang
diterima.

Tabel 2. Rancangan Aktualisasi
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

Belum adanya pedoman penetapan waktu
kerja dalam penyerahan risalah rapat
sementara kepada penyelenggara rapat
untuk dikoreksi.

Penjadwalan wakiu sosialisasl
Pembuatan surat undangan soslallsasi
koordinasi dengan Tata Usaha Baglan
Risalah.

Menyusun bahan soslalisasi
mencetak draft awal pedoman.
Melakukan soslalisasi draft awal
pedoman kepada pegawal perisalah
legislatif ahll pertama bagian risalah
dan Alat Kelengkapan Dewan.
Mendapatkan masukan dari hasil
soslalisasi, dan menindaklanjutl
masukan yang diterima.

serta

KEGIATANV

Menylapkan dokumen

untuk penyusunan PEDOMAN
risalah rapat sementara.

Melakukan uji coba kerja dalam PENETAPAN
penyusunan risalah 5 ! WAKTU

penyerahan tisalah

sementara rapat sementara

menggunakan draft
pedoman penatapan
waktu kerja.

» Koordinasi dan
konsultasl dengan
mentor,

Mencarl materl atau
referensi tentang
pembuatan pedoman.
Membuat pedoman
penetapan waktu
kerja.

Adanya pedoman penetapan waktu kerja
dalam penyerahan risalah rapat
sementara kepada penyelenggararapat.

Gambar 2. Kegiatan Aktualisasi

Mengumpulkan
mater| atau bahan
yang berkenaan
dengan risalah rapat
sementara,
Melakukan backup
data dalam folder.

* Penjadwalan waktu
diskusi dengan
mentor atau atasan
Konsultasi
denganmentor atau
atasan terkalt
rancangan keglatan
dan penetapan isu
yang akan dibahas.

Penjadwalan waktu
rapat internal.
Pembuatan surat
undangan rapat
Internal koordinasl
dengan Tata Usaha d|
Baglan Risalah.

Rapat Internal tentang
risalah rapat dengan
Peneliti Ahll
mengenal risalah
rapat sementara

Mengumpulkan materi atau 22 Juli—- 07 Lampiran 1,
Mengumpelkan bahan yang berkenaan dengan Agustus 2019 | Lampiran 2,
maten atau risalah rapat sementara. Lampiran 3,
bahan Lampiran 4,
el Lampiran 5,
risalah rapat Lampiran 6
sementara.

Melakukan backup data dalam | 07 Agustus 2019 | Lampiran 7
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folder.
Penjadwalan waktu diskusi Komunikasi
dengan mentor atau atasan. Verbal

Koordinasi

terarah dengan 29 Juli 2019

mentor atau Konsultasi denganmentor atau Lampiran 8

atasan. atasan terkait rancangan
kegiatan dan penetapan isu
yang akan dibahas
Penjadwalan waktu rapat 23 Agustus 2019 | Komunikasi
internal Verbal
Pembuatan surat undangan 23 & 26 Agustus | Lampiran 11

Rapat internal rapat internal koordinasi 2019

untuk pencarian | dengan Tata Usaha di Bagian

referensi risalah | Risalah.

Bt Rapat internal tentang risalah 26 Agustus 2019 | Lampiran 12,
rapat dengan Peneliti Ahli Lampiran 14
mengenai risalah rapat
sementara.

PEPR— Koordinasi dan konsultasi 13 Agustus 2019 | Gambar

psdoman dengan mentor. pada

penetapan halaman 31

waktu kerja Mencari materi atau referensi 8 Agustus 2019 | Gambar

dalam tentang pembuatan pedoman. pada

penyerahan halaman 31

- Membuat pedoman penetapan | 14 Agustus 2019 | Lampiran 9

BATISE. waktu kerja.

Uji coba Menyiapkan dokumen untuk 5

pedoman penyusunan risalah rapat e
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penetapan sementara.
g e Melakukan uji coba Lampiran 10
dalam 2
penyusunan risalah sementara
i menggunakan draft pedoman
risalah rapat -
penetapan waktu kerja.
sementara.
Penjadwalan waktu sosialisasi. | 23 Agustus 2019 | Komunikasi
Verbal
Pembuatan surat undangan 23 & 26 Agustus | Lampiran 11
sosialisasi koordinasi dengan 2019
Sosialisasi dan | Tata Usaha Bagian Risalah.
evaluasi M )
Menyusun bahan sosialisasi 24,25 & 26 Lampiran 13
penggunaan
serta mencetak draft awal Agustus 2019 | dan Gambar
pedoman
pedoman. pada
penetapan
6 ) halaman 40
waktu kerja
dalam Melakukan sosialisasi draft Lampiran 12,
penyerahan awal pedoman kepada pegawai Lampiran 14
risalah rapat perisalah legislatif ahli pertama
sementara. bagian risalah dan AKD.
26 Agustus 2019
Mendapatkan masukan dari Lampiran 15
hasil sosialisasi, dan
menindaklanjuti masukan yang
diterima.
Tabel 3. Rekap Evidence Kegiatan
Deskripsi kegiatan.
1. Mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat

sementara.

Kegiatan mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat
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sementara ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun
sebuah risalah sementara yang baik dan benar. Dalam hal ini penulis
mengumpulkan materi atau bahan yang berupa contoh risalah rapat, cara
penyusunan risalah, dan mengumpulkan kelengkapan bahan rapat dalam

rangka menyusun risalah rapat sementara.
1.1. Tahapan kegiatan dan output.
Dalam kegiatan ini memiliki dua tahap kegiatan, yaitu:

a. Mengumpulkan materi atau bahan yang berkenaan

dengan risalah rapat sementara.

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis melakukan
pengumpulan materi atau bahan tentang penyusunan

risalah sementara..

Penulis mencari beberapa contoh risalah sementara yang
sudah tersusun dan sudah ada, .Selain itu penulis
mempelajari bagaimana format dalam penyusunan risalah
rapat sementara yang baik dan benar. Penulis juga
melakukan kunjungan ke beberapa Alat Kelengkapan
Dewan (dalam hal ini Komisi) untuk mencari beberapa
kelengkapan bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat
sementara serta melakukan wawancara untuk mengetahui
proses penyerahan risalah rapat sementara yang terjadi
saat ini. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui seberapa jauh
keinginan stakeholder eksternal dalam pengelolaan Risalah
Rapat terutama dalam hal waktu penyerahan risalah rapat
sementara sehingga produk Risalah Rapat sementara
tersebut dapat pergunakan secara optimal, baik oleh AKD
maupun oleh Perisalah Legislatif Muda.
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Gambar 3. Kegiatan |

Pada tahapan kegiatan ini output yang diperoleh adalah
adanya keinginan AKD agar Risalah dapat diserahkan
kepada AKD secara cepat dan tepat, terkumpulnya materi
atau bahan rapat, seperti contoh risalah rapat sementara
yang sudah ada, format penyusunan risalah rapat
sementara, bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat

sementara (terlampir)
. Melakukan backup data dalam folder.

Tahapan kegiatan melakukan backup data dalam folder,
setelah penulis mendapatkan materi atau bahan rapat
kemudian melakukan backup data dalam bentuk folder e-
data.Hal ini bertujuan agar materi atau bahan rapat yang
sudah didapat menjadi evidence penulis mendapatkan
materi dan bahan yang berkaitan dengan risalah rapat

sementara.

Output dalam tahapan kegiatan ini adalah terbentuknya
folder soft copy setelah melakukan backup materi atau

bahan rapat yang telah didapat oleh penulis (terlampir).
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1.2.Keterkaitan substansi mata pelatihan.

Pada kegiatan pertama ini, terdapat keterkaitan substansi dengan
mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS

yang dapat dijelaskan dibawah ini:
a. Nilai dasar PNS
1) Akuntabilitas

Pada tahap kegiatan mengumpulkan materi atau bahan
mengenai risalah rapat sementara terdapat nilai dasar
akuntabilitas.Karena risalah rapat merupakan suatu
output pertanggungjawaban dari kegiatan rapat yang
disusun oleh seorang ASN.Dan setelah materi atau
bahan risalah rapat didapat, sesegera mungkin penulis
melakukan back up data sebagai bentuk akuntabilitas.

2) Nasionalisme

Nilai dasar nasionalisme dalam kegiatan ini.Karena
dalam mengumpulkan materi atau bahan mengenai
risalah  rapat sementara dipergunakan  untuk
mendukung fungsi Dewan yang mempunyai nilai
strategis secara Nasional, tanpa membedakan

golongan atau fraksi.
3) Etika publik

Tentunya dalam mengumpulkan materi atau bahan
mengenai risalah rapat dibutuhkan komunikasi yang
baik, cara bersikap yang santun kepada pegawai di
Bagian Risalah dan juga Alat kelengkapan Dewan.
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4) Komitmen Mutu

Penyusun dalam pengumpulan materi bahan mengenai
risalah rapat sementara mengedepankan komitmen
mutu untuk peningkatan kualitas pengelolaan hasil
transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan

memperhatikan target waktu.
5) Anti Korupsi

Dalam melakukan kegiatan pengumpulan bahan atau
materi tersebut penyusun menerapkan nilai nilai dasar
pemanfaatan waktu kerja yang efektif dengan fasilitas
yang ada sehingga tidak merugikan negara.

b. Peran dan kedudukan
1) Whole of Government

Dalam kegiatan pertama ini tidak hanya dilakukan
dalam satu unit kerja saja.Tetapi dibutuhkan kolaborasi

dengan unit kerja lainnya.
2. Koordinasi terarah dengan mentor atau atasan.

Dalam kegiatan ini penulis melakukan koordinasi serta diskusi dengan
mentor yaitu lbu Dra. Tri Budi Utami, M.Si. Tujuan dilakukannya
koordinasi dengan mentor yaitu untuk memastikan bahwa apa yang
dilakukan oleh penulis searah dengan tujuan yang akan dicapai oleh unit
kerja.Selain itu, koordinasi terarah bertujuan agar mentor mengetahui
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penulis dan meminta dukungan

agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.
2.1.Tahapan kegiatan dan output.

Dalam kegiatan koordinasi terarah dengan mentor atau atasan
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memiliki dua tahap kegiatan, diantaranya:

a.

Penjadwalan waktu diskusi dengan mentor atau atasan

langsung.

Pada tahapan kegiatan ini penulis melakukan penjadwalan waktu
diskusi dengan mentor. Hal ini diperlukan ditengah kesibukan
mentor sebagai Perisalah Legislatif Ahli Madya dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga penulis perlu

menyesuaikan jadwal diskusi yang tepat.

Adapun output dalam tahapan kegiatan ini berupa kesepakatan
secara verbal mengenai waktu yang bisa disesuaikan dan tempat

konsultasi tanpa dokumen administratif secara tertulis.

Gambar 4. Kegiatan I

Konsultasi dengan mentor atau atasan terkait rencana

kegiatan dan penetapan isu yang akan dibahas.

Pada tahapan kegiatan ini penulis menemui mentor untuk
menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan.
Setelah menjelaskan rancangan aktualisasi, mentor memberikan
pandangan dan masukannya terkait dengan produk aktualisasi
yang akan penulis buat. Karena pandangan dan masukan dari

mentor akan membantu penulis dalam melakukan aktualisasi.
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Selain dengan berkonsultasi dapat membantu dan mendukung
penulis dalam melakukan tahap-tahap kegiatan aktualisasi

lainnya.

Pada tahapan kegiatan ini, output yang dihasilkan adalah catatan
singkat mengenai diskusi terarah (terlampir). Pandangan dan
masukan dari mentor pada saat diskusi dan

konsultasidiantaranya :

1) Mendiskusikan mengenai tools dalam pembuatan

pedoman penetapan waktu kerja.

2) Menentukan lokus dalam penyusunan risalah rapat
sementara yaitu berada di Komisi V, karena pada saat
ini penulis ditempatkan tugas di Komisi V. penentuan
lokus ini bertujuan agar penyusunan risalah rapat

sementara bisa fokus dan tidak bias.

3) Akan melakukan kunjungan ke beberapa Komisi untuk
meperkenalkan penulis serta juga untuk meminta
melengkapi bahan rapat dalam penyusunan risalah

rapat sementara.

4) Memberikan contoh mengenai bahan rapat dalam
penyusunan risalah rapat sementara serta memberikan

informasi penyusunan risalah rapat sementara.
2.2.Keterkaitan substansi mata pelatihan

Pada kegiatan kedua, terdapat keterkaitan substansi dengan mata
pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS yaitu:
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a. Nilai dasar PNS

1) Nasonalisme

Pada kegiatan koordinasi dengan mentor nilai dasar
PNS yang tercermin yaitu nasionalisme. Karena dalam
koordinasi dibutuhkan kerjasama dalam melaksanakan

seluruh kegiatan aktualisasi agar berjalan dengan baik.
2) Etika Publik

Dalam melakukan koordinasi dengan mentor tentunya
harus berkomunikasi dengan baik, serta kesopanan
juga harus dijunjung tinggi dan perilaku yang santun
dalam menghadap mentor.

b. Peran dan kedudukan

1) Whole of Government

Kegiatan ini merupakan kerjasama antar jabatan yang
bertujuan agar rangkaian kegiatan aktualisasi dapat

berjalan dengan baik.

3. Rapat internal untuk pencarian referensi risalah rapat.

3.1.Tahapan kegiatan dan output.

Dalam kegiatan rapat internal untuk pencarian referensi risalah rapat

terdapat tiga tahap kegiatan, diantaranya:

a.

Penjadwalan waktu rapat internal.

Pada tahap kegiatan ini penulis melakukan koordinasi
dengan mentor, Kepala Bagian Risalah serta Peneliti Ahli
Madya Drs. Ahmad Budiman, M.Pd untuk meyelaraskan
waktu kegiatan rapat internal.Koordinasi dalam penentuan
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jadwal waktu rapat bertujuan agar masing-masing pihak
agar bisa hadir untuk memberikan masukan, pandangan
dan inputan kepada penulis.Setelah dikoordinasikan maka
rapat internal diselenggarakan pada hari senin tanggal 26
Agustus 2019 Pukul 14.00 WIB.

Output pada kegiatan ini berbentuk komunikasi verbal
melalui komunikasi langsung dan komunikasi melalui media
telephone dan diperoleh sebuah kesepakatan untuk tanggal

kegiatan rapat internal.

Pembuatan surat undangan rapat internal koordinasi

dengan Tata Usaha di Bagian Risalah.

Pada tahap kegiatan kedua, setelah penulis melakukan
koordinasi dengan mentor, Kepala Bagian dan Peneliti Ahli
Madya mengenai jadwal waktu rapat internal yang sudah
ditentukan, penulis melakukan koordinasi dengan analisis
tata usaha di Bagian Risalah Ibu Ratu Mety Mulyanisari, SE,
untuk meminta bantuan pembuatan surat undangan rapat
internal, dan melakukan peminjaman ruangan untuk
kegiatan rapat internal, serta kegiatan teknis administratif

lainnya dalam menunjang kegiatan rapat internal.

Rapat internal tentang risalah rapat dengan Peneliti Ahli

mengenai risalah rapat sementara.

Pada tahap kegiatan ketiga yaitu rapat internal tentang
risalah rapat dengan Peneliti Ahli dilaksanakan bersamaan
dengan kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan
pedoman penetapan waktu kerja.Hal ini dikarenakan

adanya keterbatasan waktu dari pemateri untuk
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diselenggarakannya rapat internal.Sehingga kegiatan rapat
internal baru dapat dilaksanakan pada hari senin tanggal 26
Agustus 2019 pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Rapat
Pansus C Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam kegiatan ini, pemateri memberikan pandangannya
mengenai risalah rapat sementara, alur dari penyusunan
risalah rapat sementara dan bagaimana penguatan uraian
kegiatan tugas dan fungsi bagi Perisalah Legislatif dalam
Pasal 7 Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017.

Gambar 5. Kegiatan Il
Adapun output dalam tahap kegiatan ini adalah berbentuk
daftar hadir rapat intern serta laporan singkat yang berisi
pokok pokok pembicaraan yang berupa masukan dari para
undangan yang hadir serta kesimpulan dalam kegiatan ini.
Dan output ini pun akan digabungkan dengan output pada
kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman

(terlampir).
3.2.Keterkaitan substansi mata pelatihan

Kegiatan ketiga terdapat keterkaitan substansi dengan mata pelatihan
nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS diantaranya:
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a. Nilai dasar PNS
1) Nasionalisme

Kegiatan rapat internal bersama Peneliti Ahli tentunya
dibutuhkan kerjasama agar informasi yang didapat
berguna untuk kegiatan aktualisasi. Selain itu juga
kerjasama yang dibangun antara Peneliti Ahli dengan
penyusun akan membantu dalam memahami risalah

rapat sementara yang baik dan benar.
2) Etika Publik.

Kegiatan rapat internal bersama Peneliti Ahli harus
dilakukan dengan komunikasi yang baik.Harus
mengedepankan tata krama serta perilaku yang sopan
dan santun. Karena pandangan dan masukan dari
Peneliti Ahli sangat dibutuhkan dalam Kkelancaran

kegiatan aktualisasi.
b. Peran dan kedudukan
1) Whole of Government

Keselarasan serta kerjasama antar unit kerja tentun
akan membantu dan mendapatkan hasil yang baik
dalam proses kegiatan aktualisasi. Dalam hal ini unit
kerja pada Bagian Risalah dengan unit Pusat Penelitian
yang bertujuan untuk menyempurnakan penyusunan

risalah rapat sementara.
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4. Membuat pedoman waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat

sementara.

Pada kegiatan keempat ini, penulis membuat pedoman penetapan waktu
kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara. Pembuatan pedoman
ini merupakan output akhir dari kegiatan aktualisasi yang tentunya
pedoman ini akan berguna untuk mempercepat penyerahan risalah rapat
sementara kepada penyelenggara rapat. Selain itu juga sebagai alat ukur

kinerja pegawai Perisalah Legislatif.
4.1. Tahapan kegiatan dan output.

Tahapan kegiatan pada kegiatan keempat ini ada tiga tahap kegiatan
yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi dan konsultasi dengan mentor.

Tahapan awal dalam membuat pedoman adalah dengan
koordinasi dan konsultasi dengan mentor.Tentunya pada
tahap ini sangat dibutuhkan pandangan dan masukan agar
dalam membuat pedoman bisa tersusun dengan benar,

mudah dipahami dan secara jelas.

Gambar 6. Kegiatan IV
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Mencari materi atau referensi tentang pembuatan

pedoman.

Dalam mencari materi atau referensi tentang pembuatan
pedoman, penulis melakukan dengan mengunjungi
perpustakaan agar menambah wawasaan dan pengetahuan
mengenai pembuatan pedoman. Dan penulis juga

meminjam beberapa buku mengenai pembuatan pedoman.

Gambar 7. Kegiatan |V

Membuat pedoman penetapan waktu kerja.

Pada tahap kegiatan ini penulis membuat pedoman
penetapan waktu kerja. Pembuatan pedoman penulis
menggunakan media brochure/ leaflet agar pedoman yang
dibuat mudah dipahami oleh stakeholder. Dalam membuat
pedoman penetapan waktu kerja penulis membuat tiga
tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan monitor control
system. Dalam tahap persiapan diatur mengenai
kelengkapan bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat
sementara serta koordinasi dengan Alat kelengkapan
Dewan. Pada tahap pelaksanaan, penulis membuat jenis

risalah berdasarkan jumlah halaman yang memang sudah
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terdapat didalam tugas dan fungsi dalam Permen PAN RB
Nomor 26 Tahun 2017. Dari berdasarkan jumlah halaman
tersebut penulis mencoba melakukan penyusunan risalah
rapat sementara agar mengetahui waktu yang dibutuhkan
‘dalam menyusun risalah rapat sementara untuk diserahkan
ke penyelenggara rapat. Dari percobaan tersebut baru lah
ditentukan berapa waktu yang dibutuhkan dalam
penyusunan risalah sementara yang berdasarkan jumlah
halaman. Pada tahap akhir, penulis membuat monitor
control system yang bertujuan untuk mengetahui dan
memantau (mentracking) sampai dimana risalah rapat
sementara ini dibuat. Selain itu juga monitor control system
dibuat untuk memastikan bahwa proses risalah rapat

sementara berjalan sesuai dengan harapan atau rencana.

Output pada tahap kegiatan ini adalah draft awal pedoman
penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat

sementara (terlampir).
4.2.Keterkaitan substansi mata pelatihan

Pada kegiatan keempat ada keterkaitan substansi dengan mata
pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS yang

dapat dijelaskan dibawah ini:
a. Nilai dasar PNS
1) Akuntabilitas

Pada kegiatan membuat pedoman waktu kerja tentu
merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sebuah
output dalam kegiatan aktualisasi. Dan didalam
membuat pedoman harus mengutamakan keperntingan
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bersama yang tentunya membawa dampak yang baik
dalam lingkungan unit kerja.

2) Etika publik

Dalam membuat pedoman, tentu harus memperhatikan
stakeholder yang terkait atas pedoman ini.lsi dari
pedoman pun diperhatikan secara etika dan komunikasi
yang baik dan santun penyampaian isi materi didalam

pedoman tersebut.
3) Komitmen mutu

Sangat jelas bahwa pembuatan pedoman merupakan
sebuah inovasi terbaru untuk unit kerja yang bertujuan
agar mempermudah pelaksanaan pekerjaan, mengukur
kinerja pegawai serta mempercepat penyerahan risalah

rapat sementara kepada penyelenggara rapat.
b. Peran dan kedudukan
1) Whole of Government

Kolaborasi berbagai unit kerja terlihat dalam membuat
pedoman penetapan waktu kerja. Karena pedoman ini
akan berdampak baik pada unit kerja di Bagian Risalah
dan juga di unit kerja Alat Kelengkapan Dewan.

5. Uji coba pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah

rapat sementara.

Kegiatan kelima yaitu uji coba pedoman penetapan waktu kerja dalam
penyerahan risalah rapat sementara bertujuan agar draft pedoman yang
sudah dibuat tersebut untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien

serta untuk mengetahui tahap-tahap yang dibuat didalam pedoman
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tersebut sudah sesuai dan benar.

5.1. Tahapan kegiatan dan output.

Pada kegiatan kelima ini ada dua tahap kegiatan yang dilakukan oleh

penulis agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yaitu:

a.

Menyiapkan dokumen untuk penyusunan risalah rapat

sementara.

Pada tahap kegiatan ini, penulis melakukan persiapan
dalam melakukan penyusunan risalah rapat sementara
yaitu menginventarisir kelengkapan bahan risalah rapat
sementara dalam melakukan penyusunan risalah rapat
sementara. Kelengkapan bahan risalah rapat sementara
diantaranya kaset rekaman rapat, transkrip hasil rapat yang
sudah dibuat oleh Asisten Perisalah Legislatif, daftar hadir
rapat, bahan rapat dari Pemerintah, dan laporan singkat
rapat tersebut. Tentunya dokumen kelengkapan bahan
risalah rapat ini dibutuhkan agar dalam melakukan
penyusunan risalah rapat sementara dapat terselesaikan

dengan cepat dan tepat waktu.

Melakukan uji coba penyusunan risalah sementara

menggunakan draft pedoman penetapan waktu kerja.

Setelah tahap kegiatan menyiapkan dokumen dan penulis
sudah menginventarisir kelengkapan bahan rapat risalah
sementara, penulis melakukan penyusunan risalah rapat
sementara dengan menggunakan pedoman penetapan

waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.

Pada tahap persiapan Penulis mengambil sample rapat
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yang sudah lengkap bahan rapat risalah sementaranya
diantaranya kaset rekaman rapat, transkrip hasil rapat yang
sudah dibuat oleh Asisten Perisalah Legislatif, daftar hadir
rapat, bahan rapat dari Pemerintah, dan laporan singkat
rapat dengan judul rapat “Rapat Dengar Pendapat
Komisi V DPR Rl dengan Dirjen Bina Marga (Hadirkan
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Naional dan Kepala
Balai Jalan Nasional Se-Indonesia) dan Dirjen Bina
Konstruksi Kementerian PUPR” yang dilaksanakan pada
hari selasa tanggal 18 Juni 2019 di Hotel Ayana Mid Plaza.

Setelah meninventarisir kelengkapan bahan risalah rapat,
pada tahap selanjutnya vyaitu Pelaksanaan, penulis
menentukan jenis risalah rapat berdasarkan pada jumlah
halaman transkrip. Sample rapat ini memiliki halaman
transkrip sebanyak 69 halaman yang berarti masuk pada
Jenis Risalah Il yang harus diselesaikan dalam waktu

maksimal 300 menit.

Tahap ketiga yaitu melakukan monitor control system.
Dalam tahap ini penulis melakukan suatu tracking dengan
menggunakan format file excel. Dalam file ini penulis
mendapatkan bahwa penyelesaian penyusunan risalah
rapat sementara pada sample rapat tersebut yang
merupakan jenis Risalah |l dapat diselesaikan dengan
maksimal waktu pengerjaan 300 menit. Dan diketahui tidak
ada keterangan mengenai kekurangan kelengkapan bahan

risalah rapat sementara.
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Gambar 8. Kegiatan V

Adapun output pada tahap kegiatan uji coba yaitu penulis
melakukan sebuah catatan singkat mengenai perbedaan
penyusunan risalah rapat sementara dengan menggunakan
draft pedoman penetapan wakiu kerja dan tidak

menggunakan pedoman penetapan waktu kerja (terlampir).
5.2.Keterkaitan substansi mata pelatihan

Kegiatan kelima ini, ada keterkaitan substansi dengan mata pelatihan

nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS diantaranya:
a. Nilai dasar PNS
1) Akuntabilitas

Pada kegiatan uji coba pedoman merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pedoman yang telah
dibuat.Dan dalam hal ini dituntut sekali integritas untuk
melaporkan atau memberikan informasi yang sesuai
dengan hasil uji coba agar tujuan dari adanya pedoman
penetapan waktu kerja ini dapat tercapai.

2) Komitmen mutu

Kegiatan uji coba pedoman dengan menggali hal-hal
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yang sebelumnya belum ada didalam kegiatan
pekerjaan  sehari-hari dan menemukan suatu
pembaharuan agar terciptanya pekerjaan yang efektif

dan efisien.
b. Peran dan kedudukan
1) Whole of Government

Kegiatan uji coba walaupun dilakukan individu, namun
hasil dari uji coba akan berdampak Iluas pada
stakeholder yang telah ditentukan. Jadi akan ada
kolaborasi dari berbagai unit kerja yang terkait.

6. Sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu

kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara. (belum terlaksana).

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan
waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara merupakan salah
satu kegiatan yang penting.Karena dalam sosialisasi ini penulis
menginformasikan kepada stakeholder baik internal maupun eksternal
yang terkait terhadap pedoman yang sudah dibuat dan diharapkan
adanya suatu pandangan, masukan tentang pedoman yang sudah
dibuat. Sehingga akan adanya evaluasi terhadap pedoman yang sudah

dibuat oleh penulis agar bisa lebih sempurna lagi dalam pembuatannya.
6.1. Tahapan kegiatan dan output.

Pada kegiatan keenam terdapat lima tahap kegiatan yang harus
dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan waktu sosialisasi.

Tahap kegiatan ini penulis melakukan koordinasi dengan

mentor dan Kepala Bagian Risalah untuk meyelaraskan
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waktu kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan
pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah
rapat sementara. Koordinasi yang dimaksud adalah dalam
penentuan jadwal waktu sosialisasi yang bertujuan agar
setiap stakeholder bisa hadir untuk mengetahui pedoman
yang telah dibuat, serta memberikan masukan, pandangan
dan inputan kepada penulis. Setelah dikoordinasikan maka
rapat internal diselenggarakan pada hari senin tanggal 26
Agustus 2019 Pukul 14.00 WIB dan kegiatan sosialisasi dan
evaluasi akan digabungkan pada kegiatan rapat internal
dengan Peneliti Ahli Madya.

Output pada kegiatan ini berbentuk komunikasi verbal
melalui komunikasi langsung dan diperoleh sebuah
kesepakatan untuk tanggal dan waktu kegiatan sosialisasi
dan evaluasi penggunaan pedoman waktu kerja dalam

penyerahan risalah rapat sementara.

Pembuatan surat undangan sosialisasi koordinasi

dengan Tata Usaha Bagian Risalah.

Pada tahap kegiatan kedua, setelah penulis melakukan
koordinasi dengan mentor dan Kepala Bagian mengenai
jadwal waktu kegiatan sosialisasi dan evaluasi yang sudah
ditentukan, penulis melakukan koordinasi dengan staf tata
usaha di Bagian Risalah Ibu Ratu Mety Mulyanisari, SE,
untuk meminta bantuan pembuatan surat undangan
kegiatan sosialisasi kepada stakeholder yang terkait dan
melakukan peminjaman ruangan untuk kegiatan tersebut.

Output pada kegiatan ini ialah surat undangan kegiatan
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sosialisasi dan evaluasi yang ditujukan kepada beberapa
stakeholder yang terlibat didalam penggunaan pedoman
penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat

sementara.

Menyusun bahan sosialisasi serta mencetak draft awal

pedoman.

Pada tahapan kegiatan yang ketiga, penulis menyusun
bahan-bahan untuk sosialisasi kepada stakeholder.
Diantaranya ialah bahan presentasi dan juga draft awal
pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah
rapat sementara. Setelah itu penulis juga mencetak draft
awal pedoman untuk bisa didistribusikan kepada

stakeholder yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut.

Adapun output pada tahapan kegiatan sosialisasi dan
evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu kerja ini
adalah berbentuk brochure / leaflet yang sudah dicetak oleh

penulis.

Gambar 9. Kegiatan VI
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Melakukan sosialisasi draft awal pedoman kepada
pegawai perisalah legislatif ahli pertama bagian risalah
dan Alat Kelengkapan Dewan.

Pada tahap kegiatan keempat yaitu melakukan sosialisasi
draft awal pedoman kepada pegawai Perisalah Legislatif
Ahli Pertama Bagian Risalah dan Alat Kelengkapan Dewan
yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pansus C Gedung
Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari senin, 26 Agustus
2019 pada pukul 14.00 WIB. Pada tahap kegiatan
sosialisasi dilaksanakan juga kegiatan Rapat Intern dengan
Penelit Ahli. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu
dari pemateri sehingga acara ini digabung dan dilaksanakan

pada satu hari yang sama.

Dalam kegiatan sosialisasi dihadiri Kepala Biro Persidangan
| yaitu Bapak M. Dimyati Sudja, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian
Risalah Bapak Muhammad Yus Igbal, S.E, Peneliti Madya
Drs. Ahmad Budiman, M.Pd, Pejabat Fungsional Madya
Dra. Tri Budi Utami, M.Si yang juga sebagai mentor bagi
penulis, Dra. Nurani Bodroini, Drs. Uli Sintong Siahaan,
M.Si. Selain itu undangan yang hadir yaitu Pejabat
Fungsional Pertama, CPNS di Bagian Risalah dan juga
perwakilan Komisi |, Komisi V, Komisi IX, dan Komisi X.

Kegiatan sosialisasi dibuka dan dimoderatori langsung oleh
Kepala Bagian Risalah. Pada kegiatan ini penulis
memaparkan dan menjelaskan mengenai pedoman yang
sudah dibuat oleh penulis. Penulis juga membagikan
brochure | leaflet sebagai bahan presentasi kepada
undangan yang hadir dan melakukan demo pengisian
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monitor control system.

Setelah dilakukan pemaparan dan penjelasan oleh penulis,
maka dibuka sesi pemberian pandangan dan masukan oleh
mentor, undangan yang hadir serta perwakilan dari Komisi.
Penulis mencatat semua pandangan serta masukan dari
berbagai pihak atas pembuatan pedoman ini. Rapat ditutup
pada pukul 16.00 WIB oleh Kepala Bagian Risalah.

Gambar 10. Kegiatan VI

Adapun output pada kegiatan sosialisasi ialah adanya daftar
hadir serta laporan singkat mengenai jalannya kegiatan
sosialisasi yang dilaksanakan oleh penulis (terlampir).
Berbagai pandangan diberikan oleh undangan baik dari
Kepala Biro Persidangan |, Kepala Bagian Risalah, Mentor,
Peneliti Ahli, Perisalah legislatif Ahli Madya dan Pertama
serta pandangan yang diberikan oleh perwakilan Komisi
yang menerangkan kondisi terkini dalam proses

penyerahan  risalah  sementara, serta  mengenai
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kelengkapan bahan penyusunan risalah rapat sementara.
Masukan dari hasil sosialisasi, dan tindaklanjutnya.

Pada tahap kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan dari
kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh penulis.
Setelah  melakukan  kegiatan  sosialisasi, penulis
mendapatkan apresiasi atas inovasi yang telah dibuat oleh
penulis dan CPNS lainnya. Hampir Tidak ada
koreksi/evaluasi yang signifikan terhadap pedoman
penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat
sementara. Hanya dalam tahapan persiapan yang telah
dibuat dirubah menjadi sebuah diagram alir / flowchart
untuk mempermudah pemahaman dalam membaca proses

penyusunan risalah rapat sementara.

Terhadap formula penetapan waktu digunakan rumus untuk
memperkirakan atau mengestimasikan ketepatan waktu
yang dibutuhkan dalam penyelesaian dan penyerahan
risalah rapat sementara Masukan tersebut telah penulis
tindaklanjuti dengan mengubah draft awal pedoman sesuai

dengan saran dan masukan yang telah diberikan.

Adapun output yang dihasilkan dalam kegiatan evaluasi dan
tindak lanjutnya ialah sebuah draft pedoman penetapan
wakktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara
yang baru dan sudah sesuai dengan saran dan masukan

yang diberikan kepada penulis (terlampir).
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6.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan

Pada kegiatan keenam terdapat keterkaitan substansi dengan mata
pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS yang
dapat dijelaskan dibawah ini:

a. Nilai dasar PNS
1) Akuntabilitas

Sosialisasi dan evaluasi mencerminkan nilai dasar
akunatbilitas.Karena setelah membuat pedoman dan
melaukan uji coba, maka pedoman tersebut harus
disosialisasikan kepada stakeholder yang terkait baik
internal maupun eksternal. Dan setelah dilakukan
sosialisasi tentu akan mendapat masukan serta

pandangan terhadap isi pedoman tersebut.
2) Nasionalisme

Dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi dibutuhkan
kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari Bagian
Risalah dan dari Alat Kelengkapan Dewan. Kerjasama
yang terjalin dengan baik tentu akan menghasilkan
suatu pedoman yang baik pula agar tercapainya tujuan

pembuatan pedoman.
3) Etika publik

Pada kegiatan sosialisasi dan evaluasi tentu dalam
menyampaikannya dengan komunikasi yang baik, serta
dengan perilaku yang santun dan tidak mengedepankan
sikap sok tahu atau lebih memahami dibandingkan

dengan yang lainnya.
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4) Komitmen mutu

Setelah dilakukan sosialisasi tentu adanya masukan,

saran dan pandangan akan pedoman yang sudah

dibuat diawal. Dari hasil masukan.saran dan pandangan

tersebut akan dievaluasi sehingga bisa menghasilkan

pedoman yang lebih baik lagi.

b. Peran dan kedudukan

1) Whole of Government

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi tentunya melibatkan

kerjasama dan kolaborasi stakeholder internal dan

eksternal.Dalam hal ini kolaborasi unit kerja Bagian

Risalah dan Alat Kelengkapan Dewan.

C. STAKEHOLDER

Kepala Bagian Risalah

Membantu koordinasi dalam setiap
pelaksanaan kegiatan aktualisasi,
dan menerima laporan dari setiap
kegiatan aktualisasi.

Internal i ; .
Pejabat fungsional Perisalah Memberikan saran dan masukan
Legislatif tentang risalah rapat sementara
Analis Tata Usaha Bagian Risalah | Membantu dalam kegiatan teknis
administrasi
Eksternal Komisi | - XI Memberikan informasi terkini dan

memberikan masukan untuk
terwujudnya risalah rapat
sementara yang baik

Tabel 4. Stakeholder
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D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN

Pengerjaan penyerahan risalah rapat
sementara kepada penyelenggara rapat
menjadi tidak menentu dan tidak tepat
waktu.

Penyelenggara rapat dalam hal ini AKD akan
menunggu risalah rapat sementara untuk
dikoreksi dengan waktu yang tidak menentu.

Penumpukan pekerjaan yang ada, karena
pekerjaan yang sebelumnya belum
terselesaikan sudah ada lagi pekerjaan
yang baru.

Jika ada rapat-rapat selanjutnya menjadi sedikit

terhambat karena bahan rapat dari risalah

rapat sementara belum terselesaikan (terutama

dalam pembahasan RUU)

Kinerja pegawai Perisalah Legislatif Ahli
Pertama tidak akan terukur. Karena tidak
ada monitor control system sebagai sarana
penelusuran terhadap hasil kinerja
mentracking penyusunan risalah rapat
sementara.

Penyelenggara rapat dalam hal ini AKD juga

akan terbentur dengan kinerjanya. Karena AKD

akan memberikan risalah rapat sementara
kepada Pimpinan Rapat untuk ditandatangani.

Tabel 5. Dampak Kegiatan

E. TIME SCHEDULE

sementara

Mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat

Koordinasi terarah dengan mentor atau atasan.

Rapat internal untuk pencarian referensi risalah

rapat.

Membuat pedoman penetapan waktu kerja dalam

penyerahan risalah rapat sementara

Uji coba pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan

risalah rapat sementara

Sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan
waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara.

Tabel 6. Time Schedule
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BAB Ill PENUTUP

A. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
diantaranya mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),
dalam Pasal 64 Ayat (1) disebutkan bahwa masa percobaan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi
salah satu persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).Pada masa
percobaan tersebut, CPNS diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar CPNS yang
didalamnya terdapat kegiatan aktualisasi yang Dbertujuan  untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA didalam setiap kegiatan dan tugas
didalam lingkungan unit kerjanya serta mencari inovasi pembaharuan yang

ada didalam unit kerja.

Bagian Risalah merupakan unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan risalah rapat. Risalah
rapat merupakan catatan rapat yang disusun secara lengkap dan berisi
seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi
dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat
rapat,acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan
sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar
hadir serta undangan yang hadir.Risalah rapat sementara merupakan salah
satu output rapat yang dihasilkan dari setiap kegiatan rapat dilingkungan
DPR RI yang mempunyai peranan penting yaitu menjadi bahan dan materi
dalam proses pengambilan keputusan rapat selanjutnya, menjadi dokumen
negara, menjadiinformasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan
sebagai salah satu alat bukti terhadap proses hukum yang terjadi seperti
judicial review, kasus korupsi dan lain-lain.
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Mengingat betapa pentingnya peranan risalah rapat ini, maka dalam
penyerahan risalah rapat sementara diharapkan memiliki suatu pedoman
penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara agar
setiap penyusunan risalah rapat sementara bisa terselesaikan dengan tepat
waktu. Kondisi saat iﬁi tidak ada pedoman penetapan waktu kerja dalam
penyerahan risalah rapat sementara dari hasil transkrip. Jadi dalam
penyelesaian penyusunan risalah rapat sementara seorang Perisalah
Legislatif tergantung dari penyelenggara rapat dalam hal ini AKD (Alat
Kelengkapan Dewan) yang memberikan batasan waktu kepada Perisalah
Legislatif kapan bisa diselesaikan terutama jika ada permintaan yang
mendesak.Tujuan adanya pedoman penetapan waktu Kkerja dalam
penyerahan risalah rapat sementara adalah agar durasi waktu dalam
penyerahan risalah rapat sementara dapat terukur serta kinerja dari seorang
Perisalah Legislatif juga dapat terlihat. Selain itu tujuan adanya pedoman
penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara

diantaranya:
1.Mempercepat proses penyerahan risalah rapat sementara.
2.Memperijelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab.
3.Meningkatkan kinerja pegawai.
4 Mempermudah pemenuhan target penyusunan risalah rapat sementara.

Pedoman penetapan waktu kerja memiliki tiga tahap yaitu persiapan,
pelaksanaan dan monitor control system.Dalam tahap persiapan diatur
mengenai kelengkapan bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat
sementara, diagram alir atau flow chart untuk mempermudah pembaca serta
koordinasi dengan Alat kelengkapan Dewan.Pada tahap pelaksanaan
terdapat jenis risalah berdasarkan jumlah halaman yang diuraikandidalam
tugas dan fungsi dalam Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2017.Pada tahap
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akhir dibuat monitor control system yang bertujuan untuk mengetahui dan
memantau (mentracking) sampai dimana risalah rapat sementara ini
dibuat.Selain itu juga monitor control system dibuat untuk memastikan bahwa
proses risalah rapat sementara berjalan sesuai dengan harapan atau

rencana.
B. SARAN

Penerapan pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah
rapat sementara dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin .Karena
pedoman ini dapat memberikan kepastian dan mempercepat penyerahan
risalah rapat sementara kepada Alat Kelengkapan Dewan dan sehingga
tahapan pengelolaan risalah selanjutnya juga akan lebih cepat dan efisien
baik dari waktu dan manfaatnya. Selain itu pedoman ini dapat mengukur
kinerja dari pegawai serta mempermudah dalam pemenuhan target
penyusunan risalah rapat sementara. Untuk stakeholder eksternal diharapkan
dapat berpartisipasi aktif dengan melampirkan juga kelengkapan bahan
dalam penyusunan risalah rapat sementara yang tentunya juga akan

mempermudah dan mempercepat kerja Alat Kelengkapan Dewan.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Risalah Rapat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT
KOMIS! | DPR RI

Tahun Sidang
Masa Persidangan

Jenis Rapat

Hari, Tanggal
Pukul
Sifat Rapat

Tempat

Ketua Rapat
Sekretaris Rapat
Acara

Hadir

2018-2019
Vv

Rapat Dengar Pendapat Komisi | DPR RI dengan Direktur
Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI,
Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan RI, Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan
Sosial Nasional, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Selasa, 23 Juli 2019

12.03 WIB — 16.08 WIB

Terbuka

Ruang Rapat Komisi | DPR RI, Gedung Nusantara Il Lt. 1, JI.
Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi | DPR RI
Suprihartini, S.IP., M.S1., Kabag Sekretariat Komisi | DPR RI
Tindak lanjut RDP Komisi | DPR RI dengan Direktur Jenderal
Kekuatan Pertahanan Kementenan Pertahanan Rl, Kepala Pusat
Kesehatan Mabes TNI, Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan RI, Direktur Utama PT. ASABRI (Persero), dan
Direktur Utama BPJS Kesechatan, tanggal 14 Januari 2019 terkait
dengan Pembentukan dan Pengaktifan gugus tugas (task force)
sebagai tahapan pembentukan payung hukum terkait
kekhususan rujukan berjenjang pelayanan kesehatan di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

PIMPINAN:

1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan)

3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc. (F-PG)

4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra)

5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI| PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
6. Ir. Rudianto Tjen

7. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
8. Charles Honoris

9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.

10. Andreas Hugo Pareira

11. Junico BP Siahaan

12. Yadi Srimulyadi

13. Drs. Ahmad Basarah, MH

51



FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

14. Meutya Viada Hafid

15. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak, M.BA., CF.E.
16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.

17. Bambang Atmanto Wiyogo, S.E.

18. Venny Devianti, S. Sos.

19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

20. Dr. Jerry Sambuaga

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
21. H. Ahmad Muzani

22. Martin Hutabarat

23. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.

24. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.

25. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.
26. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

27. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.

28. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
29. H. Darizal Basir

30. Ir. Hari Kartana, M.M.

31. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
32. Zulkifli Hasan, S.E., MM.

33. Ir. Alimin Abdullah

34. Budi Youyastri

35. HM. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKS| PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
36. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.

37. Drs. H.M. Syaiful Bahri Ansheri, M.P.

38. Arvin Hakim Thoha

39. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
40. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.

41. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.

42. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
43. Moh. Arwani Thomafi
44. Dra. Hj. Lena Maryana

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

45. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
46. H. M. Ali Umri, SH., MKn.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)



Anggota yang |zin

Undangan

Rachel Maryam Sayidina (F-GERINDRA)

H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, M.S. (F-PPP)
Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. (F-NASDEM)

Prananda Surya Paloh (F-NASDEM)

Drs. Timbul P. Manurung (F-HANURA)

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian
Pertahanan RI, Mayjen TNI Ida Bagus Purwalaksana,
S.IP., M.M.

Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan

Pertahanan Kementerian Pertahanan Rl, Laksma TNI
dr. Arie Zakaria, Sp.OT.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Mabes TNI,
Kolonel dr. Susmardana, SPKK.

Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI, dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ir. TB. Achmad
Choesni, MA., M.Phil.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Zaenal
Abidin.

Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Kesehatan, Drdr.H. Bayu Wahyudi. SpOG. MPHM.
MHKes., MM.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehalan BPJS
Kesehatan, dr. Maya A. Rusady, M.Kes, AAK.

Beserta Jajaran.
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Jalannya Rapat :
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Yaitu:

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi | DPR Rl dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Sekjen
Kemenkes, Dirut PT. Asabri Persero dan Dirut BPJS Kesehatan pada tanggal 17 Juli 2017
dengan kesimpulan yang tidak perlu saya bacakan sudah ada di risalah rapat pada waktu
itu, panjang kalau saya bacakan. Dan saya kira Komisi | DPR Rl juga sudah sangat
memahami mengerti isi rapat-rapat tersebut.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi | DPR RI dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Kepala Pusat
Kesehatan Mabes TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. Asabri pada tanggal 20 Maret 2018.
Saya bacakan dua keputusannya karena tidak terlalu banyak.

e Mengapresiasi terkait telah ditandatanganinya pembaharuan kesepakatan bersama
atau MoU antara Kementerian Pertahanan dan Badan Penyelenggara Jaminan
Kesehatan. Selanjutnya Komisi | DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan untuk
menyelesaikan pedoman kerja agar kesepakatan bersama tersebut dapat segera
dioperasionalkan.

» Akan menjadwalkan kembali rapat dan akhirnya sudah dijadwalkan kembali rapat lagi
Rapat Dengar Pendapat Komisi | DPR Rl dengan Dirjen Kuathan, Kapuskes Mabes
TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. Asabri dan Dirut BPJS pada tanggal 16 Oktober
2018. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat Komisi | DPR RI dengan
Sekjen Kemkes, Dirjen Kuathan Kemhan, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. Asabri,
Dirut BPJS pada tanggal 5 Desember 2018. Kemudian kesimpulan pada tanggal 25
Desember ini adalah: 1) Komisi | DPR Rl telah mendengarkan penjelasan
Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI, BPJS Kesehatan
terkait laporan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 16 Oktober 2018,
yang meliputi penyelesaian payung hukum terkait pelayanan, kesehatan bagi prajurit
TNI atau PNS Kemhan serta keluarganya serta purnawirawan.

Pembentukan gugus tugas atau fask force dengan leading sector dari Kementerian
Kesehatan sebagai tahapan pembentukan payung hukum sebagaimana tersebut huruf a di atas.
Sementara menunggu regulasi sistem tujukan online berjenjang bagi prajurit TNI atau PNS
Kemhan dan keluarganya serta purnawirawan diberlakukan secara khusus. Kemudian dilanjutkan
dengan Rapat Dengar Pendapat Komisi | DPR Rl dengan Sekjen Kemkes, Dirjen Kuathan
Kemhan, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. Asabri Persero dan Dirut BPJS Kesehatan pada tanggal
14 Januari 2019.

Pada rapat terakhir tersebut, Komisi | DPR RI telah mendengarkan penjelasan
Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI dan BPJS Kesehatan terkait
laporan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 5 Desember 2018. Mengingat belum
adanya perkembangan yang signifikan dan tindaklanjut dari hasil rapat sebelumnya, Komisi | DPR
RI mendesak Kementerian Kesehatan sebagai leading sector bersama-sama dengan Kementerian
Pertahanan dan BPJS untuk:

a. Memprioritaskan penyelesaian payung hukum terkait kekhususan rujukan berjenjang
pelayanan kesehatan dilingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

b. Sesegera mungkin membentuk dan mengaktifkan gugus tugas sebagai tahapan
pembentukan payung hukum tersebut selambat-lambatnya hingga akhir bulan Maret
2019. Dan hari ini sudah bulan Juli.

Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini kami persilakan nanti berurutan mulai dari
Sekjen Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Staf Bidang Ahli Hukum Kesehatan dr. Kuat Sri
Hudoyo, MS. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dilanjutkan
Dirjen Kuathan Kemenhan, dilanjutkan Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, dilanjutkan Dirut
BPJS dan dianjutkan dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk memberikan
penjelasannya terkait dengan agenda hari ini dengan pendahuluan rapat-rapat yang sudah saya
sampaikan tadi. Tidak saya bacakan semua akan tetapi yang penting tahapan-tahapan yang
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penting sudah saya bacakan semua. Harapannya hari ini kita bisa menyimpulkan tindaklanjut yang
lebih konkrit lagi agar jangan sampai terjadi hal-hal yang sebagaimana temuan kami ketika
berkunjung ke rumah sakit TNI dimana ada masalah-masalah teknis yang semestinya tidak boleh
terjadi, karena ini menyangkut TNI.

Saya kira demikian, kami persilakan yang pertama Sekjen Kementerian Kesehatan.
(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.03 WIB)

STAF AHL! BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI
HUDQOYO, MS.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi | DPR RI,

yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi | DPR RI,

Bapak-bapak dari Kementerian Pertahanan, dari Kemenko PMK, dari Dirut BPJS, dan hadirin
yang berbahagia.

Pertama kami sampaikan mohon maaf Bapak Sekretaris Jenderal karena satu dan lain hal
tidak bisa hadir pada Rapat Dengar Pendapat pada pagi hari ini dan mengirim kami dan tim untuk
hadir dalam rangka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

Bapak Pimpinan yang kami hormati.

Sesuai dengan kesimpulan yang telah diputuskan pada tanggal 14 Januari yang
merupakan Rapat Dengar Pendapat kelima memang ada amanat bahwa dan kesimpulan tadi
untuk segera memprioritaskan penyelesaian payung hukum yang terkait dengan kekhususan
rujukan berjenjang pelayanan kesehatan dengan Kementerian Pertahanan dan TNI. Dan sesegera
mungkin membentuk pengaktifkan gugus tugas sebagai tahapan dengan payung hukum selambat-
lambatnya pada bulan Maret. Dan hasil tersebut di lingkungan Kementerian Kesehatan memang
sudah dilakukan pembahasan langsung dipimpin oleh Ibu Menteri Kesehatan.

Yang pertama, memang kami di dalam penyusunan pedoman pelaksanaan jaminan
kesehatan sebagai mandat dari Perpres 82 telah melibatkan dari unsur TNI dan Polr untuk
mengakomodir hal-hal yang memang sesuai dengan yang diatur di dalam pedoman pelaksanaan
yang sampai saat inipun belum bisa kami selesaikan karena masih ada tarik ulur baik dari internal
maupun juga dengan lintas organisasi profesi di dalam pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan
sebagai mandat dan Perpres 82, sehingga kami mash memerlukan wakiu beberapa kali
pertemuan untuk penyelesaian ini sebelum nanti kita akan bertemu lagi dengan organisasi profesi
juga dengan unsur-unsur termasuk dani Kementerian Pertahanan dan TNI yang memiliki fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai mitra dari JKN tadi.

Yang kedua, terkait dengan hasil tadi memang sesuai dengan apa yang disimpulkan
dalam Rapat Dengar Pendapat terakhir arahan dari Ibu Menteri memang belum bisa memberikan
kesimpulan atau keputusan terkait dengan bisa tidaknya hal-hal yang menjadi kebutuhan TNI
terkait dengan jaminan kesehatan secara khusus ini, sehingga lbu Menteri mengarahan kepada
timnya bahwa untuk melakukan atau membuat telaahan yang ditujukan kepada Kementerian
Koordinator PMK dan Dewan DJSN terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dari TNI secara
khusus tadi, sehingga dari Kementerian Kesehatan memang belum bisa memberikan keputusan
tetapi mendorong untuk Dewan Jaminan Sosial Nasional melakukan kajian terkait dengan hal-hal
yang dibahas di dalam Rapat Dengar Pendapat ini, karena memang itu keputusan yang lebih
tinggilah yang bisa menjadi payung hukum dari pelaksanaan JKN yang khusus akan memanyungi
dari hasil Rapat Dengar Pendapat ini.
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Jadi itu sementara yang bisa kami laporkan kepada Bapak Pimpinan bahwa sementara
hasil yang sudah diawal dari DJSN memang akan dilakukan kajian terkait dengan usulan ini. Jadi
sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya untuk terkait hal ini.

Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami mohen ijin Bapak Pimpinan, kalau
nanti ada tambahan dari perwakilan dari Kementerian Kesehatan yaitu Bapak Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan untuk menambahkan hal-hal yang memang sudah disiapkan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):
Silakan.

STAF AHLI MENTERI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Sidang dan para peserta rapat dari Kemenhan, dari BPJS, DJSN,
dan juga dari Kementerian Kemenko PMK.

Juga mohon ijin Bapak Staf Ahli Menteri. Jadi dari kami waktu itu diminta untuk menelaah
bagaimana kajian tentang perlakuan khusus sistem rujukan dari TNI/Polri dan keluarganya. Terus
terang juga sama dengan yang disampaikan tadi bahwa sampai saat ini kami berpatokan kepada
Peraturan Presiden yang masih berlaku Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018. Nah, disitulah
kami juga sedang membicarakan bersama dengan organisasi profesi karena sistem rujukan ini
sudah spesifik lagi. Kami tidak hanya global akan kami buat semacam satu sistem di mana sampai
dimasukan sistem-sistem diagnostik dan sebagainya sebagai implementasinya. Dan kami
berkoordinasi dengan IDI dan organisasi profesi yang sampai saat ini juga belum selesai tetapi
sampai saat ini kami sedang menyelesaikan pedoman pelaksanaan JKN yang ini justru harus lebih
dulu sebagai payungnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

Nah, karena ini sudah harus dikejar waktu maka kami men-time line-kan untuk Menlak ini
sesegera mungkin selesai baru kami dari isi bauran-bauran inilah yang antara lain nanfi terdapat
sistem rujukan.

Demikian yang kami laporkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):
Terima kasih.

Dilanjutkan Direktur Jenderal Layanan Kesehatan Kemenkes sudah tadi. Dirjen Kuathan
silakan.
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DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
(MAYJEN TNI IDA BAGUS PURWALAKSANA, S.IP., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Sidang,
Yang kami hormati peserta sidang Bapak dan Ibu dari Kementerian Kesehatan, BPJS,
Kemenko Kesra, kemudian DJSN.

linkan kami menyampaikan Bapak, yang pertama sebenamya kesimpulan sudah
dibacakan oleh Bapak Pimpinan. Jadi saya akan tindaklanjuti, kami hasil dari pertemuan dari DPR
Rl kami segera tindaklanjuti 14 Januari. Kemhan, Puskes TNI dan Kesehatan Angkatan, kami
mengadakan rapat intemal masalah sistem rujukan BPJS Kesehatan bagi prajurit TNI, PNS
Kemhan dan keluarganya. Kemudian juga ditunjuk /eading sector gugus tugas Kemkes itu belum
mengundang kami Pak, untuk membuat payung hukumnya. Jadi mereka dari Kemkes tadi Bapak
Sekjen yang mewakili Sekjen menyampaikan internal, tapi kami belum diundang.

Kemudian ada rapat juga Kemhan, Puskes TNI, Kemenkes, Kemko PMK, DJSN,
mengadakan rapat terkait penyusunan payung hukum dan DJSN menyetujui mengakomodir
kekhususan dan kekhasan pelayanan kesehatan untuk prajurt TNI, PNS Kemhan dan
keluarganya.

Kami laporkan Bapak, tunggakan klaim BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit Kemhan
dan TNI. Untuk Rumah Sakit TNI AD per Mei 2019 itu Rp364.835.000.000,- Kemudian Rumah
Sakit TNI AL per Maret 2019 Rp85.419.000.000,- sedangkan untuk Angkatan Udara
Rp34.965.000.000,- ini rata-rata per bulan Mei itu Rp453 miliar.

Sedangkan usulan kami Bapak, untuk Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang TNI ini sedang kami godok secara internal. Yang kami rubah untuk Pasal 50 ini sebenarnya
sudah ada tercantum untuk rawat kesehatan di Ayat (2) ponit D itu sudah tercantum. Kemudian
juga Ayat (3) keluarga prajurit memperoleh rawat kedinasan yang meliputi rawatan kesehatan,
pembinaan mental, keagamaan, dan bantuan hukum.

Kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 51 itu juga
tercantum, yaitu prajurit yang diberhentikan dengan hormat itu memperoleh rawatan dan layanan
purna dinas, Kemudian Ayat (2) rawatan dan layanan purna dinas sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangen dan rawatan
kesehatan. Kemudian Ayat (3) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas pada Ayat
(1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pihak Kemhan TNI mengusulkan penambahan Pasal 51A dalam Rancangan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan:

1. Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 51A:

1) Rawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Ayat (2) huruf
D, Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan Pasal 51 Ayat (2) dilaksanakan oleh
kesehatan TNI.

2) Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam menjalanan
tugasnya disusun dan disiapkan berdasarkan kepentingan pertahanan
negara sesuai dengan kekhasan serta tugas pokok dan fungsi.

3) Penempatan fasilitas kesehatan TN mengikuti gelar satuan TNI.

4) TNI menjamin rawatan kesehatan prajunt dan keluarganya serla rawatan
purna dinas sebagaimana Pasal 50 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 51 Ayat
(2) dilaksanakan semaksimal mungkin.

Proses Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Satu, forum
Kementerian dan Lembaga yang termasuk dalam Tim Pokja belum menyetujui penambahan Pasal
51A sesuai yang dimaksud oleh Kemhan dan TNI. Dua, kami memohon DPR RI khususnya Komisi
| DPR RI dapat membantu memasukkan Pasla 51A sesuai usulan ke dalam Revisi Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tersebut.

57



Kemudian permasalahan lainnya kami laporkan kepada hadiin sekalian. Satu,
berdasarkan surat Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor
3816/111.2/03/2019 tanggal 23 Maret 2019 tentang progress kareditasi rumah sakit dan rumah sakit
yang akan habis masa berlaku akreditasi tahun 2019.

BPJS Kesehatan menghentikan secara sepihak pelayanan kesehatan di rumah sakit
karena ijin operasional rumah sakit habis masa berlakunya. Sementara akreditasi rumah sakit
sedang proses di sistem nasional akreditasi rumah sakit atau SNARS. Rumah sakit Kemhan dan
TNI tidak mungkin menghentikan Yankes bagi prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya serta
purnawirawan. Tetapi pelayanan kesehatan yang dilakukan di beberapa rumah sakit milik Kemhan
dan TNI tidak dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan. Di lain pihak kewajiban pembayaran iuran
kepesertaan BPJS melalui pemotongan gaji personil TNI, PNS Kemhan dan keluarganya tetap
diberlakukan.

Kemudian kami laporkan kondisi rumah sakit Kemhan dan TNI yang dihentikan pelayanan
kesehatan oleh BPJS. Ini dari Kemhan Bapak, satu rumah sakit ini sudah terakreditasi paripuma,
kemudian TNI AD 27 rumah sakit saat ini 3 yang belum. TNI AL 3 rumah sakit 1 yang belum. TNI
AU 2 rumah sakit saat ini 2 yang belum. Jumlah 33 rumah sakit yang saat ini belum dihentikan itu
6 rumah sakit.

Kemudian lanjutan yang kedua, berdasarkan KMK Nomor HK0107/Menkes/373/2019
tanggal 4 Juli 2019 tentang pedoman review kelas rumah sakit. Beberapa rumah sakit di jajaran
Kemhan TNI mengalami turun kelas yang berakibat kepada menurunnya pendapatan rumah sakit.

Daftar rumah sakit Kemhan dan TNI yang turun kelas sesuai dengan daftar di atas. Dari
TNI AD itu ada 17 rumah sakit ini turun kelas semua. Kemudian dari TNI AL itu ada 9 rumah sakit.
Dari TNI AU ada 8 rumah sakit. Kemudian akreditasi FKTP berdasarkan Permenkes Nomor 5
Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang perubahan ketiga atas Permenkes 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Pasal 40 yang berbunyi:

1. Adasaat Peraturan Menteri ini berlaku seluruh FKTP milik Kemhan TNI dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai klinik Pratama.

2. FKTP milik Kemhan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dianggap telah memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri ini.

3. Fasilitas kesehatan tingkat perama milik Kemhan TNI dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus menyesuaikan
dengan ketentuan perijinan klinik pratama paling lambat pada 1 Januri 2021.

FKTP milik Kemhan TNI tidak memiliki anggaran Pak, untuk memenuhi SDM dan sarana
prasarana sesuai dengan persyaratan dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut di atas.
Ini karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Kemhan dan TNI. Sebagai ilustrasi Pak,
Kemenkes bisa mendapat anggaran untuk pembangunan pelayanan Puskesmas di wilayah
perbatasan. Sementara Kemhan TNI itu diperioritaskan untuk belanja personil, kemudian belanja
barang, kemudian alutsista yang harus diganfi. Ini untuk pelayanan kesehatan akhirnya jomplang,
yang satu bagus sekali yang satu lagi memelas Pak.

Kemudian tindaklanjut yang telah dilaksanakan:

1. Telah dilaksanakan rapat dengan Pimpinan Asdep Yankes Kemenko PMK tanggal 26
Maret 2019 di ruang rapat Kemenko PMK yang dihadiri oleh Kesehatan Kemhan,
Kemenkes, DJSN, BPJS Kesehatan, Puskes TNI, Kesehatan Angkatan membahas
findaklanjut Rapat Dengar Pendapat di Komisi | DPR RI.

2. Rapat dengan Pimpinan Dirkes Dirjen Kuathan tanggal 7 Mei 2019 di ruang rapat Ditkes
Kemhan dihadiri Dimmutu dan akreditasi Yankes Kemenkes, Kepala Pusat Pembiayaan,
dan jaminan kesehatan Kemenkes, KARS, Keschatan Kemhan dan TNI, LO BPJS
Kesehatan Kemhan dan TNI.

3. Rapat Koordinasi di Hotel Aryaduta tanggal 28 Mei 2019 dengan Pimpinan Ketua DJSN,
dengan dihadiri oleh Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kemhan TNI, KARS dan Polri.
Demikian yang dapat kami laporkan Bapak Pimpinan.
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KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Sebelum dilanjutkan ada angka yang sangat menganggu mata ini, hampir setengah friliun,
tunggakan hampir setengah triliun. Ini sangat besar dan kita tidak melihat ada dalam laporan
keuangan Kemhan kemarin. Tidak tahu mungkin kalau saya salah lihat. Pak, ini tunggakan tahun
2019 saja atau ada 20187

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)

ljin menjawab saya Direktur Kesehatan Kemhan.
Ini tunggakan yang belum dibayar oleh BPJS.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):
Termasuk 2018 juga?

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.0OT.)

Ada 2018 sedikit sebagian besar di 2019.
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terus pertanyaan selanjutnya, ini ditutup dari mana, kan tentunya operasional butuh
biayakan, terus yang nutupin siapa?

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)

Rumah sakit menutup sendiri itu yang teriak terutama yang tagihan BPJS mencapai di
atas 3 bulan. Kami sudah meminta kepada BPJS sesuai dengan hasil rapat Komisi yang terakhir
14 Januari agar dapat prioritas. Memang kami dapat prioritas, kalau dibandingkan dengan yang
sipil mereka bisa tunggakan 6-8 bulan tetapi rata-rata diangka 3-4 bulan. Tapi ada juga rumah sakit
yang sampai 6 bulan, ini yang feriak karena tidak bisa menutup sementara pelayanan kesehatan
prajurit tidak bisa ditolak. Termasuk juga akibat pembayaran yang terlambat ini adalah dengan
yang tadi penutupan rumah sakit akibat ijin operasional.

Kami meminta tadi karena pofongan gaji fetap dibayar oleh prajurit langsung oleh
Kementerian Keuangan. Kami minta yang ditutup harusnya adalah yang sangat umum, karena
tidak mungkin kami menutup layanan untuk prajurit dan keluarganya. Semua teriak mau berobat
kemana dan mereka merasa dan prajurit tahu mereka dipotong gajinya. Karena itu, kami terpaksa
membuat edaran kepada seluruh kesehatan angkatan tetap diterima, hanya kensekuensi ijin
operasional tadi ditutup adalah BPJS sudah membayar, karena langsung ditutup secara online.

Kami proles hal fersebut, masalahnya beberapa rumah sakit itu tidak keluar ijin
operasional karena anfrian akreditasi begitu panjang. ltu sebabnya tadi kami membuat rapat
tersendiri mengundang KARS, sampai kami meminta KARS surveyor akreditasi rumah sakit yang
pensiunan TNI minta dikerahkan. Dan kami minta fidak menunggu sampai 3-4 bulan itu sudah bisa
dipenuhi.

Itulah sebabnya dar 33 rumah sakit kami bisa cuf inggal 6 dengan meminta KARS segera
kalau perlu sampai tengah malam dan minta hasilnya paling lambat tidak lebih dari 3 hari sudah
langsung dikirim ke kami dan kami kirim ke BPJS. Ini yang kami jalankan, tetapi masih sekian ini.
Dengan sekian ini kami sakit kepala, itu sebabnya kami katakan berulang kali kami minta Satgas
bentuk pembicaraan tentang Manlak itu kami diundang tentang tindaklanjut Perpres Nomor 82
Tahun 2018.
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Seperti kami katakan di Rapat Dengar Pendapat DPR Rl sebelumnya, Perpres ini tidak
mengakomodir kepentingan khususnya rujukan TNI. Karena itulah, rapat 14 Januari atas usulan
dari Bapak Dewan sendiri merevisi Undang-Undang TNI. Kebetulan Undang-Undang TNI sedang
direvisi berkaitan dengan masa jabatan akhir dan pensiun. Nah, kami tambahkan tadi kami katakan
di Pasal itu sebenamya sudah jelas Anggota dan keluarga rawatan dinas, pumawirawan rawatan
dinas, yang tadinya pun diprotes oleh Kemenkes purnawirawan pensiunan, tidak ada pensiunan
TNI yang lepas, Undang-Undangnya masih berlaku.

Nah, kami minta tambahan Pasal. Infi dari pasal itu sebenarnya yang Pasal 51A Nomor 2,
kesehatan TNI disusun berdasarkan kepentingan pertahanan negara sesuai dengan kekhasan dan
tugas pokok. Oleh komunitas hukum dijabarkan dalam bentuk bahasa seperti itu. Artinya apa?
Force Angkatan Laut, satuan teladan itu fidak peduli ada kampung atau tidak, tetapi begitu
dianggap penting untuk pertahanan kami taruh TNI, dimana ada TNI disitu harus ada dukungan
kesehatan. Masalahnya jumlahnya kadang-kadang hanya 50, 20, 40. Kalau dihitung dengan BPJS
dengan efekfif dan efisien yang mereka sampaikan dalam kendali mutu biaya harusnya FKTP itu
2000-5000 baru berjalan. Tapi kan kami fidak peduli tentang itu, kami mengikuti sistem pertahanan,
Natuna karena ancaman Laut Cina Selatan dibikin Satgas integrasi. Ada Satgas integrasi taruh
kapal selam, taruh satuan udara, taruh infantri, taruh segala macam maka dibuat rumah sakit
integrasi. Tidak peduli disitu kagak ada duitnya dan segala macam semua, tapi karena kepentingan
pertahanan.

Inilah yang kita minta, tetapi rapat-rapat pembahasan Undang-Undang TNI revisinya lebih
banyak dijalankan oleh komunitas hukum. Saya hanya diundang sekali pada awal, pada
pembahasannya ada beberapa kementerian yang menentang, kok ini im medis dimasukkan, ini
bukan teknis medis. Kalau ini idak masuk di Undang-Undang bagaimana saya bisa menentang
perlakuan bahwa Kemhan TNI disamakan dengan sipil. Kami selalu yang diutamakan oleh BPJS
maupun Kemenkes adalah Undang-Undang DJSN dan Undang-Undang BPJS, kalau hanya
Perpres dan Permen tidak dianggap harus dari Undang-Undang dan dengan tegas dikatakan
kekhasan TNL.

Makanya saya katakan tidak bisa kami harus memenuhi persyaratan dar mana, dokter
saja kami kurang 1000, kami sudah buka 2 tahun penerimaan prajurit karir khusus yang lolos
maksimal cuma 100-an. Jadi nunggu berapa puluh tahun baru nutup, mau nambah rekrutmen tidak
bisa masuk di Nusantara Sehat. Kemenkes untuk menutup Puskesmas dan segala macam
membuat Nusantara Sehat dengan insentif bisa 5 juta, bisa 15 juta. Lah, kami punya duit darimana,
duit kesehatan Kemhan TNI itu jadi satu dengan anggaran Kemhan. Pada anggaran Kemhan saja
yang 2019 saja tidak sampai 50%, begitu gabung sama Alutsista beli kapal selam, beli Sukhoi
segala macam bablas kesehatan. Duit darimana mau menutupi SDM-nya, bagaimana mau beli
alat peralatannya, itu baru rumah sakit.

Rumah sakit yang 2019 saja kita sudah usahakan ngikutin, kami tidak minta terus tidak
mengikuti persyaratan, tidak. Tapi berilah kami kesempatan, tapi karena masalah masa harus
ngantri pengumuman 3-4 bulan, sudah jalan dipotong begitu saja. Nah, teriak dan tidak mungkin
Anggota disuruh pulang, bisa bakar-bakaran, bisa ribut, karena mereka tahu itu hak mereka dan
dijamin oleh Undang-Undang TNI.

Nah, yang berkutnya kenapa yang ketiga saya masukan FKTP, FKTP ini 2021 ini
sekarang 2019 tinggal 1,5 tahun. dari 780 FKTP TNI yang memenuhi syarat saat ini hanya 4, baik
itu SDM, sarana dan prasarana. Kami minta bimbingan saja di daerah, disana ngomong di
Kemenkes di Jakarta di daerah Kepala Dinas Kesehatan selalu mengutamakan perbaikan
akreditasi untuk Puskesmasnya dulu, karena itu menjadi skoring mereka. Bantuan penyusunan
akreditasi FKTP tidak ada yang gratis, ada FKTP TNI yang untuk minta bimbingan saja harus
mengeluarkan duit jutaan, darimana? Anggaran kami fidak ada.

Yang membuat iri lagi, saya baru pulang dari perbatasan. lbu Menkes dengan bangga di
TV menyampaikan kami membangun Puskesmas perbatasan 200 miliar di luar anggaran
Kemenkes. Saya datang ke Atambua, rumah sakit Atambua dibangun 500 miliar, rumah sakit TNI
disana diakui rumah sakit saja tidak, Puskesmas, karena tidak ada duit dan tidak ada dokter,
padahal itu mendukung Satgas perbatasan. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara saya baru
dari sana, rumah sakit Angkatan Laut llyas sudah mau rubuh, sementara di Entikeng dan segala
macam Puskesmas dapat 200 miliar bagus, megah dan segala macam diluar anggaran Kemkes.
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Nah, kami yang jaga perbatasan, yang tiap tahun masih ada malaria bahkan sampai
meninggal Satgas Perbatasan. Kemarin malah baru 2 minggu saya datang ke Sibatil Nunukan,
kami temukan Satgas Perbatasan di Malino sampir hampir mati kelaparan, karena helikopter tidak
bisa terbang untuk ke desa terdekat 2 hari. Nah, bagaimana jomplangnya kan kami sama-sama
jaga perbatasan, sementara kami diminta memenuhi akreditasi bukan kami tidak mau, orangnya
tidak ada, duitnya tidak punya.

Nah, setiap kali rapat di Matlak saya mengatakan nanti rujukan dibicarakan khusus.
Sampai sekarang Cuma janji-janji, kalau istilah anak saya PHP (Pemberi Harapan Palsu). Kami
tidak percaya kalau ingat pembicaraan waktu Perpres dulu yang 82 dari awal saya katakan ini akan
jadi masalah, Nah, kalau ditutup maka akan terjadi keributan lagi. Dalam 1,5 tahun dari mana saya
bisa dapat SDM, Dokter, Perawat dan segala macam. “Oh, gampang bayar swasta”, siapa swasta
yang mau di FKTP TN yang ada di daerah terpencil, apalagi di pos-pos Angkatan Laut atau Satuan
Radar yang biasanya bukan ada penduduknya, siapa. Pulau terluar, terpencil, saya bilang monyet
saja fidak ada apalagi orang. Bagaimana memenuhi itu suruh tutup berobat kemana.

Inilah pentingnya kenapa ada tambahan pasal di Undang-Undang TNI yang dengan tegas
mengatakan bahwa penempatan Faskes, itu berdasarkan kepentingan pertahanan, fidak ada
urusannya dengan masyarakat umum. Ini yang kami minta leg spesialis perlakuan khusus untuk
TNI, karena itu dijamin oleh Undang-Undang TNI, sampai pensiun pun masih kami jamin. Jadi
bukan tanpa dasar. Nah, kami minta ada pertimbangan khusus bagi kami. Ini yang bisa kami
tambahkan.

Terima kasih Bapak Ketua.
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):
Terima kasih.

Ini rapat yang kesekian, teman-teman juga sudah pada jengah karena jawabannya kami
sedang bahas, belum ada progress dan seferusnya. Kami datang keperbatasan juga Pak,
beberapa waktu yang lalu dengan Bapak Kasad. Kayaknya Ibu Menteri Kesehatan perlu diajak
kesana diperbatasan betul jangan di kotanya biar tahu bagaimana atapnya juga, pecah bolong-
bolong itu, tidak ada listrik disana, dan dia harus bertahan. Biar ngerti ini Bapak-bapak dari
kesehatan perlu diajak kesana kayaknya ini biar fahu.

Terus terang Komisi | DPR Rl sangat prihatin melinat ini, saya pimpin sendir kunjungan
ke rumah sakit-rumah sakit tunggakan segitu besar, Kalau rumah sakit swasta untuk masyarakat
itu mungkin ada pemilik modalnya, kalau tentara tidak ada. Sementara prajurit ini 24 jam harus
siaga, dimobilisasi, dikasih tugas tidak boleh bantah, hanya ada siap laksanakan dan seterusnya.
Sementara ketika ada sakit itu dia tidak mendapatkan prioritas dalam pelayanannya.

Oke, ini pemanasan untuk diskusi kedepan.

Selanjutnya kami ingin mendengarkan dari BPJS, silakan.

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Bismillahirahmanirahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi | DPR RI,
Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Komisi | DPR RI,
Para mitra kerja Komisi | DPR Rl yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat ini.

Pertama-tama ijinkan permohonan maaf dari Bapak Direktur Utama yang kebetulan hari
ini sedang melakukan MTR internal jajaran BPJS Kesehatan di Bandung. Saya Bayu Wahyudi
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sebagai Direktur Hukum Kepatuhan regulasi dengan hubungan antar lembaga beserta lbu Maya
sebagai Direktur Pelayanan Jaminan Kesehatan untuk mewakili institusi BPJS Kesehatan.

Dan perlu tadi saya ulang kembali tadi sudah saya sampaikan Bapak Pimpinan, bahwa
pertemuan Rapat Dengar Pendapat ini sudah berlangsung 6 kali, mulai tanggal 17 Juli 2017
sampai dengan sekarang 23 Juli 2019 yang boleh dikatakan berlangsung 2 tahun.

Kalau perlu saya ulangi kembali bahwa hasil dari Rapat Dengar Pendapat kami sudah
melakukan beberapa tindakan yang sekaligus, ferutama pada tanggal 16 Oktober 2018 ini dengan
kesepakatan 2 yang tadi sudah disampaikan dan kami sudah menindaklanjuti pada tanggal 22
Oktober 2018 dengan memberikan diskresi yang sudah kami sampaikan walaupun kami
mempunyai resiko terhadap regulasi yang kami tetapkan, yaitu mengatur sendiri untuk Kemenhan
dan TNI, pemberian sistem rujukan di lingkungan Kemenhan dan kekhasan TNI/Polri. Dan ini
sudah kami lakukan sejak 2018.

Kedua, membentuk tim gugus tugas dan kami sudah menginmkan kepesertaannya karena
sebagai main leaders-nya di tetapkan adalah Kementerian Kesehatan sesuai dengan Undang-
Undang kami sudah mengirimkan nama-nama dan petugas kami untuk melakukan koordinasi dan
sinergi terhadap keinginan yang diperliharakan oleh TNI dan Kemhan.

Untuk diketahui bahwa dengan diskresi ini kami menanggung resiko dari hasil Pimpinan
Komisi | DPR RI juga sudah menyampaikan bahwa amanat Undang-Undang BPJS Nomor 24
Tahun 2011 itu pada Pasal 38 mengatakan bahwa direksi bertangungjawab secara tanggung
renteng terhadap penyelenggaraan DJSN dan ini sudah kami lakukan. Dan kami mohon ke
depannya tentu diskresi ini tidak bersifat permanen dengan sudah wakiu berjalan 1 tahun, 2 tahun
tentu tidak bisa sebagai hal yang permanen kami ingin payung hukum, karena bagaimana pun juga
kami adalah institusi yang patuh terhadap hukum yang memanyungi ataupun yang berlaku di
negara kita.

Untuk diketahui wakiu itu Bapak Hamzah Tanjung juga sudah menyampaikan bahwa akan
komit dan full untuk memberikan support terhadap apa-apa yang sudah kami lakukan. Kemudian
Komisi | DPR RI pada tanggal 14 Januari 2019 mendesak BPJS Kesehatan membayar tunggakan
klaim. Pada saat itu, perlu kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan tindakan kekhususan
juga dengan adanya selama ini ada sistem yang umum, yaitu penagihan ada first in dan first ouf,
karena bagaimana pun juga BPJS itu transparan dan akuntanble melakukan segala sesuaftu
upayanya. Sehingga bagi institusi fasilitas kesehatan baik itu FKTRL milik TNI ataupun Oiri
ataupun umu, Pemerintah Daerah, dan sebagainya dan swasta itu melakukan penagihan secara
fifo. Tetapi kami membuat satu diskresi dengan mengkhususkan khususnya pada TNI/Polri dengan
membayar maksimal tagihan ada yang sampai 3 bulan.

Untuk diketahui bahwa bukan menjadi rahasia umum, kami pun sudah melakukan Rapat
Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, maupun juga Bapak-bapak dan Ibu Pimpinan sudah
memahami tentang keuangan BPJS Kesehatan. Untuk diketahui dan saya ulang kembali sudah
bukan rahasia umum bahwa carry over defisit atau mismatch di 2018 itu 9 trliun belum ditutupi.
Kemudian sudah dilakukan audit oleh BPKP dan sudah dilaporkan secara terfulis oleh BPKP
bahwa kemungkinan di 2018 ini sudah carry over 9 friliun, kemudian di tahun 2018 ini sudah sampai
dengan pemeriksaan kemarin April 196 triliun. Kemudian diperkirakan sampai dengan 2019 28
triliun, di karenakan karena mismatch.

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kami menutupi segala sesuatu
dengan keadaan keuangan yang boleh dikatakan sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak
defisit. Kalau kami mengatakan miss match karena iuran yang diterapkan tidak sesuai dengan
perhitungan yang ada, baik di DJSN, maupun dari aktuaris dan sebagainya maupun dari
akademisi.

Untuk diketahui, kami berupaya agar tetap program ini berkesinambungan dengan
komitmen tapi tentu harus mengikuti regulasi yang ada. Kami bekerja sama dengan bank, yaitu
dengan namanya Supply Chain Financing, yaitu bank bekerja sama nanti membayar terhadap
Faskes atau rumah sakit dengan jaminan bahwa tagihannya itu ada. Karena berdasarkan amanat
Undang-Undang setiap keterlambatan pembayaran 1 bulan BPJS dikenakan sanksi 1%,
sedangkan SCF bank-bank yang melakukan kerja sama itu bunganya mungkin 9%-10% masih
dibawah 1% per bulan. Dan kami mempunyai kebijakan mempunyai resiko pada hal tersebut, tapi
kami melakukan agar program ini tentu bisa berkesinambungan dan berlangsung.
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Untuk tagihan pada fasilitas TNI/Polri mungkin bisa menggunakan hal tersebut, tetapi tentu
diperlukan boleh dikatakan berani tidak risk taker terhadap hal-hal yang dilakukan pada Pimpinan
yang ada di sini terhadap institusi fasilitas kesehatan yang ada. Apakah memberikan jaminan
bahwa bisa memberikan suatu SCF seperti institusi yang lainnya, institusi-institusi swasta, rumah
sakit swasta maupun rumah sakit yayasan maupun yang ada sehingga bagaimana pun juga
finansial itu bisa bergulir, karena bagaimana pun juga kami masih menunggu bantuan dari
Pemerintah sesuai dengan kewenagan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
disebutkan bahwa tugas, fungsi, kewenangan BPJS Kesehatan ada 4, ditambah 1 jadi 5
mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perfama adalah mengumpulkan kepesertaannya
fungsinya, kepesertaan seluruh Indonesia sifatnya wajib.

Yang kedua adalah revenue collecting, menarik iuran premi untuk kelangsungan program
ini. Yang ketiga ada strategic purchasing, memberikan layanan. Layanan yang bagaimana? yang
berkualitas dan bermutu, nanti saya sebutkan tentang kualitas dan bermutu sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh regulator dalam bidang kesehatan adalah Kementerian
Kesehatan. Yang keempat adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan juga peserta
dalam hal ini dan tambahan adalah mendapat bantuan dari Pemerintah, apakah itu sifatnya peserta
modal negara ataupun bantuan dan sebagainya.

Untuk diketahui bahwa tadi mengenai hutang BPJS yang belum dibayar terhadap layanan.
Ini kami sampaikan permasalahan seperti ini dan kami sudah melakukan diskresi.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati.

Untuk diketahui bahwa sampai saat ini total penerimaan, ini kami harus keterbukaan,
transparan dan accountable, total penerimaan iuran TNI/Polri dari 2014 sampai dengan 2019
adalah Rp4 45 triliun. Kemudian periu kami sampaikan total pembiayaan atau pembayaran pada
fasilitas Faskes TNI dan keluarga pada 2014 sampai 2019 untuk pelayanan primer atau FKTP TNI
adalah 12 triliun dan untuk rujukan atau FKTRL itu 11,85 tiliun fotalnya adalah 13 tiliun
pembiayaan untuk TNI dn Kemhan dalam ini. Dari iuran yang kami terima 4,45 triliun. Bisa
dibayangkan bahwa ini adalah suatu mismatch tentu iuran tidak sesuai dengan yang kami
bayarkan. Ini satu permasalahan. Jadi pembelanjaan yang kami berikan untuk TNVPalri ini....
F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan, boleh tanya tidak Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Saya ulangi lagi iuran 4 koma sekian triliun, FKTP itu arinya apa Pak, maksudnya apa
Pak?

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Jadi Faskes milik TNI/Polri, FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).
F-PAN (BUDI YOUYASTRI):
Terus yang 11 koma sekian triliun adalah rumah sakit. Pertanyaan saya yang perlu djjawab

Bapak berapa dari 14 triliun untuk pelayanan Anggota TNI dan mana yang bukan Anggota TNI. Itu
yang penting Pak, yang kami butuhkan itu.
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DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Baik, itu semua Pak untuk Anggota TNI dan Kemhan.
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):
Berarti ini tidak termasuk di dalamnya yang masyarakat umum.

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Tidak Pak, diluar.
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Coba dikonfirmasi dahulu datanya, betulkah dari 11,85 ini memang itu manfaat yang
diterima oleh TN atau klaim Rumah Sakit TNI yang termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan untuk
masyarakat umum.

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Klaim Rumah Sakit.
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):
Jadi klaim Rumah Sakit TNI?

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Nanti secara teknis akan dijelaskan pak dari Ibu Maya maupun Pak Budi. Silakan nanti.
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke karena ini yang mismacth tadi itu kan memang mestinya semacam BPJS Kesehatan
ini bukan kemudian kami bayar seribu kamu maksimal hanya boleh dapat seribu kan? Karena ini
tolong menolong kan, gotong royong kan? Sebagaimana ini juga gotong royong kan? Kan tidak
semua yang membayar harus sakit, sebagaimana ftidak kemudian yang bayar sekian hanya
maksimal dapat sekian, ini bukan jual beli.

Oke saya kira dilanjutkan dahulu pak.

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Kemudian tadi pak untuk total penerimaan iuran dan juga total pembiayaan belanja tadi
untuk peserta TNI dan keluarga. Kemudian mengenai tunggakan BPJS Kesehatan sampai dengan
Mei yang sudah disampaikan tadi sekitar 453 miliar dan kami memang dalam hal ini berupaya
untuk membayar pak, tetapi sistem yang kami lakukan itu FIFO. Jadi siapa yang melakukan klaim
secara online, jadi first in first out itu akan mendapatkan, tetapi kami memang sudah melakukan
upaya agar TN diberikan diskresi.

Nah untuk hal ini tentu kami juga melihat ada review tadi Rumah Sakit, kemudian kami di-
complaint tentang penyetopan kepada pelayanan. Karena bagaimanapun juga tugas dan
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kewenangan fungsi dari BPJS tadi. Saya sampaikan tadi ada 4; reschooling, revenue collecting,
static purchasing dan memberikan informasi.

Regulasi adalah kita patuh kepada regulasi, obey, comply terhadap regulasi yang ada.
Kemudian apapun yang kita lakukan ini harus sesuai dengan ketetapan regulasi yang ada.
Sehingga payung hukum, baik itu Undang-Undang kemudian Peraturan Pemerintah, kemudian
ditetapkan dalam Kepres dan juga ada Permenkes mungkin sebagai payung hukum yang kami
lakukan. Bila memang diperiukan suatu diskresi yang dalam hal ini tidak khusus lagi. Kami juga
sudah banyak membuat satu diskresi yang penuh resiko. Dalam hal ini direksi dalam hal ini, ini
dengan penuh resiko. Karena bagaimanapun juga kalau terjadi resiko itu kami akan mendapatkan
satu, boleh dikatakan punishment dalam hal ini. Baik aspek hukum, maupun aspek finansial.
Karena jelas di Pasal 38 itu jelas, direksi bertanggung jawab terhadap, tanggung renteng terhadap
pengelolaan program dana jaminan sosial. Dan ini jelas di Undang-Undang dan waktu itu kami
mendapat supporting dari Komisi | DPR RI. Bahwa kalau Pak Asril mengatakan, kita sama-sama
pak kalau nanti KPK atau nanti audit dari manapun kita sama-sama menghadapinya.

Nah ini kami tidak hanya komitmen secara lisan tetapi juga komitmen berupa regulasi yang
ada. Karena kami mengakui dalam keterbatasan yang ada walaupun memang berdasarkan
Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 mengbatakan bahwa, “belanja kesehatan APBN
itu adalah 5% yang dilakukan secara nasional”. Kemudian daerah 10% dari APBD. Dan kami tidak
tahu dalam hal ini terhadap peran yang ada dalam hal ini TNI Polr, kami tidak paham. Apakah
memang pembiayaannya terbatas tetapi bagaimanapun juga ini adalah suatu gambaran regulasi
yang harus kami akui.

Untuk ungkapan review Rumah Sakit, kami harus memberi ketetapan dan juga Undang-
Undang Rumah Sakit No.44 Tahun 2009 dan juga Permenkes yang mengatur tentang hal itu.
Walaupun memang ada mungkin suatu diskresi tetapi mbok tolong kalau bahasa Jawanya itu ada
tertulis sehingga kami bisa melakukan suatu diskresi dengan dasar payung hukum tersebut. Tetapi
kalau kami sekali lagi harus melanggar aturan tanpa payung hukum ataupun suatu alasan tertentu,
tentu akan mempunyai resiko pada diri kami.

Jadi kami mohon bantuan kepada bapak-bapak, khususnya Pimpinan Komisi | dan seluruh
anggota bisa men-support. Karena bagaimanapun juga kami komitmen pak terhadap
penyelenggaraan program jaminan sosial ini. Terutama yang diselenggarakan BPJS agar bisa
memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminatif, itu yang kami harapkan.

Untuk aturan regulasi dan sebagainya, kami tidak mempunyai kewenangan. Yang
berwenang dalam hal ini adalah baik ini inisiasi, inisiator, pemerkasa adalah kementerian terkait
dalam hal ini. Jadi kami tidak mempunyai kewenangan dan kami hanya menjalankan apa yang
kira-kira sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.

Kami melakukan diskresi kalau memang diperukan dan untuk kesinambungan dan
kepentingan secara umum dan secara khusus dengan support dari yang mempunyai kewenangan
dalam hal ini.

Kemudian saya setuju pak dan sepaham bahwa TNI Polri ini adalah sesuatu yang
spesialis. Sehingga diperlukan suatu Undang-Undang yang sifatnya lex spesialis dan tentu harus
ada regulasi yang sifatnya lex spesialis. Karena bagaimanapun secara hukum lex spesialis
derograt generalis. Kalau memang spesialis ini lebih, ini akan menganulir ataupun bisa menutupi
Undang-Undang yang diatasnya tetapi tentu payung hukumnya harus jelas.

Jadi kami mohon itu pak, nanti secara teknis tadi mengenai pembiayaan dan sebagainya
akan dijelaskan oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan.

Silakan |bu Maya.
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DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN (dr. MAYA A. RUSADY,
M.KES, AAK.):

Bismilah hirohman nirohim,
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati pimpinan rapat Komisi | DPR R,
Dan bapak ibu anggota dewan dari Komisi | DPR Rl
Serta bapak ibu sekalian.

Terima kasih bapak, kami melengkapi yang sudah dilaporkan oleh Direktur Hubungan
Antar lembaga kami. Terkait dengan biaya pelayanan yang tadi sempat ditanyakan. Betul kami
sudah menerima iuran dari TNI sekitar Rp4,4 triliun dan biaya pelayanan yang kita bayarkan
khusus untuk anggota TNI itu sekitar Rp11,8 trliun.

Nah yang Rp11,8 triliun ini pelayanannya ada yang tidak di Rumah Sakit TNI. Yang kami
bayarkan murni ke Rumah Sakit TNI untuk pelayanan anggota TNI sekitar Rp3,5 triliun selebihnya
pelayanan anggota TNI di luar Rumah Sakit TNI. Ini yang kami dapatkan dari data selama ini kami
bayarkan. Nah tentu untuk detailnya bisa kami laporkan tertulis kepada bapak terkait dengan data-
data ini.

Kemudian yang tadi disampaikan Dokter Ari, terkait dengan akreditasi Rumah Sakit. Kami
laporkan tadi, betul ada 33 Rumah Sakit. Namun sejak adanya diskresi dari Menteri Kesehatan
tentang Rumah Sakit yang belum akreditasi, maka sampai saat ini semua Rumah Sakit TNI sudah
kerjasama kecuali ada 2 Rumah Sakit yang sedang menunggu proses akreditasi. Satu menunggu
waktu dan satu lagi memang meminta menunda waktu akreditasinya, surveinya. Nah ini yang dua
saja yang sedang menunggu. Yang lainnya kami sudah kerjasama dan fidak ada pemutusan
kerjasama untuk Rumah Sakit TN, itu yang dapat kami laporkan.

Memang ada kondisi klaim yang tadi disampaikan, kami belum bisa membayar secara
tepat waktu seluruh klaim yang masuk. Tidak hanya Rumah Sakit TNI tetapi seluruh Rumah Sakit
yang masuk. Dan inipun sudah kami laporkan gagal bayar yang kita alami itu sekitar Rp7 triliun
sampai dengan bulan Juni. Ini kita sudah laporkan juga. Kalau dananya ada, tentu kita sudah
melakukan pembayaran secara tepat waktu. Dan dengan kondisi ini kami BPJS Kesehatan pun
dikenakan denda 1% dari setiap keterlambatan klaim tersebut. Ini menjadi resiko pelaksanaan
program ini tentunya.

Dan terkait dengan faskes primer yang tadi disampaikan untuk akreditasinya. Kami dari
BPJS Kesehatan mematuhi regulasi yang ada, bahwa sampai tahun 2021 seluruh faskes TNI
dianggap memenuhi syarat walaupun persyaratan secara apa yang diatur dalam Permenkes
belum dipenuhi. Masih ditunggu diberi kesempatan sampai dengan 2021. Sehingga kami tidak
memberlakukan proses akreditasi, penilaian akreditasi pada faskes FKTP milik TNI. Semuanya
tentu bisa kerjasama sebagai faskes yang melayani peserta JKN. Mungkin sementara itu yang
dapat kami tambahkan laporannya bapak pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Selanjutnya dari DJKN silakan.

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.):
Baik terima kasih bapak pimpinan.

Para anggota DPR yang terhormat.
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Kami sangat mendukung pak khususnya kesimpulan dari RDP yang mengatakan kalau
akan mendesak Kementerian Kesehatan sebagai leading sector bersama-sama dengan
Kementerian Pertahanan untuk beberapa PR dari bapak-bapak dari komisi sini. Dan beberapa
waktu yang lalu, kami sudah mengadakan rapat, 28 Mei. Jadi kami juga harus menyatakan terima
kasih karena Kementerian Pertahanan Rl menyarankan agar DJSN diundang dalam rapat
pembahasan ini jadi terima kasih.

Nah waktu itu memang kami mengadakan, oh ya sebelumnya saya ketuanya tetapi Dr
Zaenal Abidin anggota DJSN. Jadi ada beberapa nanti saya minta befiau untuk menjelaskan
karena beliau terlibat langsung kepada rapatnya. Cuman memang kita waktu itu menyadan ada
beberapa keunikan dari posisi TNI Polri yang mungkin kita harus lihat lebih jelas karena keunikan
khususnya penugasan dari negara.

Nah sebetulnya waktu itu kami juga khususnya ke Kementerian Kesehatan juga meminta
apakah ada semacam arahan khususnya untuk rujukan. Karena kami harus menyesuaikan dengan
Kemenkes sebagai regulator. Dan seperti teman-teman BPJS katakan mereka sebagai operator.
Nah dalam hal ini nanti Dr Zaenal Abidin akan lebih menjelaskan khususnya yang akan dibicarakan
lebih lanjut.

Silakan izin pak pimpinan,

ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (ZAENAL ABIDIN):
Terima kasih Pak Ketua DJSN dan pimpinan yang saya hormati.
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya sampaikan bahwa memang pada pertemuan yang dilaksanakan, pada tanggal 28
Mei 2019 itu, pak ketua menunjuk saya untuk mewakili memimpin rapat. Mungkin karena saya
dokter, untungnya pada rapat itu walaupun tentara ada Polisi semuanya dokter. Jadi saya enak
berkomunikasi sebagai sejawat. Saya hanya punya modal 1, pemah menjadi Ketua Umum
Pengurus Besar IDI. Jadi saya bisa mencairkan situasi. Dari BPJS juga diwakili oleh dokter, dari
Kementerian Kesehatan dokter dan dari KARS juga dokter. Ada 5 point memang yang jadi
pembahasan kita, karena itu disampaikan oleh Dokter Ari dan disepakati oleh semua dinas TNI
yang hadir, baik itu oleh Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Bahkan dari Polri
juga menyepakali apa yang disampaikan dari Dokter Ani sebagai Direkiur Kesehatan Kemhan.

Yang pertama adalah yang saya catat, diminta agar sefiap pembahasan tentang regulasi
atau kebijakan yang berakibat atau berimplikasi mengatur fasilitas kesehatan milik TNI maka
diharapkan selalu merujuk juga kepada atau menengok Undang-Undang TNI.

Dan yang kedua adalah melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI dalam merumuskan
kebijakan regulasi yang... akan mengikat TNI termasuk Polri. Ketika itu dua point ini saya merasa
mendapatkan kuliah kewiraan sewakiu masih sekolah. Saya mendapatkan, mengulangi kuliah
tentang sistem pertahanan negara waktu dulu masih sekolah walaupun hanya 2 SKS. Tetapi kami
berusaha untuk memahami apa yang diemban misi khusus, yang diemban oleh TNI yaitu misi
pertahanan negara. Kemudian minta juga kekhususan untuk kesehatan TNI, mengingat tadi misi
khusus yang diemban.

Berkaitan dengan yang dibahas hariini tentang rujukan berjenjang, memang ketika itu kita
membahas telapi ada hal yang disampaikan oleh ibu Wakil Kementerian Kesehatan yang mewakili
Kementerian Kesehatan menunggu arahan dari Menteri Kesehatan. Karena itu kami tidak terlalu
banyak membahas itu, yang kami banyak membahas adalah permintaan diskresi akreditasi
fasilitas kesehatan. Karena itu sebagai pimpinan rapat ketika itu kami minta kepada cars, kebetulan
karena sama-sama Dokier Bedah, Dokter Ari juga adalah Dokter bedah, kami minta dokter Jhoni
mohon dibantu untuk dipercepat. Hal-hal teknis yang tidak terlalu prinsipil tentu bisa disampingkan
dulu untuk kepentingan TNI. Setelah mendapatkan pemahaman dari teman-teman TNI yang hadir,
kami mengatakan bahwa mestinya persoalan faskes milik TNI ini tidak terekspos apalagi kalau
terekspos keluar, dunia tahu bahwa ada fasilitas TNI yang tidak ada dokternya atau misalnya
dokternya kurang, atau belum terakreditasi tentu itu tidak enak, tidak elok didengar.
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Nah saya sangat bersyukur mendengarkan paparan dari BPJS Kesehatan bahwa hampir
semuanya sudah kerja sama karena sudah terakreditasi. Jadi itu hal yang sangat menggembirakan
bagi kami arlinya akreditasi bagi kami ketika itu dalam diskusi adalah sama dengan mutu. Jadi
kalau misalnya fidak terakreditasi tentu kurang elok kedengarannya.

Hal lain yang dibahas ketika soal izin operasional rumah sakit, soal IMB. Ada rumah sakit
misalnya atau faskes milik TNI yang menyatu dan pangkalan TNI dan bangunan itu sudah ada
sebelum ada aturan tentang izin bangunan karena itu bangunan kuno. Apakah itu mau dibongkar
dipangkalan TNI itukan tidak mungkin. Karena itu rupanya memang soal izin pendirian bangunan
itu kalau tidak salah dan Kementerian Lingkungan.

Jadi menurut saya itu juga tidak terlalu dipersoalkan ketika itu, karena itu menurut saya
pangkalan itupun juga ikut-ikut dipersoalkan siapa yang berizin membangun pangkalan, kan kita
tidak ada yang bisa menjawab. Hal itu kemudian menurut saya bisa diselesaikan soal akreditasi
itu. Ada hal yang menarik misalnya pelatihan surveyor yang diminta oleh teman-teman dari TNI
bahwa dari TNI pun bisa dilatih berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu unsur permintaan
pribadi kalau TNI tidak bisa ada permintaan pribadi untuk dilatih menjadi surveyor, harus ada
perintah dari atasan atau institusi, nah itu bisa disepakati ketika itu sehingga mudah-mudahan
kedepan surveyor untuk cars itu lebih banyak dari TNI.

Berikut yang terakhir yang diminta oleh teman-teman TNI adalah ketika ada regulasi baru
maka dilakukan sosialisasi pada Kementerian Pertahanan dan Kepala Dinas TNI, baik itu Angkatan
Darat, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut. Kelima point ini kemudian rapat itu menyepakati
untuk menindaklanjuti, memang belum kami rapat lagi kembali kami untuk membahas itu, tapiada
point yang selesai menurut kami adalah soal akreditasi karena itu proses yang pada saat itu
langsung dipercepat.

Terima kasih.
KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.):
Maaf saya cuman menambahkan.

Pada dasarmya DJSN akan mendukung penuh pak pimpinan dari arahan dari RDP dan
kami bekerja sama melibatkan semua pihak karena memang waktu rapat pertama juga beberapa
akreditasi itu bisa coba dicarikan solusi memang karena bekerja sama dengan segala pihak.

Terima kasih pak pimpinan.
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih dan semuanya sudah menyampaikan paparan, sudah satu seperempat kita
mesti break dulu, teman-teman juga pada break duluan, Oleh karenanya sebelum pendalaman
nanti akan kita lakukan sefelah break, makan siang dan sholat bagi yang menjalankan. Kita akan
kembali pada pukul 13.45 WIB, setengah jam kita istirahat ya? 13.45 WIB kita kembali lagi untuk
melanjutkan pendalaman di Komisi | hari ini banyak yang tidak hadir salah satunya karena ketua
Komisi Il sedang sidang promosi dokter, jadi tadi saya dari sana, tapi terus saya tinggalkan dan
teman-teman sebagian masih disana. Karena beliau dulu juga anggota yang cukup lama di Komisi
|, Pak Zainuddin Amali. Nanti mudah-mudahan bisa segera dapat berkabung setelah break. Saya
kira demikian kita skors untuk makan siang.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.15)
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KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):
Bapak ibu sekalian.

Kita lanjutkan rapat tetapi separuh Komisi | sedang menerima tamu dari Amerika di ruang
sebelah jadi kita terbelah-belah. Oleh karenanya lanjut kita kepada pendalaman. Kita mulai dari
Pak Elnino.

Silakan Pak Elnino.

(SKORS DICABUT PUKUL 14.12)
F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.SL):
Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak dan Ibu-lbu para pemangku kepentingan yang sempat hadir yang saya
hormati,

Dari saya sebenamya sederhana saja ini pak ibu. Kita ini sudah dari 2 fahun yang lalu
membahas hal ini sudah 6 kali rapat membahas hal yang sama dan sepertinya kita melihat bahwa
belum ada will yang cukup dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini pak. Kita memiliki
tentara kita memiliki polisi yang bisa di bilang sebagai backbone dari negara ini. Ini tulang
belakangnya, tidak ada mereka ini kita mereka salah sedikit saja seluruh tubuh sakit.

Ya kalau tentara kita begini sudah MEF-Nya kurang manusianya pun sakit susah. Kita ini
diketawain negara lain pak, saya dengan melihat keadaan ini 2 tahun terakhir ini, tadi saya berpikir
oh pantas saja Singapura yang mempunyai penduduk cuma segitu ketawa-ketawa kalau
ngomongin Indonesia itu. Ini masalah menurut saya ini penting. Ada Menteri Kesehatan Pak Ketua,
dalam 2 tahun ini sudah banyak yang dia bikin kebjakan maupun dia mempunyai Permen atau
apalah namanya. Masalah ini tidak dibikin peraturannya kan sudah diketahui oleh Menteri
Kesehatan, sudah diketahui juga oleh BPJS. Banyak kendala memang saya memahami ibu bapak
luar biasa bekerjanya banyak kendalanya tetapi ini sudah 2 tahun pak.

Kita ini bukan membahas satu dua orang yang terkriminalisasi begitu yang heboh
kemudian diurus oleh semua orang, ada safu orang Baig Nuril itu sangat penting untuk negara ini,
kita mesti bahas oleh seluruh anak bangsa ini. Tetapi tentara ratusan ribu tentara ini pak dan kita
tidak membahas seperti bangsa ini membahas satu dua orang yang berkasus atau terkena kasus
atau terkena kriminalisasi. Tentara pak bagaimana kita mau menjaga negara kita pak. Sedihlah
pak kalau anak-anak saya cucu atau anak bapak menghadapi negara-negara yang akan masuk
kesini. Entah apa mofifnya entah dengan cara apa sementara tentara kita yang sakit tidak terurus.
Kita ini sudah mau habis periode 30 September kita sudah selesai kalau Presiden tanggal 19
Oktober sudah selesai, 20 Oktober adalah pasangan Presiden dan Wapres yang baru. Menteri-
Menterinya juga belum tahu apakah masih bertahan atau tidak. Mbo ya inilah kita masih
mempunyai waktu berapa bulan ini Juli, Agustus, September dua bulanlah pak.  Keluarkan
aturan itu entah di Kementenian Kesehatan, entah di BPJS, entah dimana begitu. Kalau tidak maka
kami akan berkesimpulan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini tidak ada perhatian pemerintah
terhadap tentara kita. Enam kali rapat dua tahun terakhir tidak ada apa-apa, tentaranya menjerit
bagaimana rakyat.

Pak Ketua kita baper jadinya pak karena ini, Umur saya 40 mudah-mudahan panjang umur
saya ingin melihat bangsa ini mempunyai tentara yang kuat fentara yang sigap untuk saya
mempunyai anak-anak kedepan. Terima kasih Pak Ketua ini nanti di kesimpulan tolong di kalau
ada kesimpulan cuma menghimbau mendesak, ini sudah rapat keenam pak. Kalau memang boleh
ada kata memaksa taruh kata itu memaksa begitu, kalau boleh. Kira-kira itu saran saya Pak Ketua
untuk konkritnya rapat ini.

Terima kasih.
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hal yang disampaikan oleh tentara Puskes TNI Mabes TNI selama enam kali rapat ini mudah-
mudahan sudah bisa dimengerti dan kita berharap segera ada keputusan yang jelas.
Kelihaatannya kita sudah tidak tertarik untuk rapat lagi kalau hanya disajikan dengan ‘maaf kali
belum selesai maaf kami belum selesai” karena sudah enam kali rapat.

Kemudian yang kedua mismatch tadi memang ini jaminan sosial, jangan berharap bahwa
kalau anda membayar seribu anda terima seribu maksimal bukan itu. Harapannya kan ada
pembinaan sehingga kalau anda menyetor seribu kalau bisa tidak ada mengambil sama sekali kan
begitu, harapannya kan begitu pak. Seratur dua ratus bolahlah tetapi kalau kemudian faktanya
harus terima manfaat lebih dari seribu ya inilah resiko jaminan sosial. Mungkin nanti perlu
dipetakan dimitigasi sebenamya.Sebenamya yang menyebabkan mismatch kenapa kemudian jadi
dananya kurang itu apa si sesungguhnya kefika semua prosedur sudah dilalui, oke itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga saya mohon kalau misalnya ada teman-teman wartawan tolong
jangan terlalu di ekspose bahwa tentara kita sakit-sakilan dan tidek ada obatnya, yang di
perbatasan karena sakit tidak ada obatnya jangan sampai. Tidak ada jaminan kesehatan buat
tentara Indonesia, jangan. Kita harus menjaga karena tentara kita yang menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kita prihatin dan kita rapat terbuka, ya sebagai bentuk transparasi
Komisi | kepada masyarakat tetapi tolong ketika menuliskan berita harap menjaga efik bahwa
tentara kita harus juga dijaga jangan sampai kemudian disampaikan keluar seperti tadi
disampaikan oleh Pak Elnino. Jangan sampai kebaca tentara kita ternyata kalau sakit tidak ada
jaminan obatnya. Terus kalau mau berobat mesti kesulitan, pusat kesehatannya atau rumah sakit
yang diterpencilnya tidak diakui, tidak terstandar, tidak terakreditasi dan lain sebagainya.

Tolong mungkin bahasa-bahasa seperti ini juga mohon pengertiannya. Kita terbuka
kepada anda semuanya tetapi mungkin harus dibatasi ketika meng-ekspose ke publik ya saya
berharap sekali. Ini biar diketahui oleh para mungkin wartawan tetapi ketika meng-ekspose ke
publik tolong jaga berkaitan dengan tentara ini.

Kemudian yang keempat bapak ibu sekalian kita menginginkan kedepan dengan jaminan
sosial nasional ini dalam hal ini kesehatan. Harapannya kan masyarakat sehat semuanya termasuk
fentaranya sehat semuanya sehingga tidak menggantungkan kepada pengobatan kan begitu
harapannya. Kalau tadi kita dengarkan bahwa karena hanya ada 50 orang ditempat perbatasan
maka kemudian kesulitan berkaitan dengan pengakuan atau apalah namanya tadi. Nah pertama
kali saya akan meminta untuk Klarifikasi mismatch dulu kita berangkat dari mismafch dulu. Kalau
soal aturannya terobosan payung hukum kenyataannya sudah dilaporkan belum ada belum ada
progress. Nanti tolong sampaikan kepada Menteri Kesehatan nanti sesuai dengan kesimpulan
rapat. Kita bahas dari yang pertama mis match dulu.

Saya tadi sudah mendengarkan bahwa sesungguhnya tentara dalam hal ini Kemhan
sudah memberikan partisipasi atau iuran yang diterima BPJS dari Kementerian Pertahanan adalah
4.5 sekitar itulah. Sementara manfaat yang sudah diberikan oleh BPJS sebesar Rp11.8 trliun. Ini
makanya BPJS mengatakan ada mismatch anda taruhlah ngiur sekian memberikan iuran sekian
tetapi anda sudah mengambil manfaat sekian banyak tadi sudah dijawab tidak sebesar itu. Coba
statement yang sangat tegas disampaikan oleh BPJS saya ingin mendengarkan dari Kemhan
berapa si sesungguhnya data menurut anda.

Silakan.

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)

Mohon izin.

Kalau data yang berapa realnya jujur kami tidak mempunyai karena Rumah Sakit- Rumah
Sakit itu semua online di pegang data di BPJS tetapi tadi kami tanya berapa karena kami tidak
merasa sampai Rp11,8 triliun temyata yang di faskes TNI tadi hanya 4,5.

Nah kalau yang di luar Rumah Sakit TNI saya tidak tahu bagaimana bisa datanya karena
kami tidak pernah mendapat tembusan berapa yang berobat di luar faskes TNI. Makanya kami
tanyakan, mohon kami juga diberi data kami tidak punya karena data semua kan waktu data yang
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awal dulu ada MoU antara Kemhan TNI dengan BPJS, kami meminta ada dua pilihan yang waktu
itu kami tawarkan pertama kami menempatkan perwira TNI di pemegang data BPJS. Karena ini
menyangkut kerahasiaan negara data kesehatan penempatan segala macam semua atau orang
BPJS kami litsus di BAIS segala macam semua. Nah tetapi karena PMK kelanjutannya semua
macet akibat payung hukum tidak ada semua itu belum berjalan. Jadi yang tahun 2018 yang
pernah kita sampaikan ada rencana PMK kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang
lebih detail semua macet waktu rujukan online gagal dan pembayaran semua gagal jadi semua
tidak pernah berjalan lagi.

Nah sehingga kami pun tidak tahu data yang real itu berapa cuma kami tadi merasa
Rumah Sakit TNI tidak menerima terkait dikatakan bahwa yang TNI-Nya hanya Rp4,5 triliun.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

4.5 kan yang iuran yang diberikan, terus pengunaan yang melalui faskes TNI berapa? Di
rumah sakit saja 4,5, 4,5 juga.

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Pimpinan.
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):
lya,

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Jadi perlu saya jelaskan disini total penerimaan iuran TNI Polri artinya premi atau iuran
yang dibayarkan TNI Polri dan beserta keluarganya itu Rp4,45 triliun tahun 2014 sampai dengan
tahun 2019. Total biaya pelayanan kesehatan TNI diluar dari Polri, TNI saja dan keluarga tahun
2014 sampai tahun 2019 untuk pelayanan primer atau untuk untuk fasilitas kesehatan tingkat
pertama atau poliklinik dalam hal ini itu Rp1,2 trifiun.

Kemudian untuk pelayanan rujukan artinya Rumah Rakit adalah Rp11,8 triliun. Total yang
harus dibayarkan adalah Rp13 frliliun yang sudah dibayarkan adalah Rp13 friliun. Nah untuk
penguraiannya adalah biaya di rumah sakit untuk rumah sakit TNI sendiri itu Rp4,5 triliun dan
rumah sakit yang bukan TNI yang dimanfaatkan oleh TNI dan keluarganya adalah Rp7,3 friliun.
Jumlahnya adalah Rp11,8 triliun yang dibayarkan untuk peserfa TNI dan keluarganya. Untuk
Rumah Rakit saja belum itu tadi fasilitas kesehatan tingkat pertama istilahnya ada Poliklinik,
Puskesmas dan sebagainya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):
Sebentar 1,2 yang ada di faskes ya?

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Primer, artinya faskes primer adalah Puskesmas, klinik, TNI.
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):
1,2 kemudian yang diluar itu 11,8, 11,8 itu rinciannya yang melalui rumah sakit TNI 4,5,

yang diluar rumah sakit TNI 7,3. Oke ini terus terang karena saya tidak terlalu tahu mungkin juga
teman-teman Komisi | tidak tahu yang diluar rumah sakit TNI itu contohnya seperti apa?
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DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Jadi confohnya rumah sakit yang tidak ada fasilitasnya ke rumah sakit umum daerah
umpamanya di wilayah daerah tertentu yang tidak ada faskes TNI atau pun tidak bisa menangani
terhadap penyakitnya yang di derita dirujuk contohnya seperti itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke dengan demikian berarti jauh lebih banyak yang ada di luar Rumah Sakit TNI. Nah ini
Kapus dari pusat kesehatan TNI dan Kemhan informasinya seperti ini jadi sesungguhnya manfaat
yang sudah digunakan itu jauh lebih banyak tetapi ini juga tidak menghilangkan kewajiban bahwa
memang harus dibayarkan kepada Rumah Sakit-Rumah sakit tunggakan tadi. Jadi fidak ada
urusannya bahwa karena sudah banyak maka saya fidak wajib membayar bukan itu. Kita mau
mifigasi, sebenarnya mau cek, mau trace sebenarnya kemana sih sebenamya bahwa temyata
manfaat yang di dapatkan oleh Kemhan di jalur Kemhan ini TNI non Polri itu sudah total Rp13
triliun dari 4,5 iuran atau premi yang sudah dibayarkan.

Nah ada tanggapan?

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)

Boleh saya tanya tidak Rp4,45 friliun itu apa sudah termasuk subsidi pemerintah atau
hanya gaji saja?

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDL SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Ini adalah yang dibayarkan untuk klaim yang dilakukan oleh Rumah Sakit TNI jadi diluar
dari itu kita memberikan kepada rumah sakit. Untuk urusan SDM obat itu adalah kewenangan
rumah sakit untuk me-manage-nya.

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)

Pembayaran iuran itu kan yang dipotong oleh Kementerian Keuangan dari gaji TNI. Kan
aturannya kan 2% tetapi kan menurut aturan yang baru BPJS itu ada di subsidi prajurit 3%. Apakah
ini 5% apa 2% yang 4,4 itu?

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Semua itu 5%. Jadi semua dikumpulkan yang dibayarkan baikitu dikoleksi 2% dari peserta
pribadi Anggota TNI dan juga dibayarkan pemerintah 3%. Jadi yang kita terima darni 5% dikalikan
jumlah total seluruh TNI dan keluarganya ini ada Rp4,45 triliun hampir Rp4,5 triliun Rp4,45 triliun.

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)

Mungkin Bapak Ketua kami tidak bisa membantah kalau yang diluar Rumah Sakit TNI
karena data tidak pernah kami peroleh dan kami tidak tahu, befulkah data yang dilaporkan oleh
Rumah Sakit TNI itu Anggota TNI kami tidak mempunyai datanya sehingga kami fidak bisa
menyanggah apapun. Tetapi kalau melihat bahwa memang yang diterima di Rumah Sakit TNI
hanya Rp4,5 triliun memang kurang lebih seperti saat itu segala macam semua.
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KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke berarti kalau kita melihat angka-angka itu adalah angka-angka yang ya nanti kalau
dari TN merasa tidak tahu dan ini silakan saja dicek nanti. Tentunya sistem di BPJS dugaan saya
pasti ketika itu adalah dari Anggota TNI kan nomomya sendiri kan sudah terverifikasi pastilah
arlinya sepanjang sistemnya itu memang benar ya ngapain juga merubah-merubah nomor atau ini
hanya untuk tidak mungkinlah saya kira tidak mungkin sekarang sudah tidak mungkin itu.

Oke dengan demikian saya kira jelas bahwa manfaat yang diterima oleh jajaran Kemhan
baik melalui Rumah Sakit TNI maupun non Rumah Sakit TNI itu jauh lebih besar daripada iuran
atau premi yang dibayarkan. Namun dalam hal ini permasalahan selama ini, itu faktor uang adalah
merupakan salah satu faktor disamping faktor-faktor yang lain. Kefika kami rapat dengan
Kementerian Pertahanan memang salah satu kerahasiaan dan sebaran dari kekuatan TNI ini
memang harus dijaga. Dia tidak bisa menjadi data PUK sama sekali tidak bisa. Bagaimana
mungkin kekuatan tentara kita tiba-fiba ter-ekspose melalui hanya karena urusan jaminan
kesehatan, kasihan sekali itu nanti ada BAIS dan lain sebagainya itu. BAIS sudah bagaimana
melakukan langkah-angkah pengamanan yang surveillance dan lain sebagainya tiba-tiba semua
data terpapar dengan gamblang mudah sekali di petakan.

Oh kekuatan di Jakarta temyata cuma sekian kalau kekuatan di Jakarta cuma sekian bisa
ditembus dari Priok misalnya karena Prick sedikit udaranya panas tentaranya fidak pada mau
ditempat gerah misalnya. Kan kasihan sekali oleh karenanya ketika kami rapat dengan Menteri
Pertahanan kami menekankan betul, jaminan kesehatan silakan mengikuti BPJS tetapi harus ada
pengecualian jangan sampai dipetakan dengan mudah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab lalu oleh pihak-pihak yang fidak terotorisasi dengan baik. Saya sepakat kalau mau orang
BPJS boleh tetapi harus di Litsus. Terus kemudian datanya juga tidak boleh di-publish karena ini
menyangkut kekuatan pertahan kita. Oke saya kira itu beberapa tambahan dari saya dan kalau
masih ada yang mau ditambahkan silakan dari ibu.

Silakan dari ibu, silakan ibu.
STAF AHLI MENTERI:
Terima kasih Pak Ketua saya mohon izin.

Sekedar ini memberikan informasi kepada tadi bahwa anggaran untuk Rumah Sakit.
Selama ini adalah ada anggaran kesehatan itu 5% dari seluruh APBN. Nah itu dibagi Kemkes, BP-
POM, BKKBN termasuk Kemhan untuk kesehatan. Nah sebetulnya harusnya Kemhan itu sudah
mempunyai porsi tersendiri dari 5% APBN itu. Bahkan untuk Kementerian Kesehatan sendiri
sekarang itu terpotong PBI pak. Kami harus membayar PBI ke BPJS yang pasien-pasien PBI. Itu
bukan di bebankan ke Kemensos tetapi ke Kementerian Kesehatan. Nah kemudian pada Pemda
itu meskipun seperti tadi yang dikatakan adalah khusus pas perbatasan, Rumah Sakit perbatasan
itu kan milik Pemda itu melalui dana alokasi khusus. Nah dana alokasi khusus ini langsung
Kementerian Keuangan. Nah sebetulnya dari Kemhan sendiri juga mendapat dana alokasi khusus
dari Kementerian Keuangan. Mungkin itu sekedar tambahan informasi.

Kemudian dar data kami pun untuk realisasi data pelayanan untuk TNI, PNS,
Purnawirawan dan keluarga itu dengan sistem rujukan yang saat ini adalah kurang lebih 63,9%.
Padahal masih memakai yang sistem rujukan sekarang ini yang kita masih ada dari FKTP dan
sebagainya, tetapi tahun-tahun terakhir bulan tahun kemarin ada diskraisi dari BPJS. Nah tentunya
akan menjadi lebih besar lagi jumlah kasus rawat untuk teman-teman Anggota TNI. Mungkin kami
akan break down ulang dengan teman-teman BPJS bahwa ini Anggota TNI-Nya, apakah
keluarganya begitu kan. Kan ini beda ya mungkin ya. Nah hal-hal yang demikian yang periu
sebetulnya bukan apa-apa pak. Kita kemarin kan sudah rapat antar Menteri ya kami kebetulan
diminta juga untuk mendampingi bahwa kita kan semua diminta sekarang efisiensi karena dengan
kondisi teman-teman BPJS. Sehingga apapun kebijakan itu harus diupayakan tetapi dengan tidak
mengurangi manfaat yang diperoleh oleh masyarakat termasuk TNI, Polri jadi apapun diupayakan
sistem ini supaya sustainable, itu saja sih sebetulnya demikian.
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Terima kasih.
KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Tentang sustainable-nya saya sepakat tetapi memisahkan antara anggota TNI atau
keluarganya saya tidak sepakat, karena ini one package safu paket bu. Kalau Pak TNI-Nya
ditugaskan terus kemudian keluarganya sakit dan tidak jelas penyelesaian sakitnya bagaimana dia
mengemban tugas. Patroli Angkatan Laut itu berapa bulan itu pak enam sampai setahun.

STAF AHLI MENTERI:
Mohon maaf pak.

Bukan kami memisahkan tetapi hanya kita ingin melihat data bahwa sebetulnya biaya
sekian ini kan ini global TNI dan keluarganya begitu kan. Kami ingin tahu sebetulnya yang banyak
itu keluarganya atau TNI-Nya itu. Kami bukan untuk ini untuk memisahkan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

lya kan kalau kita melihatnya satu kesatuan, ya kalau sekedar mau melihat angkanya
silakan saja ibu melihat saja tetapi kalau disampaikan di dalam rapat ini menjadi serius. Jangan
salah ini menjadi serius kalau mau melihat, oh kalau kebanyakan anggotanya berarti nanti tidak
usah terlalu serius dengan anggota keluarganya TNI-Nya saja, kan begitu kesimpulan kita bisa
mengarah kesitu.

Jadi kalau ibu mau melihat lihat saja sendiri fidak usah disampaikan dalam rapat ini. Kalau
disampaikan dalam rapat ini implikasinya panjang karena seolah-olah “oh ini penyebabnya
anggota keluarga yang banyak menikmati ini TNI-Nya si sedikit sehat-sehat semuanya” misalnya.
Jangan sampai keluar itu bu ya nanti, jangan sampai keluar seperti itu nanfi ibu jadi masalah
dihadapan TNI dan dihadapan kami karena kami melihat satu. Coba bayangkan kefika ada
penugasan malam jam 1 berangkat, ya berangkat. Yang lagi enak-enaknya tidur bersama dengan
keluarganya ya istri dan anaknya berangkat ya berangkat kalau yang lain kan tidak harus demikian.
Kalau yang ini membantah masalah jadi kami tidak ingin memisahkan ini.

Oke apa ada tambahan lagi?

Silakan pak.

DIVISI DUKKES YANKES AU:

Terima kasih.

Saya dari Kasub Dis Yankes Diskes AU.

Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPJS tentang diskraisi
sistem rujukan yang sudah mungkin sampai saat ini meskipun payung hukumnya belum ada tetapi
sudah jalan jadi sistem rujukan yang ada sekarang ini kita sudah difasilitasi.

Yang kedua kami akan menanyakan kepada BPJS karena selama ini jumlah klaim yang
kita ajukan ke BPJS itu, dari masing-masing rumah sakit itu tidak membedakan oh sekian miliar itu
untuk layanan kesehatan Anggota TNI, sekian miliar untuk masyarakat umum.

Jadi setiap bulan rumah sakit mengajukan klaim itu adalah memang pelayanan yang
dilaksanakan di jajaran Rumah Sakit TNI tanpa membedakan itu anggota keluarga atau pun
masyarakat umum. Jadi mungkin kalau dari BPJS ada data ya terima kasih selama ini. Kemudian
makanya ini kaitannya dengan pernyataan dari pertanyaan ibu tadi ingin fahu yang TNI berapa,
keluarga berapa, itu memang kita tidak bisa. Bahkan antara TNI keluarga purnawirawan dan

25

75



masyarakat umum sendiri kita tidak membeda-bedakan. Jadi hanya klaim yang sebesar-besarnya
itu ya kita ajukan ke BPJS tanpa kita membeda-bedakan itu sipil, TNI, anggota atau keluarganya.
Yang ketiga ini bapak, kami di jajaran TNI AU itu punya Rumah Sakit intregasi di Rane
Natuna. Diakhir tahun oleh panglima TNI Rumah Sakititu diresmikan dan kami melayani beberapa
satuan yang ada di satuan TNI yang ada di situ. Tetapi sampai saat ini, kami tidak bisa
bekerjasama dengan BPJS dengan alasan Rumah Sakit kita tidak terakreditasi. Padahal di Natuna
itu ada beberapa satuan terintregasi, ada Angkatan Darat, ada Angkatan Laut kemudian TNI AU
sendiri. Nah kami sudah pemah melayangkan surat kepada Direktur Utama BPJS untuk
bagaimana kita bisa bekerjasama dengan BPJS. Saya bilang sudahlah kita bisa melayani hanya
untuk TNI saja karena biar apa? Biar semua anggota TNI yang ada di Natuna itu terakomodir
pelayanan di Rumah Sakit intregasi. Jadi memang persyaratan intregasi itu memang menjadi
persyaratan amanah Undang-Undang unfuk bisa bekerjasama dengan BPJS, tetapi mohon ini
salah satu bentuk-bentuk kekhususan yang bisa diberikan oleh kementerian maupun BPJS kepada
TNI untuk kita bisa bekerjasama dengan BPJS.
Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke tadi kan sudah ada beberapa pertanyaan, mau dikumpulkan dahulu atau mau dijawab
dahulu? Ibu mau tanya dahulu tidak? Jawab dahulu, oke. Tadi ada pertanyaan dari Pak Elnino
kemudian ada dari Pak Niko dan tambahan dan saya. Silakan jawab yang lebih singkat saja, nanti
akan kita lanjutkan dengan diskusi selanjutnya.

Silakan.

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDL. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Terima kasih pimpinan.

Untuk pertanyaan ftadi, sebenarnya bukan pertanyaan adalah suatu harapan dan
statement bahwa TNI sebagai backbone tulang punggung negara dan juga sebagai court dari
ketahanan negara, ini perlu diperhatikan dan perlu suatu atensi khusus. Dan kami paham dan
sefuju tentang hal tersebut.

Yang kedua dari Pak Niko, tentang masalah rujukan, masalah rujukan yang waktu itu
sudah disampaikan bahwa kami membuat suatu diskresi. Waktu itu menjadi permasalahan
memang rujukan. Permasalahan mulai dari tanggal 26 Oktober 2018, kami langsung
menindaklanjuti pada tanggal 22 Oktober yaitu tentang rujukan online. Rujukan online ini adalah
rujukan agar tenfu dapat mewujudkan pelayanan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa
diskriminatif. Selama ini secara manual, itu dari data yang ada terjadi inefesiensi. Baik itu dalam
sistem rujukan, wasting time menunggu orang harus ke Puskesmas menunggu rujukan kalau
ketemu dokternya. Kemudian harus menunggu sekian jam baru dapat, kemudian ke Rumah Sakit
lain, Rumah Sakit lain tidak dapat melayani sehingga kita membuat satu rujukan online. Yang
dalam hal ini untuk mendapatkan kepastian akses jaminan pelayanan kesehatan kepada peserta
JKM KIS termasuk TNI Polri.

Jadi hal-hal ini memang dari data yang ada memang sangat efesien dan signifikan sekali
dan kami sudah membuat suatu kebijakan, dalam hal ini diskresi untuk Rumah Sakit TNI Polri dan
anggota TNI Polri, nah ini sudah dibuat. Hanya diskresi tentu tidak bisa sifainya permanen karena
harus dilindungi dengan Undang-Undang atau payung hukum agar kami terlindungi dari masalah
hukum di kemudian hari. Kami tidak mau kalau nanti kami sudah pensiun itu dipanggil membuat
suatu kebijakan yang menyalahi aturan.

Tiga hal yang berhubungan dengan masalah hukum:
1. Melanggar aturan ketentuan

2. Merugikan negara

3. Memperkaya diri sendiri, golongan atau orang lain
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Dan kami sudah memahami akan hal itu dan dari Pimpinan Komisi | DPR RI men-support
dalam hal ini dan tentu tidak bisa sifatnya permanen. Jadi kami ingin adalah payung hukum dibuat
suatu kebijakan nanti, apakah itu berupa Undang-Undang untuk diskresi ataupun hal-hal pengatur
masalah TN| dan keluarga. Kedua ataukah sudah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah dalam
hal ini atau Peraturan Presiden. Nah dalam Perpres No.82 Tahun 2018 itu tidak termasuk mengatur
tentang TNI Polri sehingga ada komplain dari pihak TNI Poli seolah-olah nah ini di luar
kewenangan kami. Karena inisiator atau pemerkasa adalah kementerian terkait yang bertanggung
jawab terhadap kesehatan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang membuat untuk
menginisiasi dan mengajukan kepada Presiden untuk Perpres tersebut, kami idak mempunyai
kemampuan. Di [uar dari kewenangan dan kemampuan kami.

Kemudian untuk masalah tadi, disampaikan mismatch tadi sudah tentang TNI Polri. Dari
Kemhan juga, maaf Koreg bukan Polri. Kemhan dan TNI dari 4,45 triliun yang kami terima itu kami
keluarkan 16 koma sekian triliun. Maaf saya tadi, 11,8 itu Rumah Sakit tetapi untuk primemya 1,2
jadi 13 triliun dari total yang harus kami bayarkan untuk Kemhan dan TNI. Jadi 1,2 trliun untuk
pasar primer. Primer itu Puskesmas, praktek perorangan atau klinik. Rujukan 11,8 triliun, jadi 13
triliun yang kami bayarkan.

Kemudian 13 triliun, nah tadi yang kami bayarkan kepada Rumah Sakit TNI Polri, 4,5
triliun. Rumah Sakit Non TNI Polni 7,3 friliun. Jadi untuk Rumah Sakit saja 11,8 triliun. Jadi sudah
jelas. Kemudian untuk ingin program JKN ini berkualitas, kami mempunyai suatu indikator.
Tujuannya adalah agar peserta JKNKIS, baik itu TNI kemudian Kemenhan maupun Polri dan juga
masyarakat umum dapat mendapatkan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminatif, itu
tujuan kami. Dan kami mengikuti aturan, ada indikator-indikator dan regulasi yang mengatur
tentang pelayanan berkualitas. Untuk pelayanan berkualitas, Kementerian Kesehatan mempunyai
aturan regulasi bahwa untuk indikator Rumah Sakit yang berkualitas adalah dengan akreditasi
yang dikeluarkan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit).

Kemudian demikian juga untuk Puskesmas atasu fasilitas pelayanan primer. tu ada dari
Adinkes, kemudian dari Dinas Kesehatan juga mengatur sehingga ada indikatomya. Nah kami
tidak bisa memberikan diskresi, sekali lagi setiap ada yang sifatnya spesifik kami tidak ingin nanti
di kemudian har menuai masalah. Yang kami inginkan adalah dibuat regulasi yang memang bisa
melindungi dan bersifat aman bagi kami dalam melakukan tugas dan fungsi kewenangan yang
diberikan kepada kami. Jadiitu perlu kami sampaikan, kami tidak berkomentar terhadap siapa yang
bertanggung jawab dalam hal pengaturan regulasi.

Kemudian dalam hal pembiayaan, kenapa terjadi miss match. Dari Undang-Undang yang
ada di Undang-Undang SJSSN No.40 Tahun 2004, itu yang mengatur menentukan pembiayaan
adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kebetulan ada ketua dan anggotanya di sini yang difinjau
sefiap 2 tahun sekali menurut Undang-Undang. Jadi kami tidak berkomentar tentang hal tersebut
walaupun memang dari perhitungan yang ada, data yang ada bahwa iuran yang semestinya untuk
kelas 3 itu 48,000 itu saat ini dari 19 naik ke 23.000. Kemudian yang kelas 3 umum seharusnya
juga 54.000 tetapi masih 25.000. Kemudian itu ada perhitungan-perhitungan berdasarkan aktuaris
dan juga hasil akademisi dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan. Nah itu secara tertulis,
mungkin secara teknis itu ada tentang konversi perkiraan yang seharusnya biaya itu iuran yang
ideal.

Nah ini kami tidak menanggapi dalam hal ini. Karena bukan kewenangan kami untuk
menemukan iuran besamya ada DJSN dalam hal ini. Nah ini bisa mungkin tambahan dari Ketua
DJSN dan anggota. Kami tidak mempunyai kewenangan, kami hanya menyampaikan mana tugas
dan fungsi kami serta kewenangan yang ada pada kami.

Terima kasih.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Silakan kalau mau menambahkan dari DJSN.
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KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.):

Baik mengenai iuran PBI memang DJSN diberikan tugas untuk mengusulkan kepada
pemerintah dan kita sedang mengodok bapak ibu anggota yang terhormat, tetapi saya terus terang
tidak akan membahasnya di sini. Karena saya kira berdiskusi dengan bapak ibu yang terhormat
mungkin lebih fokus untuk membuat seperti yang ditugaskan di RDP yang lalu, sesegera mungkin
membentuk dan mengaktifkan gugus tugas sebagai tahapan pembentukan payung hukum
tersebut. Walaupun sekurang-kurangnya Maret memang kita telat.

Seperti yang saya katakan tadi DJSN terima kasih sudah diundang. Karena memang ini
pertama kali kita berpartisipasi di rapat ini. Cuma tadi dan juga terima kasih saya harus melaporkan
tadi waktu makan siang, kita dikasih makanan yang enak benar sampai lobinya jalan. Jadi tadi
saya harus melaporkan ke bapak ibu anggota terhormat, kita setuju untuk merevitalisasi lagi. Dan
terkait membuat peraturan perundang-undangan. Namun juga kita harus akan membedakan mana
yang secara operasional bisa atau memerlukan tahapan formulasi Undang-Undang yang lebih
tinggi. Seperti bapak ibu anggota terhomat yang saya hormati, kalau semakin tinggi misainya
Undang-Undang prosesnya agak lama.

Jadi kami tadi sudah setuju untuk melihat lagi, termasuk juga saya diingatkan Kemkes
sedang men-desain namanya SISRUTE (Sistem Rujukan Terpadu), itu akan memperkaya rujukan
online-nya BPJS. Kami DJSN juga setuju akan menyatukan kedua ini. Cuman semangatnya itu
bapak ibu anggota yang ferhormat, kita akan menyelesaikan ini secara secepatnya dengan
konteks tentu saja membuat peraturan perundangan yang diperiukan. Cuman nanti kita akan
bekerja secepatnya untuk melihat di operasionalnya bisa. Kalau misalnya tidak bisa kita akan naik
ke atas, tetapi semangatnya adalah menyelesaikan amanah dari komisi ini bapak ibu.

Terima kasih.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
Oke silakan ada yang mau menambahkan?

STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATANRI (DR. KUWAT SRI
HUDQYO, MS.):

Mohen izin pimpinan.

Jadi tadi menanggapi terkait dengan pertanyaan Bapak Elnino. Jadi memang ini dari
Kementerian Kesehatan sangat hati-hati pada awal sampai pertengahan tahun ini terkait dengan
penerbitan kebijakan-kebijakan. Kehati-hatian tadi sebenamya mengantisipasi, jangan sampai
kebijakan tadi muncul malah menimbulkan kegaduhan seperti yang sudah-sudah.

Jadi kita agak hati-hati dan setelah kita melakukan kajian betul, langsung di bawah
pimpinan ibu menteri langsung. Memang untuk memenuhi permintaan dalam RDP ini terkait
dengan regulasi jaminan kesehatan bagi anggeta TNI dan keluarga tadi, payung hukum yang ada
memang tidak memungkinkan bagi kami itu untuk membuat regulasi di bawahnya. Karena pada
dasarnya regulasi yang ada itu mengatur memang secara umum dalam hal jaminan kesehatan.
Sehingga secara khusus itu belum ada makanya kesimpulan dari Kementerian Kesehatan itu
mendorong kepada DJSN untuk melakukan kajian terhadap regulasi-regulasi. Sehingga nanti bisa
memunculkan suatu regulasi baru yang sifatnya lex spesialis atau spesifik untuk TNI dan anggota
keluarga ini.

Terima kasih.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
Terima kasih.

Ada lagi mungkin yang menambahkan?
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DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.)

Izin bapak ketua.

Jadi kalau dari sini jelas bahwa tidak mungkin keinginan kami akan bisa dipenuhi di
Permenkes. Karena selalu yang dijadikan pegangan adalah Undang-Undang SJSN, Undang-
Undang Rumah Sakit, Undang-Undang BPJS yang darn awal tidak ada konsiderannya. Adanya
warga negara yang mempunyai tugas khusus, dalam hal ini Undang-Undang TNI tidak pernah jadi
konsideran. ltulah sebabnya kami meminta juga dari rapat yang dahulu menyetujui untuk merevisi
Undang-Undang TNI supaya itu tegas sebagai dasar patokan. Karena yang saya katakan BPJS
sudah bersedia memberikan diskresi tetapi payung hukum harus ada. Nah di Perpres, Perpres itu
selalu pegangnya ke Undang-Undang SJSN dengan Undang-Undang Rumah Sakit dan BPJS.

Nah itu sebabnya tadi kami minta karena pada rapat pembahasan. Revisi Undang-Undang
TNI yang memang sedang dipercepat dan ini memang termasuk harus segera itu kami ditentang
oleh beberapa kementerian. Yang itu yang merasa jujurnya, kasarnya ya, kok enak TNI. Makanya
saya katakan, jangan hanya iri dengan kekhasan TNI, bapak mau fidak tugas 24 jam, tugas dengan
resiko mati seperti TNI? Yang kebanyakan hanya mau pakai seragamnya TNI bukan tugasnya
segala macam semua. Jadi memang kami minta kekhasan.

Nah karena revisi Undang-Undang TNI ini domainnya adalah komunitas hukum bukan
komunitas kesehatan dan saya tidak mengikuti kelanjutannya. Yang kami dapat laporan itu
ditentang oleh ada dua kementerian yang menentang karena ini dianggap masalah teknis. Ngapain
pakai Undang-Undang, kena Perpres. Tetapi kalau kita tidak pakai Undang-Undang bagaimana
menghadapi Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang BPJS yang
jelas-jelas tidak ada konsideran pertimbangannya Undang-Undang TNI dan adanya warga negara
dengan kewajiban khusus. Jadi ini yang kami mohon bantuannya, bagaimana seharusnya. Nah
kalau begini kan, melemparkan lagi ke DJSN, DJSN melemparkan lagi, apa kata akhimya karena
dia tidak menginginkan.

Terima kasih bapak.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
Silakan ibu.

F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) :

Terima kasih.

Jadi saya cuman bertanya, apakah jawaban daripada DJSN itu sudah menjawab
pertanyaan-pertanyaan dari bapak? Kalau yang saya dengar barusan tidak semuanya terjawab
kan begitu pak. Kita kembali payung hukum ke payung hukum, semuanya juga payung hukum
bicaranya. Bapak mengatakan revisi Undang-Undang TNI yang bapak katakan tadi ya, yang Pasal
50 itu ya pak, ya kan? Kan jadinya membuat Undang-Undang turunannya pak, apakah itu
berbentuk Peraturan Pemerintah atau apa, kan begitu ya pak ya. Nah ini menjadi PR kita Komisi |
DPR RI untuk membicarakan dengan tentunya dengan Menhan dan Panglima TNI pak ketua.

Setahu saya, kita juga terbentur di dalam membahas Undang-Undang Bakamla saat ini,
juga menunggu revisi Undang-Undang TNI. Jadi ini satu point lagi yang bisa kita bahas ketika kita
nanti mau membahas revisi Undang-Undang TNI. Satu peint adalah alokasi SDM, satu point
adalah mengenai kesehatan kesejahteraan yang ini.

Kemudian mengenai apa namanya, ada saya pernah, saya lupa, kita kunker ke mana ya
pak ketua? Ada isu satu yang dibawa oleh Angkatan Laut sebenarnya bahwa mereka ini kan
berlayar. Jadi ke satu tempat tiba-tiba sakit, nah itu di situ itu rujukannya tidak ada, dia kadang-
kadang ditolak. Nah ini juga sebenarnya isu ini pernah kita bawa juga, waktu kita ketemu waktu

29

79



itu, ini bagaimana ini, ya kan? Mereka bertanya, kita berlayar berhenti di satu tempat ya kan? Kita
tidak diterima karena itu bukan Rumah Sakit rujukan.

Nah ini mungkin dari BPJS ini juga merupakan perlakuan khusus juga bagi TNI AL yang
memang moving around, tidak mungkin dia bisa mempergunakan Rumah Sakit rujukannya pak.
Ini point saja bagaimana caranya saya juga tidak tahu, tetapi isu ini pemah diangkat ketika kita
pernah berlemu dengan mereka. Kalau saya lihat di sini sebenarnya diskresi dengan DPJS sudah
luar biasa pak. Ya kan yang saya dengar sebenamya, tetapi memang untuk security mereka ya
mereka memang perlu payung hukum begitu, kalau tidak mereka yang terborgol semua nanti ke
depannya.

Jadi memang ini perlu diperiukan kerjasama ya dan apa namanya, jangan sampai saya
sudah duduk di sini dua periode Komisi | DPR Rl ini. Ini sebetulnya kesehatan ini sudah dari 2016
kita sudah bahas, tidak selesai-selesai. Sudah selesai lagi ini apa namanya periode kita ini Oktober
nanti dilantik new parlemen kan. Kita harapkan tentunya ini ada target kita dalam bekerja. Tadi Pak
Menkes mengatakan sebelumnya gugus tugas sudah ada, akan dibentuk kajian. Berapa lama
kajian itu diperlukan? Karena kalau kita tidak punya target kerja, kaya kemarin ini kita bicara
Januari sebelumnya bertemu, sekarang sudah mau hampir Agustus Juli ya tidak selesai-selesai
juga, tidak ada keputusannya juga.

Jadi bapak pimpinan mungkin kita punya time frame. Apa yang menjadi keputusan kita
sekarang ini harus ada time frame-nya. Kalau tidak nanti seperti itu, bertemu Januari sekarang
masih bilang masih perlu kajian lagi. It is not the time untuk kajian lagi saat ini. Kita harus
melakukan eksekusinya kapan ini, implementasinya apa ini sebenarnya. Inilah waktunya saat ini
sebenarnya.

Terima kasih bapak pimpinan.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
Terima kasih.

Saya menambahkan saja pak, ini kalau ujung-ujungnya adalah Undang-Undang TNI dan
Panglima TNI-nya, Menhan-nya juga tidak agresif untuk menyampaikan kepada kami juga susah
pak, ini kan inisiatif pemerintah. Dan ini jangan sampai ada permasalahan di tingkat pemerintah.
Dalam hal ini antar kementerian. Nah jatuhnya justru akan membuat koordinasi bapak dengan
BPJS dan lain sebagainya terganggu dengan Kementerian Kesehatan juga, saling nunggu begitu
pak. Ini kan Undang-Undang TNI ini kan unik pak, sudah lama sekali tidak ada revisinya. Padahal
sudah dibilang mau diajukan sudah cukup lama, bahkan PP-nya juga tidak ada. Kemarin masih
hutang satu loh Panglima TNI sama kita, pembentukan Kopsusgad, itu harus melalui Perpres. Itu
juga saya tidak tahu, tahu-tahu di koran dibilang sudah dibentuk Kopsusnya. Apakah Perpresnya
sudah turun juga belum dilaporkan kepada Komisi | DPR RI.

Jadi kalau sudah menyangkut masalah itu ya mohon maaf pak kita sudah berkali-kali
menanyakan begitu. Padahal ada beberapa hari ini yang menjadi inisiatif pemerintah yang betul-
betul diusahakan untuk bisa selesai dalam dua bulan ini. lfu ada Undang-Undang yang memang
pada posisi seperti itu pemerintah.

Jadi kalau sekarang dari pihak TNI sendin tidak merasa perfu ya untuk diajukan
secepatnya. Ya sudah permasalahan ini ya sama saja tidak bisa kita selesaikan karena semua
membutuhkan payung hukum. Jadi ini menurut saya yang folong disampaikan. Nanti kita akan
sampaikan pasti kepada Panglima TNI karena kita juga ingin tahu, ini ujungnya mau kemana ini.
Kan tidak cuman urusan yang menyangkut masalah kesehatan pak di dalam elemen yang ada di
dalam Undang-Undang TNI itu. Maka kita juga membutuhkan sebetulnya progress gitu dari
pemerintah. Lain kalau Undang-Undang TNI itu inisiatif DPR, nah itu ada di kita. Ini kan inisiatif
pemerintah. Kalau pemerintahnya ‘tidak kaya merasa perlu”, susah pak. Jadi saya pikir perlu
dipikirkan concern bapak dan nanti juga dalam rapat kerja pasti kita akan tanyakan kembali
berdasarkan dan hasil rapat kita pada siang hari ini.

Silakan Pak Budi kalau mau menambahkan.

30

80



F-PAN (BUDI YOUYASTRI):
Terima kasih pak ketua.

Pimpinan rapat,

Anggota Komisi | DPR Rl yang terhormat,
Bapak ibu dari jajaran Kemhan,

BPJS dan Kementerian Kesehatan.

Saya sebenarnya surprise hari ini ada kemajuan dan sejak rapat yang pertama kali.
Kemajuannya ada dua, pertama mendapat konfirmasi bahwa Menteri Kesehatan tidak peduli
dengan nasib dari prajurit TNI, itu kemajuan pimpinan. Jadi saya minta dicatat khusus di dalam
rapat, Karena baru dijawab oleh yang namanya Staf Ahli Bidang Hukum ya pak, seperti itu.
Sebelumnya au au au tidak jelas apa yang diomongkan. Sekarang sudah clear, Ibu Menteri kaga
peduli dengan nasib prajurit TNI kita, dengan alasan macam-macam.

Yang kedua saya juga dapat konfirmasi dari BPJS, laporannya baru ada masuk duit dari
iuran BPJS yang ditanggung pemerintah dan ditanggung prajurit 4 friliun lebih yang dipakai oleh
lembaga organiknya TNI 3 juta friliun lebih, sisanya dipakai di Rumah Sakit lainnya berarti. Artinya
pemnyataan begitu pengunaan dari BPJS itu hanya seperempat dari yang dikerjakan dari Rumah
Sakit TNI saya baca. Lebih baik bubarkan saja semua Rumah Sakit TNI biarkan dilayani oleh
Rumah Sakit Umum yang tersedia, itu message yang saya terima har ini.

Yang ketiga buat saya ini maaf ya Ibu Evita, kan saya sekarang orang yang kalah dan
menjadi oposisi. Pemyataannya bahwa yang namanya Presiden mendoakan agar prajurit kita lebih
cepat banyak yang mati, kalau perlu TNI-nya dibubarkan saja, message-nya begitu. Apalagi
kampanye kemarin, hasil pemilunya menang, tidak adamenangnya pasangan 01. Arinya memang
TNI tidak pentinglah di negara ini, tidak milih saya.

Tiga point itu dalam pandangan sinis kepada negara ini, sehingga pertanyaannya pak
ketua. Buat saya, saya kembali dengan pernyataan pertama; jika tidak ada kesimpulan apapun
saya mungkin akan mencocba menginisiasi hak bertanya dan hak angket di paripuma besok.
Syukur-syukur ada teman-teman yang tertarik. Pertanyaan saya bukan kepada Ibu Menteri
Kesehatan, bukan kepada BPJS tetapi kepada Presiden Republik Indonesia yang mengabaikan
hak-hak utama dari prajurit TNI kita.

Terima kasih.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E,, M.SC.):
Silakan pak.
BIRO PERATURAN PERUNDANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI:
Izin ketua.
Kami dari Biro Peraturan Perundangan Kementerian Pertahanan, izin menanggapi dari
ketua tadi pimpinan, bahwa Kopsus itu sudah ada Perpresnya ketua. Perpres 042 Tahun 2019,
baru terbit ketua.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
Belum sempat dilaporkan ke kami.
BIRO PERATURAN PERUNDANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI:

Dilaporkan nanti. Terus mengenai Rancangan Undang-undang Prolegnas yang diajukan
ke kami di BPHN dan sama di Kumham, kami tiap tahun mengajukan Rancangan Undang-undang
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Prolegnas ketua. Cuman sampai sekarang tidak masuk-masuk ketua. Ya itu pertama Rancangan
Undang-undang TNI, Rancangan Undang-undang PSDN, Rancangan Undang-undang Masmil,
sama Rancangan Undang-undang Kamnas. Nah PSDN ini sudah lama sekali ketua tidak masuk-
masuk juga, Rancangan Undang-undang TNI juga. Nah tahun ini kami merencanakan 4
Rancangan Undang-undang juga ketua. Mudah-mudahan ada yang diterima ketua, mudah-
mudahan TNI juga diterima tetapi kita akan mengajukan juga itu dari perundangan-undangan yang
kemarin ketua. Itu saja penyampaian dari perundangan-undangan.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E,, M.SC.):

Memang kalau pengajuan untuk dimasukan di dalam prolegnas tahunan, jadi prolegnas
itu ada dua pak. Prolegnas 5 tahun itu dari mulai DPR kemarin dilantik tanggal 2014 sampai 2019,
sama prolegnas tahunan. Ini memang juga berpulang kepada kementerian yang bersangkutan
kuotanya cuman 3. Jadi kewajiban dari Panglima TNI dan Menhan untuk melobi Pak Yasonna
Laoly untuk mereka untuk mengambil paling tidak salah satu daripada yang diajukan oleh TNI itu
masuk. Ya kalau kalah terus lobi ya repot pak, DPR kan tidak punya tangan sampai ke sana. Kan
nanti memang ranah danpada eksekutif.

Nah cuman saya sampaikan saja, ini saya sampaikan juga ke mitra-mitra Komisi | DPR RI
kalau memang peru dan memang diinginkan cepat apalagi itu sudah kita percayakan sebagai
inisiatif daripada pemerintah ya harus lobi pak, tidak bisa tidak. Komisi lain ada pak, han ini yang
disusulkan untuk diselesaikan dalam 2 bulan ada pak. Makanya saya nanti kalau ketemu dengan
Panglima TNI saya akan nanya begitu, kenapa tidak beliau melobi dari KemenkumHAM untuk
memasukan ini sebagai Undang-Undang yang harus kita selesaikan. Karena Undang-Undang itu
tidak bisa di-carry over pak. Jadi kalau tidak masuk sekarang terus bapak bilang, rancangannya
akan saya masukan di periode, tidak bisa pak. Harus mulai dari awal, harus ada kajian akademis
dari awal. Ya kalau sampai bisa, ya itu akal-akalan. Kalau normal daripada pembentukan Undang-
Undang begitu ganti anggota DPR itu harus bermula dari awal lagi. Yang lama bisa dijadikan acuan
tetapi fidak bisa digunakan otomatis menjadi bahan yang sudah bisa kita pertanggungjawabkan
dalam pembuatan Undang-Undang.

Makanya kenapa DPR itu menginginkan sebetulnya dari pihak eksekutif kalau betul-betul
dia menginginkan cepat selesai, terutama yang diinisiasi oleh mereka segera masukan. Bahkan di
dalam sisa waktu dua bulan ini, kalau memang ada pak, itu ada keputusan nanti dari Ketua DPR
dari Pimpinan DPR kepada komisi tertentu dan kita reses pun disuruh membahas. Jadi ada
permainan di sini karena legislasi itu menjadi kepentingan bersama. Bahkan sampai reses saja
kita bisa disuruh masuk untuk menyelesaikan itu. Maka kalau Undang-Undang TNI bisa
diperlakukan seperti itu ya menyelamatkan banyak orang. Paling tidak apa yang menjadi diskusi
kita siang hari ini menjadi ada solusi begitu. Mungkin tambahan dari saya. Ada yang lain Pak Jery,
Pak Elnino? Sudah banyak ya, sudah jauh pula. Kalau tidak ada saya masuk di dalam draft
kesimpulan.

ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (ZAENAL ABIDIN):
Pak bicara sebentar.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Bapak dari? Dewan Jaminan sosial.

ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (ZAENAL ABIDIN):

Setahu saya sebetulnya Presiden boleh membuat Peraturan Presiden tanpa harus ada
perintah langsung dari Undang-Undang untuk menjalankan pemerintahan. Cuman saya tidak tahu
apakah bisa kita buat dalam waktu singkat.

Nah persoalan yang kedua adalah apakah memungkinkan kalau memang itu lama,
apakah memungkinkan kitamembuat peraturan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan rujukan
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berjenjang ini berkaitan dengan TNI dan keluarganya itu saya belum tahu. Seingat saya Presiden
boleh membuat Peraturan Presiden sebagai diskresi Presiden untuk menjalankan pemerintahan.
Apakah itu sudah berubah aturan itu atau saya belum tahu. Seingat saya, saya pemah diskusi
dengan pakar hukum tata negara itu masih berlaku.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME,, M.SC.):
Silakan pak.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Ini awal kerusuhan teman-teman TNI dengan BPJS adalah ketika ada peraturan menteri
tentang apa namanya yang berjenjang itu? Rujukan berjenjang, karena si BPJS membuat
rujukannya online. Pak ketua, ini kan hidupnya dengan dunia digital hari ini. Digital itu kan membuat
lebih murah, membuat lebih efesien, lebih cepat, betul kan? ltu problem Undang-Undang atau
problem tehnikal. Problem tehnikal dan si Menteri Kesehatan itu pemalas fidak mau mikir.

Apa sih susahnya melakukan rujukan berjenjang? Pakai HP saja dibuatkan aplikasi, dokter
puskesmasnya sana stand by memberikan rujukan kepada mana, istilahnya zona 1, zona 2, cepat
5 detik bisa langsung dapat rujukannya. Tetapi si BPJS membuat shortcut membuat aplikasi online
tetapi dengan ofaknya offline, tidak dipermudah dan si Menteri Kesehatan tidak mau tahu. Ini
khusus Undang-Undang di atas, sama saja mengatakan udah prajurit TNI mati saja, itu yang saya
marah. Problem teknis dilempar ke masalah Undang-Undang. Kita sibuk ngomongin Undang-
Undang. Soal teknis yang solusinya kalau ibu tidak bisa, bapak tidak bisa, saya ajarin pak, 10 menit
aplikasinya sudah jadi pak. Saya sudah punya aplikasinya, makanya saya marah ini. Kebodohan,
kemalasan dari menteri yang menginginkan TNI kita lemah karena tidak memilih 01.

Terima kasih.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME.,, M.SC.):

Nah ini mulai pak, mulai zonasi maksudnya. Coba ada tanggapan sebetulnya kalau
problem itu sebetulnya tidak sesulit yang dibicarakan tetapi kalau kita me-refer kepada payung
hukum dan lain sebagainya butuh waktu itu.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan kita punya namanya aplikasi hallo dok di Gojek mau appointment dokter bisa 5
menit, konsultasi dokter bisa langsung sedetik. Sudah ada contohnya, itu BPJS sudah ada aplikasi,
tolong dibuatkan aturannya, Permennya, aturan teknisnya, rujukan online-nya bisa dilakukan,
selesai. Tidak perlu takut ada Undang-Undangnya dan lain sebagainya. Karena itu wilayah
ranahnya Kementerian Kesehatan bahwa pekerjaan digital itu setara dengan pekerjaan offline.
Hanya itu tidak berlebihan dan itu tidak ada Undang-Undang yang dilanggar jadinya.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
Bisa ditanggapi Kementerian Kesehatan?

F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) :

Izin pak pimpinan sebelum ke sana.

Saya yang dimaksud Mas Budi ini saya mengerti begituloh. Tetapi ingatioh periksa dokter
ini periksa fisik ya kan? Rujukan itu dari hasil pemeriksaan fisik. Perlu rujukan apa tidak, apa bisa
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diselesaikan di Puskemas setempat? Jadi kita bukan periksa data, kita periksa fisik untuk suatu
rujukan begitu.

Terima kasih.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E, M.SC.):
Bisa ditanggapi pak?

STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI
HUDOYQ, MS.):

Baik pimpinan.

Jadi kami mencoba sebelum ini tuh juga terkait tadi dengan sistem-sistem yang online saat
ini. Kami duduk bersama juga dengan profesi IDI dan sebagainya memang mensyaratkan hal-hal
yang tadi. Tidak bisa secara online itu diterapkan. Jadi kami sendiri kembali ujung-ujungnya ya
regulasi tadi yang memayungi kita nanti kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan kan kembali
kepada regulasi itu tadi pak. Jadi kita sudah duduk bersama dengan profesi, apalagi dari DJSN
mantan Ketua 1Dl mungkin.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pak rujukan itu administrasi atau substansi? Rujukan itu? Saya tidak menyatakan soal
pemeriksaannya. Rujukan itu adalah pemeriksaan medis atau administrasi? Pertanyaan saya itu,
administrasi atau medis rujukan itu? Administrasi, jangan lempar bola yang tidak-tidak. Saya bukan
orang kedokteran tetapi juga punya otak pak, jangan dibodohi.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
Ada yang bisa bantu pak untuk mengklarifikasi?
Silakan.

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Baik izin pak.

Jadi sistem rujukan ini tujuannya ini adalah agar peserta JKN KIS atau program strategi
nasional JKN KIS yang disampaikan oleh BPJS itu mendapatkan jaminan kesehatan pelayanan
kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminatif, itu yang di mind set kami. Rujukan tentu kalau bisa
pertama adalah sesuai dengan regulasi yang ada harus dilakukan di saat-saat kesehatan tingkat
pertama atau dikenal FKTP. Terdin dari Puskemas, dokter prakiek perorangan atau klinik atau
Rumah Sakit Pratama. Kalau sudah tidak bisa dilakukan atau sifatnya spesialistik, tentu dirujuk ke
fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jadi setelah dokter mendiagnosis baik dari amanisis, dari inspeksi
melihat apakah ada merah atau bagaimana, dari falfasi meraba dan melakukan akskultasi dan
kemudian pemeriksaan sederhana dilakukan difasilitas kesehatan tingkat pertama. Bukan katagori
144 penyakit seharusnya dia fidak bisa menangani penyakit tersebut, dirujuklah ke fasilitas
kesehatan tingkat lanjut.

Nah ini sistem ini kami lakukan karena BPJS sebagai strategi purchasing membiayai yang
berkualitas. Tentu kami tadi ingin peserta tadi mendapatkan kualitas lain yang bermutu dan
berkualitas sehingga dirujuk ke Rumah Sakit yang benar-benar ada fasilitas, sarana termasuk
tenaga dokter yang ada. Yang selama ini dengan mengunakan offline dirujuk dengan manual.
Sudah menunggunya lama di Puskesmas, antri kemudian ke Rumah Sakit, ke Rumah Sakit yang
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dituju itu karena tidak online, tidak ada dokter spesialisnya di sana yang menangani kasus-kasus
tersebut. Sehingga kita buat mad maping sehingga mendapatkan kepastian, akses jaminan
layanan kesehatan. Ini adalah tujuannya.

Kemudian di luar dari itu, tadi ada sistem dari TNI Polri yang menjadi permasalahan. Kami
membuat suatu tadi diskresi, sudah kita lakukan dan sudah bisa membantu tadi. Kami prinsipnya
adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini, tetapi di suatu aspek diskresi ini tentu
tidak bisa berkesinambungan fterus-menerus. Tentu harus ada payung hukum segera yang
melindungi kami. Kami terima kasih Ibu Evi. Nanti bukan tidak mungkin kami habis masa periode
nanti akan ada melanggar aturan ketentuan kemudian merugikan negara, memperkaya diri sendiri,
golongan. Nah ini yang kami tidak ingin memperkaya Rumah Sakit atau dianggap segala macam.
Kami ingin, terima kasih Pak Budi dan yang lain-lain sudah memahami dan kami pada bapak
sendiri, pimpinan dan semua, kami mengharapkan pertemuan ini bisa menghasilkan suatu
kebijakan yang melindungi kami dan seluruh warga negara, termasuk juga TNI Polri.

Terima kasih.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Ya saya sih sudah menangkap dari awal pak, cuman kan masalahnya kan kita terbentur
kepada Undang-Undang, itu aja sebetulnya. Dan proses pembuatan payung hukum ini yang tidak
se-simple dari yang kita lakukan. Kecuali kalau misalkan, ya wakfunya tidak memungkinkan kalau
saya lihat.

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Berdasarkan pengalaman yang ada pak. Dari Permenkes itu pada waktu itu pemah
melakukan suatu akreditasi. Ada pengecualian terhadap Rumah Sakit-Rumah Sakit tertentu di
daerah perbatasan dan sampai juga ke daerah tertentu dan yang dianggap belum ada Rumah
Sakit lain. Nah kalau memang Kemenhan dan juga TNI ingin membuat suatu diskresi fentu sifatnya
harus dilakukan oleh yang berkompeten dalam hal ini. Mungkin Menteri Pertahanan Kemenhan
membuat surat kepada Menteri Kesehatan untuk mendiskresikan terhadap Rumah Sakit-Rumah
Sakit yang belum terakreditasi dan sebagainya. Itu mungkin salah satunya, saya tidak paham
dalam hal ini tetapi itu bisa dilakukan diskresi oleh Menteri Kesehatan sehingga kami juga bisa
mengeluarkan, tadi yang disampaikan apakah itu belum ada izin operasional ataukah akreditasi
dan sebagainya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
Silakan pak.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan keputusan untuk membuat forum bersama itu adalah di ruangan sini pimpinan
dan tidak dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan, itu artinya
penghinaan terhadap DPR itu menter. Jadi kalau urusan intemal pemerintah, ya silakan saja
pemerintah tetapi kalau keputusan itu adalah kesimpulan rapat pimpinan. Tidak dilaksanakan oleh
Menteri Kesehatan, menurut saya menghina parlemen dia.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Coba sekarang kita kembali lagi kepada kesimpulan yang kemarin mengenai gugus tugas
itu bagaimana pak? Mereka sudah dijalankan atau?
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STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI
HUDOYO, MS.):

Terima kasih.

Jadi setelah hasil rapat kesimpulan ini, kami laporkan kepada Menteri Kesehatan tentang
ditunjuk sebagai Jeader dalam bentuk gugus tugas tadi. Telah dilakukan rapat di dalam memang
dengan berbagai pertimbangan bahwa kalau Kementerian Kesehatan tadi bersama TNI Polri
dalam satu gugus tugas tadi kelihatannya dipandang tidak pas karena memang itu hubungannya
dengan kementerian lembaga lain begitu dan juga di bawah kementerian koordinator yang
berbeda. Sehingga kesimpulan tadi itu kami mendorong lebih ke atas lagi tadi ke Menko PMK dan
DJSN tadi itu untuk membuat terobosan tindak lanjut tadi pak.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Tidak sebetulnya begini, kalau saya mohon maaf karena saya tadi tidak mengikuti dari
awal dalam rapat ini. Kalau satu misalkan menjadi kesimpulan rapat RDP kami lantas bapak tidak
bisa menjalankan karena satu dan lain hal, termasuk argumentasi, mestinya disampaikan ke DPR,
secepatnya begitu. Masa sekarang Maret, sekarang bulan apa? Juli, jadi dan bulan 3 ke bulan 7,
sudah 4 bulan. Jelas-jelas tidak ada progress dan tidak ada jalan untuk memecahkan masalah ini
baru disampaikan setelah bapak dipanggil begituloh. Sebetulnya sampaikan saja waktu itu tertulis
menindaklanjuti karena kesimpulan rapat resmi kok. Menindaklanjuti dari kesimpulan rapat itu,
kami berpendapat misalkan. Kan bisa saja nanti kita pertemukan, kita cari. Apakah betul misalkan
Menku PMK harus turun tangan dalma hal ini. Kalau memang itu mau dilaksanakan kita bisa saja
melakukan hal itu. Tetapi maksud saya menghargai kesimpulan yang sudah ada begitu pak. Kalau
ini kan jadi lucu begitu. Kita bicara di sini Maret 2019, bapak tidak ada laporannya ke kami. Lantas
pada siang hari ini disampaikan kalau ada permasalahan di situ.

Silakan |bu Evita mau menambahkan?

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.SL.):
Langsung saja dibacakan kesimpulannya pimpinan.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Tidak kita sekarang juga harus berpikir, kesimpulan rapat ini kifa buat kalau dar pihak
mitra dan kementerian yang lain tidak melakukan findak lanjut juga bagaimnana? Kalau tidak ini
kita akan bikin surat ini dari pimpinan komisi ya kan, kita sampaikan kepada kementerian terkait.
Silakan pak.

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.SL):
Izin pimpinan.

Tadi saya, |bu Evita dan juga Pak Niko telah menyampaikan bahwa periode kita ini hanya
sampai 30 September. Mulai 1 Oktober DPR yang baru. Periode menteri dan juga Presiden ini, ini
hanya 19 Oktober, pemerintahan yang baru 20 Oktober. Paling-paling menterinya diumumkan
tanggal 23 atau 24, pelantkan baru tanggal 25 dan seterusnya. Maka mengharapkan suatu
kementerian yang super lelet begini, sementara waktunya tinggal 2 bulan lagi. Menurut saya,
tinggal tergantung Presidennya tetapi saya dan orang lain sudah punya kesimpulan. Bahwa dalam

5 tahun terakhir:
1. Pemerintahan ini tidak pemah peduli dengan kesehatan para tentaranya
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2. Pemerintah ini tidak mau bekerja dengan cepat padahal punya semboyan, “kerja kefja
kerja" begitu tetapi tidak bekerja
3. Bahwa tidak ada will khusus dari Kementerian Kesehatan untuk memperkuat Tentara

Nasional Indonesia.

Itu kesimpulan kami, kesimpulan itu bisa berubah kecuali kalau sebelum dia berhenti jadi
menteri sudah ada legacy-nya untuk para TNI dalam bidang kesehatan ini. Dia bikin satu kebijakan.
Tinggal itu lagi yang bisa kita lakukan pimpinan. Pimpinan bisa menyurat kepada Kementerian
Kesehatan, menyurat saja tidak apa-apa, kita mendukung. Kita mesti tegas, kita memperjuangkan
tentara. Kita ini bukan memperjuangkan 1,2 orang saja, kita ini memperjuangkan 400.000 tentara
di Indonesia, yang rela nyawanya ditaruh demi kita, demi anak-anak kita begitu.

Itu pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
Ya silakan Arwani.

F-PPP (MOH. ARWANI THOMAFI).

Ya salah satu yang menjadi keseriusan kami di Komisi | DPR Rl itu adalah karena ini
persoalan kesejahteraan. Soal kesejahteraan TNI ini adalah tidak melulu bicara soal gaji tetapi
bicara soal kesehatan itu sendiri. Sebenarnya ini lebih sensifif dari persoalan alutista kita atau
kondisi TNI sekarang, ini soal kesehatan.

Tadi sempat disampaikan oleh ketua komisi bahwa isu soal kesehatan atau pelayanan
kesehatan yang ada di dalam TNI ini sangat sensitif. Banyak sekali sudah tefapi saya juga
menunggu kesimpulannya seperti apa. Apakah sama seperti rapat-rapat yang lalu atau ada
perkembangan yang lebih menjanjikan untuk perbaikan ke depan?

Yang kedua, dalam mekanisme rapat-rapat di DPR, memang segala sesuatu agar bisa
diselesaikan di masing-masing komisi, tetapi untuk pembicaraan-pembicaraan yang dianggap
belum selesai atau punya jangkauan nilai strategis yang lebih luas. Tidak hanya mencakup
persoalan di satu komisi semata, saya kira kita punya mekanisme rapat gabungan yang dipimpin
oleh Pimpinan DPR. Kenapa tidak? Dicoba misalnya sisa waktu di bulan Agustus ke depan setelah
reses kita jadwalkan rapat gabungan antara Komisi | DPR RI, Komisi IX DPR Rl dan Komisi XI
DPR R, nanti menghadirkan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, BPJS
dan instansi-nstansi terkait

Jadi saya kira kita masih punya forum yang lebih komprehensif, lebih bisa mewakili semua.
Mungkin ini kan mohon maaf ya, paling Sekjen saja deh, paling tidak bisa mengambil keputusan
yang strategis. Mungkin kalau langsung menteri-menterinya dipimpin oleh Ketua DPR biasanya
begitu, saya kira. Kalau di situ masih tidak ada keputusan yang bisa kita dengarkan ya apa boleh
buat. Ya saya kira hak anggota DPR seperti Mas Budi tadi ya itu salah satu mekanisme. Terlepas
dari apa, prakieknya sudah terjadi beberapa waktu di Pak SBY juga apakah itu ikut pemerintahan
atau tidak kalau memang di DPR-nya seperti itu ya biasa saja jalan.

Saya kira itu saja pimpinan usulan saya.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E.,, M.SC.):

Ya terima kasih atas usulan terakhir, cuman nanti kita penyelesaiannya bertahap. Jadi
pertama kali tetap kita permasalahkan menyangkut mengenai hasil rapat kami yang belum
ditindaklanjuti sehingga itu akan menjadi kesimpulan rapat kita. Coba ditayangkan. Jadi bisa, satu
adalah Pimpinan Komisi berkirim surat melalui Pimpinan DPR pada Presiden yang dalam hal ini
cc-nya kepada kementenian terkait. Baru nanti kita bisa lakukan kalau diperlukan rapat gabungan.
Karena rapat gabungan itu juga kadang tidak teralu efeklif, kurang koordinasinya cukup lama dan
interaksinya antara anggota dalam rapat gabungan itu juga tidak bisa maksimal. Ya kita coba
dahulu dengan surat mungkin.
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Dilanjutkan dahulu saja yang nomer dua, “berkenaan dengan itu Komisi | DPR RI melalui
Pimpinan DPR akan mengirim surat kepada Presiden untuk melaporkan hasi’...

F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) :

Kayanya editing yang nomer satu ini perlu dirubah deh. Karena begini menurut saya ya,
kita ini melakukan meminta Menkes dan BPJS hadir di Komisi | DPR Rl untuk membantu mitra
kita, TNI kan begitu. Dalam hal ini mitra kerja kita adalah TNI. Kita harusnya berhubungan secara
intens itu dengan TNI-nya. TNI-nya yang harus melaperkan kepada kita, ini gugus tugas ini belum
jalan, gugus tugas ini belum ini. Tidak bisa Kemenkes ini langsung ke kita, dia bukan mitra kita, ya
kan?

Jadi koordinasi antara TNI dan Menkes ini yang harus ada dan BPJS. Siapa yang
berhubungan dengan kita? Ya TNI selaku mitra kita.

Demikian pak ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Jadi begini yang dimaksud adalah kita me-refer kepada hasil rapat sebelumnya ya.
Sehingga permasalahan mitra itu sudah tersimpulkan ke rapat sebelumnya bahwa perlu adanya

gugus tugas.
F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) :

Gugus tugas selain laporan dari Menkes tadi bahwa kan diminta gugus tugas gabungan
antara TNI-Menkes sudah disampaikan bahwa itu tidak mungkin. Kan itu tadi yang di. Gugus tugas
itu tadi tidak mungkin, itu tadi yang disampaikan kepada kita. Jadi ya itu sudah dilaporkan kepada
mereka. Nah kalau tidak mungkin itu.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Bu kita rapainya yang keenam sekarang bu, selama rapat kedua, ketiga keempat, kelima
tidak dilaporkan baru sekarang dilaporkan. Tidak bisa menterinya nolak, jadi saya keberatan ibu.
Yang dua, tiga, empat tidak disampaikan dalam rapat.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Kita melakukan tindakan untuk berkirim surat itu karena kita merasa bahwa, safu tidak
dilaporkan dari apa yang sudah disepakati di dalam Rapat Dengar Pendapat sebelumnya. Yang
kedua justru ini nanti akan membantu sebetulnya dari pihak pemerintah yang merasa bahwa itu
tidak bisa dijalankan. Dengan begitu kan kita akan berkirim surat kepada eksekutif nanti mereka
akan menjawab kan atau paling tidak ada solusi di luar daripada kewenangan Kementerian
Kesehatan dan Kementerian Pertahanan. Makanya diarahkannya pun dari DPR Rl kepada
Presiden.

Ini kesimpulan hari ini ini, yang pertama, ini yang sekarang yang 14 Januari 2019. Sudah
jelas kok di kesimpulan nomer 1, saya bacakan saja ya? Kesimpulannya:

1. Komisi | DPR RI telah mendengarkan penjelasan Kementerian Pertahanan, Kementerian
Kesehatan, Puskes TNI dan BPJS Kesehatan terkait laporan tindak lanjut hasil Rapat
Dengar Pendapat 5 Desember 2018. Mengingat belum adanya perkembangan yang
signifikan dan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, Komisi | DPR RI mendesak
Kementerian Kesehatan sebagai leading sector, bersama-sama dengan Kementerian
Pertahanan dan BPJS Kesehatan untuk :

1) Memprioritaskan penyelesaian payung hukum terkait kekhususan rujukan berjenjang,

pelayanan kesehatan di lingkungan kementerian Pertahanan dan TNI
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2) Sesegera mungkin membentuk dan mengakfifkan gugus tugas sebagai tahapan
pembentukan payung hukum tersebut selambat-lambatnya hingga akhir bulan Maret
2019.

Jadi sebetulnya pada waktu kita melakukan RDP itu sudah meminta kepada Kementerian
Kesehatan sebagai leading secfor, itu. Sudah ada persetujuan seperti itu, cuman sekarang apa
yang disampaikan Kementerian Kesehatan kepada kami, tentang tidak bisanya itu dilakukan, itu
tidak sistematis begituloh. Jadi kalau hari ini tidak dipanggil dan kita tidak melakukan rapat, ya kita
tidak pernah tahu kalau itu tidak pemah terbentuk begitu. Maka kenapa kita menyurati, supaya
nanti dengan demikian akan mendapatkan perhatian.

Saya tidak tahu apakah Menteri Kesehatan sudah berkesimpulan demikian bahwa itu tidak
bisa atau Pak Sekjennya yang memberikan pandangan seperti itu. Tidak mungkin dibentuknya
gugus fugas ituloh pak. Siapa?

STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI
HUDOYO, MS.):

Jadi mohon izin ini.

Disimpulkan dalam rapat terbatas bersama Menteri Kesehatan dan pejabat di lingkungan
Kementerian Kesehatan.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Tidak di kesimpulan rapat kita, itu kan disebutkan pak, "Komisi | DPR RI mendesak
Kementerian Kesehatan sebagai leading sector, bersama-sama dengan Kementenan Pertahanan
dan BPJS Kesehatan untuk; saya langsung saya lompat ke b ya. B-nya Sesegera mungkin
membentuk dan mengaktifkan gugus tugas sebagai tahapan pembentukan payung hukum®, Gugus
tugas itu dibentuk untuk mendapatkan payung hukumiah, kira-kira begitu. Makanya ifu yang kita
tagih begitu pak. Gugus tugasnya mana?

Nah bapak tadi dalam penjelasan mengatakan bahwa itu tidak bisa. Begituloh pak. Kan
harusnya begitu disimpulkan rapat ini kan bayangan kita, bapak itu sudah langsung melakukan
rapat koordinasi. Akhirnya tersimpulkan bahwa tidak bisa dijalankan, langsung berkinm surat ke
DPR, bahwa kami tiadk bisa menjalankan gugus tugas begitu. ltu yang kita harapkan pak.

Nah ini kan sudah sampai sekian bulan terus bapak bilang, yang jelas surat dari kita 14
Januari, sekarang sudah Juli. Nah itu yang menurut saya. Makanya kenapa dalam kesimpulan
rapat hari ini kita berkirim surat saja. Kita angkat kepada yang lebih tinggi supaya ada solusi. Kalau
pemerintah fentunya kan nanti dia akan mensimpulkan bahwa, “oh ini memang mungkin sudah
dilaporin”. Ya itu internal pemerintah, tetapi bagi kami adalah saya melaporkan untuk supaya itu
bisa dijalankan begitu Pak Sekjen.

Jadi bisa mengikuti kan kenapa kita melakukan itu, begituloh. Kan kita butuhnya itu pak.
Kalau tidak nanti kita kan rapat lagi, nanti bapak dengan argumentasi yang sama begitu. Padahal
ujung-ujungnya kan payung hukum ini. Dalam rangka mencapai payung hukum ya kita butuh
gugus tugas. Sudah lupakan sajalah, misalkan itu akan diajukan pada DPR periode benkutnya,
tetapi kan gugus tugas ini kan membantu. Karena permasalahan hukumnya kan sama. Mau
anggota DPR ataupun anggota DPR berikutnya sama.

Nah ini yang sebetulnya kita ingin mendapatkan jawaban pastinya begitu. Coba Ibu Evita
dibantu wording-nya bagaimana? Nomer satu, “Komisi | DPR Rl berkesimpulan bahwa
Kementerian Kesehatan tidak menindaklanjuti keputusan rapat-rapat yang dimulai sejak 17 Juli
2017", bayangkan.
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STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI
HUDOYO, MS.):

Mohon maaf pak.

Kalau awalnya sepengelahuan saya dalam notulen ini memang bukan Kementerian
Kesehatan tetapi awalnya adalah Kemenhan. Baru setelah rapat pada bulan Oktober tadi ada
keberatan dari Kemenhan di Kementerian Kesehatan, tetapi bukan tanggal 17 Juli.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Ya berarti tanggalnya salah, tanggalnya bukan 17 Juli. 16 Oktober 2018 pak, ditulisnya 16
Oktober 2018, Langsung dijadikan satu saja sebetulnya, “Komisi | DPR Rl berkesimpulan bahwa
Kementerian Kesehatan tidak menindaklanjuti keputusan rapat tanggal 16 Oktober 2018, terkait
menyelesaikan regulasi pelayanan kesehatan di lingkungan Kemenhan dan TNI melalui
terbentuknya gugus tugas”.

Jadi saya bacakan ya draft RDP Komisi | DPR RI dengan Kementerian Pertahanan,
Kementerian Kesehatan, Puskes TNI, Dewan Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Kesehatan,
Selasa 23 Juli 2019:

1. Komisi | DPR Rl berkesimpulan bahwa Kementerian Kesehatan fidak menindaklanjuti
keputusan rapat tanggal 16 Oktober 2018, 5 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 terkait

dengan pembentukan gugus tugas dalam penyelesaian regulasi pelayanan kesehatan di

lingkungan Kemhan dan TNI.

Bisa kita sepakati?

STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI
HUDOYO, MS.):

Kalau dari catatan kami bahwa pendelegasian kepada Kementerian Kesehatan setelah
rapat yang diselenggarakan tanggal 5 Desember 2018 dengan catatan menunjuk Kementerian
Kesehatan menjadi leading sector pembentukan fask force 5 Desember.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
16 Oktober tidak?

STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI
HUDOYO, MS.):

Masih di Kemhan pak, 16 November masih di Kemenhan.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Oh ini dengan leading secfor-nya Kementerian Pertahanan. Kalau begitu mulai dari
tanggal 5 Desember. Makanya mulainya 5 Desember dan 14 Januan ya? Jadi ada 2 rapat pak ya?
Dengan pembentukan gugus fugas dalam penyelesaian regulasi pelayanan kesehatan di
lingkungan Kemhan dan TNI. Bisa disepakati pak ya?

STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI
HUDQYO, MS.):

Sudah dilakukan rapat lagi pak di mana kesimpulannya, “telah mendengar kesimpulan dari
Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan waktu itu”.
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KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
Tanggal berapa?
F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Ada pernyataan bahwa menterinya menolak, tidak ada dalam rapat antara tanggal 14
Januari sampai hari ini baru dengar dari bapak. Pak semua rapat saya hadir pak, tidak ada rapat
yang saya tidak hadir. Tanya ibu tuh yang BPJS, aku mah marah-marahin saja BPJS tetapi ibunya
sudah menyelesaikan buat teman-teman TNI.

Terima kasih ibu.
KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Ini sebetulnya pak intinya untuk yang dinomer 2, jadi nomer 1 itu hanya pijakan saja, intinya
di nomer dua karena kita akan berkirim surat otomatis berkirim suratnya kan harus me-refer kepada
rapat yang pemah kami simpulkan secara bersama.

Ya silakan.
F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) :

Untuk point nomer 2, saya mau tanya saja kita pernah tidak sih memanggil TNI Polri dan
Menhan ke ruangan ini, membahas isu ini?

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):
Pernah ibu kalau dalam rapat saya selalu menanyakan ke pak Menhan ibu.
F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) :

Masa kita langsung ke Presiden, mitra kita yang ini kita duduk sama dia itu belum
begituloh. Harusnya kan kita panggil Panglima TNI-nya ke sini. Ini hasil rapat kita lch dengan tim-
tim ini semua. Elo mau bikin apa? Mau revisi Undang-Undang, mau bikin peraturan pemerintah
mau apa? Masa ujug-ujug langsung ke Presiden hubungannya apa? Wong level menteri saja kita
belum bicara begitu.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Tidak begini, kalau dari pantauan tim Sekertariat itu sudah diutarakan pada waktu kita
Rapat Kerja tetapi masuk dalam kesimpulan waktu dengan Panglima TNI. Loh justru ini makanya
kita sampaikan, di sini kan institusi. Kita tidak menyebutkan bahwa ini rapat dengan Sekjen atau
dengan apa kan tidak.

Jadi kita cuman sampaikan saja kepada pemerintah. Kan begini coba deh ini tune-nya
dibikin positif. Bukan kita mau negatif begituloh. Positifnya adalah justru surat dari kami itu untuk
membuat pemerintah tahu bagaimana memecahkan masalah ini begitu. Apakah nanfi akan
ditugaskan Menko PMK atau apa untuk melakukan koordinasi ini begitu. Jadi jangan dilihat dan
sisi, waduh kelihatannya ini kita dinilai terus kita dilaporkan, tidak. Karena bapak sendin juga nanti
saya ajak rapat, seminggu dari sekarang, 2 minggu sekarang mungkin juga sama. Kecuali kalau
bapak janji sama kami misalkan di dalam rapat ini. Oke saya selesaikan, mohon maaf gugus tugas
belum terbentuk saya akan selesaikan segera sepulang dari sini, misalkan. ltu akan beda, fidak
perlu, kita tidak perlu menulis kaya begini. Ini kan saya melihat sudah mentok institusi bapak ini
begituloh. Maka kita mencoba untuk melaporkannya karena harus dipecahkan. Ini kan tidak bisa
kita bikin ngambang ini ya kan?
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Silakan pak.
KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.):
Pak pimpinan.

Saya juga mengusulkan ini gregrar stone-nya pak pimpinan.Kebetulan tadi kan kita sudah
seperti dilaporkan tadi sebetulnya ada lobi yang kita mau jalan cepat. Kalau saya sih usulkan
seperfi yang pak pimpinan bilang, kalau dari pemerintah khususnya Kemkes dan kami, bisa
misalnya 2 minggu lagi akan kami laporkan bahwa perkembangan ini. Mungkin itu bisa mengubah
tone-nya tidak pak?

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):
Ya silakan saja pak.

Kita ini kan sudah beberapa kali rapat, ya kan? Terakhir yang sudah jelas-jelas
menunjukan leading sector Kementerian Kesehatan dari tanggal 5 Desember, 14 Januan,
sekarang 7 bulan loh pak. Sudah cukup panjang begitu jadi kalau bapak sekarang mengatakan ini
adalah “kealpaan” untuk membentuk gugus tugas karena hambatan macam-macam karena tidak
ada progress. Lantas Sekjen Kementerian Kesehatan berjanji, saya akan bikin gugus tugas pak
dalam 1 minggu saya akan laporkan, akan berbeda. Ya kita sampaikan di situ bahwa kita minta
Kementerian Kesehatan untuk melaporkan kepada kami 1 minggu dari sekarang. Tetapi bapak
semuanya yang hadir di sini harus tahu, begitu 1 minggu tidak terbentuk akan meluncur surat kami
kepada Presiden begituloh pak.

F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) :

Sebenamnya kan kalau dikatakan tidak ada progress itu fidak juga. BPJS memberikan
diskresi itu progress loh jangan katakan tidak ada progress. Tetapi diskresi yang dibenkan seperti
given sekarang ini BPJS mengatakan tidak bisa lama-lama harus ada payung hukumnya. Jadi that
is progress. Jadi jangan dikatakan tidak ada progress dari pertemuan ini. BPJS memberikan
diskresi begitu.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Ini masalah gugus fugas, gugus tugas itu kan sebefulnya kita bikin untuk mencapai
destinasi kita mendapatkan payung hukum kan itu kan? Soal di dalam perjalanannya itu ada
diskresi dan lain sebagainya, kan kita tetap pengen punya wadah di sini. Ini kan jadi parsial, BPJS
melakukan diskresi ya kan? Tetapi tetap habis itu bapak bilang, ini tidak bisa lama-lama. Kan
alangkah indahnya kalau diskresi itu bagian daripada kerja gugus tugas. Jadi fidak berjalan sendin
begituloh. Kalau misalkan ini bagian dari gugus tugas, ya berarii asumsi kami gugus tugas itu
sudah terbentuk begitu kita masukan dalam kesimpulan rapat. Ini kan sendiri pak, gugus tugas
tidak terbentuk di sini, BPJS melakukan diskresi terus tetapi semua mewanti-wanfi kita. Padahal
yang kita inginkan sebetulnya gugus tugas itu wadah pak. Wadah untuk proses mencapai kepada
payung hukum.

Nah di dalam perjalanannya ini for the time being kita akan keluarkan diskresi dahulu,
selama 6 bulan atau selama 3 bulan. Bagian daripada mekanisme gugus tugas. Nah itu yang kita
harapkan sebetulnya, dengan demikian kita tahu, wah ini kejaan belum selesai ini. Kan begitu,
kalau sekarang kan tidak ini. Bahkan dalam pemyataan di dalam rapat ini, Pak Sekjen bilang, tidak
bisa pak. Sudah tidak bisa kita melakukan itu. Nah ini kalau menurut saya, kalau tidak ya sudah.
Bayangkan pak, kalau kita tidak ada satu kalimat tinggal kita modifikasi sajalah kalau soal kata.
Tetapi bapak harus menyadari mekanisme yang kita tempuh untuk supaya ini bisa terjadi begituloh.
lya makanya itu justru itu ibu. Ini sebetulnya membantu pemerintah ini. Siapa tahu yang betul-betul
disampaikan oleh Sekjen Kementerian Kesehatan ya memang fidak bisa. Kita minta surat
pemerintah, eh pemerintah kita minta jalan keluarnya bagaimana ini? Kita sudah berlemu dengan
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Coba dari Kementerian Kesehatan.

STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI
HUDQYO, MS.):

Khususnya untuk nomer dua tadi disebutkan di sini kementerian kita dan lembaga terkait
lainnya, kita sebutkan saja lembaga terkait yang hadir di sini saat ini pak.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Oh ya sudah, sampaikan saja dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait.
Lembaga terkait lainnya dalam kurung, bisa juga.
Jadi bisa kita sepakati ya? Saya baca lagi;

1. Komisi | DPR Rl berkesimpulan bahwa Kementerian Kesehatan tidak menindaklanjuti
keputusan rapat tanggal 5 Desember 2018 dan 14 Januari 2019 terkait dengan
pembentukan gugus tugas dalam penyelesaian requlasi pelayanan kesehatan di
lingkungan Kemhan dan TNI.

Disepakati ya?

(RAPAT SETUJU)

2. Selanjutnya Komisi | DPR RI melalui Pimpinan DPR RI akan mengirimkan surat
kepada Presiden Rl untuk melaporkan hasil keputusan rapat Komisi | DPR Rl dengan
Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertananan, Pusat Kesehatan TNI, BPJS
Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Selanjutnya Komisi | DPR

RI melalui Pimpinan DPR RI akan mengirim surat kepada Presiden Rl terkait dengan
point 1 untuk melaporkan hasil keputusan rapat Komisi | DPR Rl dengan ini.

Bisa disepakati ya nomer dua ya dengan kalimat seperfi ini ya?
Saya ulang nomer dua, “selanjuinya Komisi | DPR RI melalui Pimpinan DPR RI akan
mengirim surat kepada Presiden Rl terkait dengan point nomer 1 di atas untuk melaporkan hasil

keputusan rapat Komisi | DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertananan,
Pusat Kesehatan TNI, BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)".

Sepakat ya?
Silakan.

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.):

Boleh kalau berkenan ditambahkan karena kami sudah melakukan diskresi dengan resiko
yang ada pada kami di luar dari gugus tugas atau fask force. Berkenaan untuk dimasukan bahwa,
“kami melakukan diskresi menindaklanjufi terhadap keputusan rapat DPR Komisi I". Sehingga
memang hal ini kalau kami tidak ada payung hukum lebih lanjut sudah diketahui oleh yang lebih
tinggi tentu untuk melindungi ke depannya.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.):

Menurut saya jadi item terpisah saja pak. Karena item 1 dan item 2 nyambung. Jadi kalau
item yang ketiga, Komisi | DPR Rl menerima, coba nomer 3.
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F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan, perasaan aku ada di dalam kesimpulan rapat yang sebelumnya ya tentang
laporan BPJS? Melakukan short cut untuk pelayanan TNI terus kita tinggal perkuat saja. Karena
itu menurut saya juga menjadi keputusan di ruangan ini kita menyepakati.

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.).

Kita linat di sini sudah ada di dalam kesimpulan rapat 5 Desember. Jadi bapak sudah save,
dalam arti kata, tindakan yang dilakukan itu sudah pemah dibicarakan dalam rapat bersama DPR.
Jadi nomer 3 tidak ada, oke.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada siang hingga sore hari ini.
Selanjutnya kami mohon kepada Kementerian Kesehatan, BPJS dan Dewan Jaminan Sosial serla
Dirjen Kuathan Pertahanan serta Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI untuk bisa mencermati hasil
kesimpulan rapat untuk segera kita menemukan jalan keluar yang terbaik sebagaimana yang kita
harapkan dari rapat-rapat sebelumnya. Dengan demikian Wassalamualaikum Wr Wb.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 16.08 WIB)

Jakarta, 23 Juli 2019
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.IP., M.Si.
NIP. 19710106 198003 2 001
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Komunikas! Ekstern

Format

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas
Naskah Dinas Khusus

. Kode Klasifikasi Naskah
. Lambang Negara

. Logo

. Cap Dinas

. Pola Klasifikasi

B T e

: NASKAH RESMI

A. RISALAH RAPAT PARIPURNA

1. Pengertian

Risalah adalah catatan Rapat Paripuma atau Rapat
Paripuma Luar Biasa yang dibuat secara lengkap
dan berisi seluruh. jalannya pembicaraan yang
dilakukan dalam rapat.

Ketua Rapat Paripurna, adalah Ketua atau Wakil
Ketua DPR RI.

Sekretarls_Rapat Paripurna, adalah- Sekretaris
Jenderal DPR Rl atau Pejabat yang ditunjuk. .

1

2. Bentuk dan Susunan

Bentuk dan susunan Risalah Rapat Paripumna atau
Rapat Paripumna Luar Biasa terdiri dari :
a. Kepala:

1) Kop Lambang Negara Garuda Emas,
berwarna dan tulisan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia lanpa alamat;

2) Tulisan Risalah Rapat Paripurna/Paripurna
Luar Biasa; '

3) Tahun Sidang;

4) Masa Persidangan;

5) Rapat Ke-;

6) Jenis Rapat;

7) Sifal Rapat;

8) Hari dan tanggal rapat;

9) Wakiu Rapat;

10) Tempat rapat;

11) Ketua Rapat;

12) Acara Rapat;

13) Sekrelaris rapat ;

14)Jumlah dan nama Anggota yang
menandatangani daftar hadir;

15) Undangan yang hadir.

b.1si:

1) Pendahuluan yang memuat Waktu
Pamhitkaan Ranat Kunrum dan Anenda

redey yejesiy jeuuo g uendwen
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2) Uraian jalannya rapat secara lengkap dan
berisi seluruh jalannya pembicaraan yang
dilakukan dalam rapat.

c. Baglan akhir :

1) Waktu penutupan rapat;

2) Sebutan yang memimpin rapat;

3) Tanda tangan dan nama jelas Ketua Rapat
atau Sekretaris alas nama Ketua Rapat ditulis
dengan huruf kapital.

. Model/Lay Out

Font/size : Arial Narrow/12

MarginAtas  : 2,54 cm (1 inchi)

Margin Bawah : 2,54 cm {1 inchi)

Margin Kiri 3,17 cm (1,25 inchi)

Margin Kanan :3,17 cm (1,25 inchi)

Ukuran Kertas : A4

Jarak Baris (Line Spacing) : 1 (single)

Penulisan Halaman 2 (dua) dan seterusnya ditengah
atas (Header = 0,5 “) Contoh : - 2-

Penulisan kata sambung untuk kata pertama halaman
berikutnya terletak pada sudut kanan bawah (Footer
=0,5") Contoh ; /Aaa...

Contoh :
Format Risalah Rapat Paripurna
r
Y
' 3
i DEWAN PERWAKILAN RAKYAT oF 1
REPUBLIK INDONESIA i
RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang
Masa Persidangan
Rapat Ke-
Janis Rapat
Sifat Rapat
HarlTanggal
Waklu
Tempat pat

Ji. Jand. Gatot Subroto — Jakarta
Ketua Rapat Aapasnasasnsa

{Ketua atau Wakil Ketua DPR RI)
Acara AaBansna Aasasana Aaaaausa
Sekrotaris Rapat Jenderal DPR Ri)
Hadlr
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KETUA RAPAT | Aaasaaasasag)

Selamat pagl dan salam sejahtara untuk kits semua.

‘fang terhormal pars Anggola Dewan, dan
Hadirin sekalian yang seys muliskan,

Sidang Dewan yang lerharmal,

Meka dengan demikian selesallan scara Rapal Parpuma Dewan hari i... ... Szya selaku
Pimpinan Rapat menyampalkan terima kasih kapada saluruh Anggota Dewan yang hadi alas ketekunan dan
kesaharannya dalam menglkutl acara Rapat Paripurmna Dewan pada hati ini.

Dengen seifin Sideng Dewan, maka perkenankanizh saya menutup Rapat Paripuma ini dengan

Wabitahil Taufik Wal Hidayah.

VWassalamy'alaikum Warshmaoiu!lehi wabarukaatuh

(RAPAT DITUTUP PUKLL ............. WIB)

KETUA RAPAT,
AAAMAMMANAAAAARA
alay
a.n, KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

ARBAAMAMAAMARARA

8 o v b

G L

B. CATATAN RAPAT ALAT KELENGIKAPAN DEWAN,
1. Pengertian

Catatan Rapat Alat Kelengkapan DPR RI adalah
catatan yang memuat pokok pembicaraan,
kesimpulan- dan/atau keputlisan yang dihasilkan
dalam Rapat Pimpinan DPR, Rapat Bamus, Rapat
Konsultasi, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Kémisi,
Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran,
Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Badan
Kehormatan, dan Rapat Panitia Khusus/Tim,

Ketua Rapat adalah unsur Pimpinan dari Alat
Kelengkapan Dewan (DPR RI). :

Sekretarls Rapat adalah Pejabat dari Sekretariat Alat
Kelengkapan Dewan (Sekretariat Jenderal DPR Rl).

. Bentuk dan Susunan.

Bentuk dan susunan Catatan Rapat alat kelengkapan
terdiri dari :
a. Kepala : .
1) Kop Lambang Negara Garuda Emas, dan
tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia tanpa alamat; :
2) Tulisan Catatan RapatAlat Kelengkapan DPR
RI;
3) Tahun Sidang;
4) Masa Persidangan;
5) Rapat Ke-;
6) Jenis Rapat;
7) Sifat Rapat;
8) Hari dan tanggal rapat;
8) Waktu Rapat;
10) Tempat rapat;
11) Ketua Rapat;
12) Acara rapat;
13) Sekretaris rapat;
14) Jumlah dan nama Anggota yang
menandatangani daftar hadir;
15) Undangan yang hadir.



Lampiran 3. Contoh Laporan Singkat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMIS! V DPRRI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)

Tahun Sidang ;. 2018-2018

Masa Sidang r N

Rapal . Ke-

Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat

Hari/Tanggal . Selasa, 18 Juni 2019

Sifal 1 Terbuka

Pukul 1 20.05WIB s.d 23.30 WIB

Tempat : Hote! Ayana Midplaza, Balircom |

Jakarta Pusat

Acara 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2019 sampai dengan Bulan

Mei 2019.

2 Membahas alckasi anggaran menurut fungsi, program, dan
prioritas anggaran /L TA.2020 masing-masing unit Eselon |
Kementerian/Lembaga Milra Kerja Komisi ¥ OPR RI.

Ketua Rapat . Ir. Fary Djiemy Francis, MMA

Sekretaris . Nunik Prihatin Buciastufi, SH

Hadir Anggota : dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI

Hadir Mitra . Difjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kemenlenan

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal beserta jajaran.
KESIMPULAN/KEPUTUSAM RAPAT
I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 20.05 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka
untuk umum,

2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapal Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan
Diren Bina Marga dan Dirjen Bina Konslruksi Kementenan Pekeriaan Umum dan Perumahan
Rakyat pada har inl adalah:

1) Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2013 sampai dengan Bulan Mel 2019.
2) Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2020
masing-masing unit Eselon | Kementerian/Lembaga Miira Kerja Komisi V DPR R,

w

Ketua Rapat mempersilakan Dirjen Bina Marga dan Difen Bina Konstruksi Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.

L

. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR R! uniuk menyampaikan
pertanyaan dan tanggapan.

Il. KES!MPULAN/KEPUTUSAN... JHal.2
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Il, KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1

Komisi V DPR RI dapat memahami penjetasan Ditien Eina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat mengenai capzian terhadap target pelaksanaan APBN TA 2019 sampai
dengan Bulan Mei 2019. Selanjuinya Komisi ¥ DPR Ri meminfa agar Diten Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumanan Rekyat melakukan upaya untuk peningkalan
penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019,

Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyal mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran unituk Eselon |
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

s Dalam Ribu Rupiah
il USULAN PENYE
No. Unit Kerjal Program KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF PAG-II._lANDIKA‘I’lF
2020

1. [t Sa Mg 52600707027 |  38.846.437.272 36.846.437.272

5 (Program Penyelenggaraan Jalan ) -

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Dilien Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat aken memperuangkan pagu anggaran sesuai pagu kebuluhan melalui
mekanisme pembahasan anggaran di DPR RI.

. Sebagal lindaklanjut Rapat Kerja tanggal 12 Juni 2018, maka Ditjen Bina Marga Kementerian

Peterfjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersedia untuk menyesuaikan rincian program dan
menyempumnakan RKA-KIL dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan
saran dan usulan Komisi V DPR Rl yang disampaiken dalam rangkaian proses pembicaraan
pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020.

. Komisi V DPR RI sepakat dengan Dilien Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat uniuk menyempumakan maleri paparan mengenai realisasi pelaksanaan
anggaran sampai dengan bulan Mei tahun 2019 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA-KIL dan
RKP TA 2020 sesual dengan usul dan saran Komisi V DFR RI. Selanjutnya Komisi V DPR Rl akan
mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Ditien Bina Konsiruksi pada tanggal 19 Juni
2019 bersama dangan Ditjen Cipta Karya, Diien Penyediaan Perumahan dan Dilen Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 23.30 WIB

Jakarta, 18 Juni 2019

PIt. DIRJEN BINA MARGA
KEMENTERIAN P!
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Lampiran 4. Contoh Daftar Hadir Rapat

; 43 }‘nﬁ':

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONE

MASA PERSIDANGAN W
TAHUN SIDANG : 2018-2019
DAFTAR HADIR
ANGGOTA KOMISIV DPR RI
BIDANG
PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS

Rapat Ke

Jenis Rapat . Rapat Rengar Pendapat

HarifTanggal © Selasa 18 Juni 2019

Sifat :  Terbuka

Pulkul ¢ 19.00 wib s/d selesai

Tempat :  Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana - Jakarta.

Acara :  Membah. anggaran fungsi, program dan prioritas anggaran
Kementerian /lembaga TA 2020 masing-masing unit Eseion |
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI

Ketua Rapat

Sekrelaris ©  Nunik Prihatin Budiastuti, SH

Hadir Anggota I meesna. dan 53 Anggota Komisi V DPR R

Hadir Mitra :  Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

PIMPINAN KOMISI V DPR-RI

f NO. DAPIL

NO'| anGe NAMA FRAKS JABATAN

1 A-381 | IR. FARY DJEMY FRANCIS, MMA GERINDRA NTTH Ketua

2 A-217 | LASARUS, S.Sos, MSI PDIP KALBAR Wk Ketua

3. | A319 | DRS. H. IBNU MUNZIR PG SULBAR | Wik, Ketua

4 | A414 | H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.5I PD JABARV | Wk Ketua

s. | A-114 | IR H. SIGIT SOSIANTOMO PKS JATIMI | Wk Ketua | 5. oo
FRAKSI PARTA| DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
G e e rha 1 parL TANDA TANGAN

(] A-162 | DRS. YOSEPH UMARHADI, M.SI JABAR VI

7 | A158 | SUKUR H.NABABAN, ST JABAR VI

8 | A179 |IR SUDJADI JATENG VI

9 A-225 | IR. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO, MBA SULTENG

10 A-201 Hj. SADARESTUWATI, SP, M.MA JATIM VI

11 | A129 | ALEX INDRA LUKMAN SUMBAR |

12 | A186 | MOHAMMAD IDHAM SAMAWI DIY

13 | A-220 | DR. H. RAHMAT NASUTION HAMKA, SH, M.5i KALTENG
14 | A-190 | DRS. HENKY KURNIADI, SH, MH JATIM |

101



. FRAKSI PARTAI GOLKAR £

sl Sl AR AP TANDA TANGAN
15 | A-310 | H.MUHIDIN M SAID, SE, MBA SULTENG
16 | A-316 | IR. RIDWAN BAE SULTRA
17 | A-237 | DR.CAPT. ANTHON SIHOMBING SUMUT I
18 | A-311 | HAMKA B. KADY SULSEL |
19 | A-265 | H. DANIEL MUTAQIEN SYAFIUDDIN, ST JABAR VIl
20 | A-288 | Dr. H. GATOT SUDJITO, M.SI JATIM VI
21 | A243 | Hj. SANIATUL LATIVA JAMBI
22 | A-303 | Hj AGATI SULIE MAHYUDIN, SE KALTENG
FRAKS| PARTAI GERINDRA
NO m NAMA DAPIL
23 | A-390 | H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE SULSEL Il
24 | A360 | HU. NOVITA WUAYANTI, SE, MM JATENG VIl
25 | A-331 | ADE REZKI PRATAMA, SE SUMBAR I
26 | A-352 | 11. SUBARNA, SE. M.Si JABAR XI
27) | A-364 | IR. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO JATIM |
28 | A-378 | IDA BAGUS PUTU SUKARTA, SE, M.Si l BALI
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
No | NO. NAMA DAPIL
29 | A-440 | HARTANTO EDHIF WIBOWO BANTEN Il
30 | A414 | H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM JABAR
31 | A-452 | DR.IR. BAHRUM DAIDO, Msi SULSEL Iii
32 | A453 | WILLEM WANDIK. 5.50s. PAPUA
33 | A-400 | drh. . JHONI ALLEN MARBUN, MM SUMUT I
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
NO :’SG' NAMA DAPIL
34 | A-487 | H. SUNGKONO JATIM !
35 | A464 | HA. BAKRI HM. SE IAMBI
36 | A-466 | HI. HANNA GAYATRI, SH SUMSEL I
37 | A-505 | JOHN SIFFY MIRIN PAPUA
38 | A-474 | HJ. INTAN FITRIANA FAUZI, SH, LLM JABAR VI
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FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

no | f,?é NAMA DAPIL (\ TANDA TANGAN
39 | A45 | NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, $.Thi JABARNE | 39
40 | A-37 | H.IRMAWAN, 5.505, MM DKS ) ACEH | TR e
a1 | A81 | H ABDULLATIF HANAFIAH, MSc  ~ KALSEL li ) | 1 e M
42 | A68 |IR. H.NUR YASIN, MBA, MT JATIM IV AR L i
13. | A76 | KH. MUH. UNAIS AL HISYAM, M, Pl JATIM XI A -
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
NO.
NO | ang NAMA DAPIL TANDA TANGm
44 | A-106 | H. NUR HASAN ZAIDI, 5.50s JABAR IX 44 WJ/L
45 | A-103 | H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, 5.50s JABARVY | as. ..
FRAKS! PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
NO.
NO | e NAMA DAPIL
46 | A-521 | HJ. NURHAYATI JABAR XI
47 | A518 | DRA Hj. WARDATUL ASRIAH JABAR VI
48 | A-543 | DRS. ABUBAKAR WASAHUA, SH, MH SULSEL Il
49. | AS11 | DRA. ELVIANA, MSi 3 JAMBI
FRAKS! PARTA] NASIONAL DEMOKRAT
NO.
NO | anG NAMA DAPIL
50 | A29 | H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH, MH KALBAR
51 | A04 | SAHAT SILABAN, SE SUMUT i
52 | A23 | DRS.H.SOEHARTONG JATIM VI

FRAKSI PARTAI HANURA

NO.
NO ANG NAMA DAPIL TANDA TANGAN
53. | A-557 | LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE NTB 3.

Jekarta, 1§ Juni 2019

Mengetahui Kabagset Komisi V DPR Rl

NUNIK PRIBATIN BUDIASTUTL SH
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN v
TAHUN SIDANG : 2018~ 2019
DAFTAR HADIR
KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rapat Ke :
Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal . Selasa 18 Juni 2019
Sifat :  Terbuka
Pukul : 19.00wb s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana -Jakarta
Acara . Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran
Kementerian /Lembaga TA 2020 masing-masing unit Eselon
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI
Ketua Rapat
Sekretaris ¢ Nunik Prihatin Budiatuti, SH
Hadir Anggota s dari 53 Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR
NO: NAMA JAEATA& TANDA TANGAN
5 e
Lo U f\fbﬁ:(ﬁd'to DIRJEN BINA MARGA
2. Syl I Bl €AV (N ] DIRJEN BINA KONSTRUKSI
3| SumiTe P ¥ic, a
“ | PmT mechagua pir. Epjic
5. DENT  CHD MUTTHAA, eSOl TreNd
6 | MACHWA A T 9P~
[ 7 [ Ober Gttt - By
5| [Kimom Umie. Pie sl
* | SoebeSin Sor Sy
ol fSan Packas | Due ﬁﬁ
. b Buse b Yeeservis
’E-_L Hedy Rebacuan : DF JBHP £
13| A NERRY MARZVK Dy Pmﬁr_«%&ﬁ
14 |Achwiad {é—w&—_&)} BFIN-T
| 15 | Selamiar  Pacis Ka. balo; BIIN B
16. | AIDI- FI&R) Ka BPINTL papanis
17. | Gudy Harimaomn 0 E2 epon W onek!
18 K’E;J'g%l Aroor Fa BHPIN v Tolemban
19 | Haet Suko Sedrome Ka 222IN V) :
2 Bl Roa, Y Mic kit
2 | RIEC 3. MANTIK Ked . Kps) - IiT m% g
22 | Wan Darwewoon Yad  Pp- Dus 'Wb;um'
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DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN iV
TAHUN SIDANG : 2018-2019
DAFTAR HADIR
KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rapat Ke 3
Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal . Selasa, 18 Juni 2019
Sifat Terbuka
Pukul ©  19.00.00 wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana -Jakarta.
Acara Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prloﬂtas angmnn
Kementerian /Lembaga TA 2020 g unit 1
Kementerlan/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI
Ketua Rapat
Sekretaris : Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota ....... dar 53 Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra . Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi Kementenan PUPR
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
| 22 |Tathurrehisan Ysp PE B £3) bW < & g -t
| #* | Wilan glebaviavy Esp Penrvacea~ Bln |
z | Pem Sk Vbng P Leltun, B
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z7 | Bods &s?iwn h.&,‘ ft PIBR
28 Mwl&x’(x Rotyrd H ool Ielennlozannn D-T‘yj
2 | Duatnbha ked  tenbedagay WA T |
30 | lomi  fadan Jaf Fedien Bina FEnsURR £
3 etur Orriusad auo— | ke 506 Ppe/ 2 s
2 | Budtamin 2 bl 4 »
33 | Nuktar Napipyl/ e pRIN X Kps, -~ 59
2" [ Tiwbug Poannb lea_BB®IA) X [ D) | JV»
35 | ety Tawkene ERLTECT AN 4
36 | M him Muwie (‘(. 7o A Mics & 58
37 ngufo Utowd Ez vIN xu/?:T / “
38 | Thiowo JuwoASMove Ca BPIN XV Meucde
2 c,»{r)a-)ﬁyérw 477 Lagrond Ar BRI U7 Ao E)
40 S:mmln.,.-» TReaw u g Zef
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| e b oyl py@m e ks
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN v
TAHUN SIDANG : 2018- 2019
DAFTAR HADIR
KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rapat Ke
Jenis Rapat Rapat Dengar Pendapat
Harl/Tanggal Selasa 18 Junl 2019
Sifat Terbuka
Pukul 19.00 wib sid selesal
Tempat Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana- Jakarta.
Acara Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran
Kementerian /Lembaga TA 2020 il ing unit Eseok 1
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI
Ketua Rapat
Sekretaris Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota <eerenn. dari 53 Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR
‘NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
-
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN T s
TAHUN SIDANG : 2018-2019
DAFTAR HADIR
KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rapat Ke
Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Selasa 18 Juni 2019
Sifat : Terbuka
Pukul : 19.00 wib s/d selesai
Tempat - Ruang Rapat Ball Room Hote{Ayana Jakarta
Acara . alokasi t fungsi, program dan prioritas anggaran
Kementerian /Lembaga TA 2020 masing-masing wunit Eselon |
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi ¥ DPR RI
Ketua Rapat
Sekretaris . Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota ceecneeee @AM 53 Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruks/ Kementerian PUPR
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN v
TAHUN SIDANG : 2018-2019
DAFTAR HADIR
KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rapat Ke
Jenis Rapat Rapat Dengar Pendapat
HariTanggal Selasa 18 Juni 2019
Sifat Terbuka
Pukul 19.00 wib s/d selesai
Tempat Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana — Jakarta
Ao Komertatian e g noaL ?’“”‘“‘r";" -
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR
Ketua Rapat
Sekrataris ¢ Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota .. dari 53 Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra . Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
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_ampiran 5. Bahan Rapat Dirjen Bina Marga
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EVALUASI PELAKSANAAN APBN TA 2019 &
RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN TA 2020
DITJEN BINA KONSTRUKSI

RDP dengan Komisi V DPR RI
Jakarta, 18 Juni 2019
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Lampiran 7. Backup Folder

W Computer
& Loca Disk (9
o Local sk (D)
cu Local Disk (B
38 Guntur Dewsrra (\\Srisalabidt) ()
Bt 9 (\Srialah) )

S Network:

A RAPAT

i RAKER Komisi IV Dengan KLHK
i ROP Komisi V Dengan Dirjen Bina Margs dan Disjen Bina Konstruksi
i ROP Panjs KAP PT Kornisi X Dengan Ketus BAN PT

i RUY KEUANGAN NEGARA

2] 7_8K Koanisi X DPR Rl dengan henPar RI

] CATATAN SINGKAT

(B CATATAN SNGKAT

] PANUA RUU SDA KOMISI ¥ DPR RI DENGAN ESELON I KEMEN
4] RDP_DIRIEN MINERSA_ AZWINA HURI SHOFI_KASET 6-7

Date moddied

S/R/ING E23 AM
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09 15
MDA LM P
12019 145 PM
A713/2019 345 PM
2072019 12211 PM
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WA2II01S 448 Pl
BrEA2N5 422 PhL
07072019 1131 AM
BT/2019 0 AM
S/XT/2013 14 AM
/257019 327 P
G259 228 PM
W9 1070 A
SN6/019 133 PM
S/17/2019 908 &M

JASA.  B/LI0L9 KA AM

) REALAH ROP BALEG DGN 3NN
) rsaLaH KON
o

fokder
Filn foider
File folder
Fite folder
File foider
Microsch Office .
Microsolt Office .
Adebe Aurvbat D

Microsoft Office £

Mucrosot Office
Microsoft Office
M st Office
Adsbe Acubat O,
Microsaft CHce

Mhicrossft Office .
Mhcrowt Ciffe
Microscht Gifice —
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e
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e
B videos

& Computer

& Local Dk ()
a Local Disk (D)
a Locl Disk (B4

“#t Gurtur Dewanto (\\Sasalah\dt) ().

ok dt (V\Seisalab (5)

G rietwork

& tems

2 bina koustrion- diretas: 226709 1207 P
[ bwna marga-duetes S 1206 P
[ Contoh Risalsh Rapst &N 1148 AN
5) daftar hadie-diectasi VD 1205 44
(3] tormat rmalah- dirctasi AN LE0T PN
2 tapsing-dirotesi WACIF L0 P
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Adube Aot U s
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Lampiran 8. Catatan Singkat

CATATAN SINCKAT

PROSES PEMBIMRBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR

Targyal Kunsultasi : 28 Juli 2019
Catatan konsultas! :
1. Mendickusikan mergeai tools dzlam pembuatan pagoeman penetapan waktu kerja.

2. Menentukan lokus dalam penyusunan risalah rapat aamenlara yaitv berada di
Komisi ¥, karena pada saat Inl penudis dilempatkan tugas di Kemisi V. Pcncnuan
lokus ini beérujuan agar penyusunan dsalah rapat sementara hisa lokos den lidak
bias.

3. Akan melakuken kunjungan ke beberzpa Komisi urtuk meparkanalkan serta jupa
rmuk namimia melengkapt  bahan rapal dalam  penyusunan risalah  rapat
SEIMENZAra.

4. Msmiarikan cortoh mangenal bahan rapat dalam penyusunar: riselah rapat
sementara serta menbesikan informasi penyusunen risalah rapat semantara.

Manyemju’ Pasarta Laisar
Mentor, -
i ot Y
i =
. Tri Budi Utami, M.Si Hijriatul b abruk
NIP.136105201988032001 MIP. 199106132013031003
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Lampiran 9. Draft Pedoman Awal

TUJUAN PERSIAPAN

S i ! Melakukan invertarisasi
i e i e e : : bahan risalah ragat
rapat yang disusun secarn lenghap dan berisi 2.Memperjelas alur tugas, L e i
EEn ey Pl Al ya: i il enang dan tanggung s :
fPniak Iebe IR i e, had da e 3.Meningkatkan kinerja + Kaset Rekaman

» Hasil Transkrip
udah prujrnuh:‘ln + Daftar Hadir
usunan risalah » Bahan Rapat
+ Laporan Singkat

Melakukin koordinasi
delf_igm-Ala_t!&elmgkapan

RUANG LINGKUP

1.Perisalah Legislatif Ahli
Pertama Bagian Risalah

2.Alat kelengkapan Dewan
(Komisi I )

MONITOR
CONTROL SYSTEM

PEDOMAN
W PENETAPAN
S WARTU
e RERJA
R Dalau

el LN YERAHAN

yurunan  risalsh rspat sementara

rtanggal dan jam pengerjaan RISALAH

Selemi ; diin berduawrkn walm selemi
mman rislsh rpst sanentum dengan

P eeugeell SEMENTARA

sernentary dan jika ada bahan rapat yang mash
lengksp

e e I el T

belum|
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Lampiran 10. Catatan Singkat

GAMBARAN UMUM

PENERAPAN PEDOMAN WAKTU KERJA
DALAM PENYERAHAN RISALAH SEMENTARA

Hari / Tanggal
Waktu Pengerjaan

Nama Rapat

Tempat/Tanggal Rapat

Jenis Risalah

Kelengkapan

Catatan

: Jumat 16 Agustus 2019
: 10:00 - 15:43 WIB
(Istirahat 11:30 - 13:00)

: RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI dengan
DIRJEN BINA MARGA (HADIRKAN BALAlI BESAR
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DAN KEPALA BALAI
JALAN NASIONAL SE INDONESIA) DAN DIRJEN BINA
KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR

: Hotel Ayana Mid Plaza, Ballroom | Jakarta Pusat
Selasa, 18 Juni 2019
: Risalah Il

: Lengkap (Kaset, Hasil Transkrip, Daftar Hadir, Bahan
Rapat, Laporan Singkat

1. Dengan melakukan beberapa kali uji coba dapat disimpulkan bahwa dalam
melakukan penyusunan risalan rapat sementara dari hasil transkrip atau
pengelahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara sesuai Permen PAN
RB Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (1a) Poin (4) apabila dilakukan dengan
menggunakan Pedoman Waktu Kerja Dalam Penyerahan Risalah Rapat
Sementara dapat dilakukan dengan cepat dan terukur. Sebagai contoh untuk
risalah rapat yang berjumlah 69 halaman dapat dikerjakan dalam waktu 4 jam 13
menit. Dalam satu rapat tersebut yang terekam dalam enam kaset berdurasi 60
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menitkaset. Jika dirata-rata pengerjaan penyusunan risalah rapat sementara
dari hasil transkrip pada satu kaset membutuhkan waktu berkisar 40 menit.

2. Dalam penyusunan risalah rapat semeniara dengan menggunakan Pedoman
Penetapan Wakiu Kerja menjadi lebih lengkap dalam pengisian keterangan
seperti agenda acara rapat, nama anggota dewan dan nama undangan yang
hadir. Selain itu juga penulisan nama pembicara dalam setiap rapat akan sesuai
dengan daftar nama yang tertera dalam daftar hadir. Hal ini karena adanya
dukungan kelengkapan bahan penyusunan risalah rapat yang terdiri dari daftar
hadir, tematik rapat dan bahan rapat jawaban pemerintah. Sedangkan sebelum
adanya pedoman ini pengolahan transkrip menjadi risalah rapat sementara tidak
ada target waktu penyerahan kepada AKD. Sehingga manfaat dari risalah rapat
sementara tidak maksimal dalam membantu penyelesaian proses selanjutnya
yang harus dilakukan ofeh PL Muda dan AKD yang melaksanakan rapat.

3. Dalam pengolahan hasil transkrip yang dilengkapi bahan bahan rapat untuk
penyusunan risalah rapat sementara dengan menggunakan Pedoman
Penstapan Waktu Kerja tentu akan lebih dirasakan manfaat dan efektifitas
penggunaan risalah rapat sementara yang diselesalkan sesuai dengan target
waktu yang ditetapkan. Sehingga proses selanjutnya juga akan lebih terukur. Hal
ini merupakan cerminan nilai dasar PSN dari nilai Akuntabilitas, Nasionalisme,
Etika Publik serta Komitmen Mutu.

Contoch Perbandingan penyusunan risalah sementara dengan menggunakan Pedoman
Penetapan Waktu Kerja dan yang tidak menggunakan Pedoman :
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Setelah menggunakan Pedoman Penetapan Waktu Kerja dapat dilakukan penelusuran aktifitas kegiatan dengan
menggunakan format monitor control. Sehingga pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara lebih terukur
dan efisien pemanfaatannya.
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Sebelum penggunaan Pedoman Penetapan Waktu Kerja terlihat waktu penyerahan risalah rapat sementara tidak
terkontrol sehingga pelaksana rapat (AKD) dan PL Muda tidak bisa maksimal memanfaatkan hasil risalah rapat
sementara dan penelusuran target waktu kinerja PNS juga tidak ada batasanya.
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Lampiran 1: Contoh Risalah Rapat sementara yang dilengkapi data keterangan waktu

repat, daftar hadir dan tema rapat.

Menyetujui Peserta Latsar

Mentor,

~

Dra. Tri Budi Utami, M.Si Hijriatul Mabruk
NIP.196105201988032001 NIP. 199106182019031003
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Lampiran 11. Surat Undangan

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 i
TELP. : (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor - DPM3771 /SETJEN DAN BK DPR RI/PS. 13/08/201 g 23 Agustus 2019
Sifat : Penting

Lampiran ; -

Perihal * Undangan Rapat.

Kepada Yth:

1. Kepala Biro Persidangan |

Kepala Pusat Penelitian

Kepzla Bagian Risalah beserta Jajaran
Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Perwakilan Sekretariat Komisi 11
Perwakilan Sekretariat Komisi 11
Perwakilan Sekretariat Komisi IV

8. Perwakilan Sekretariat Bamus
Sekretariat Jenderal dan BK DPR-RI
Jakarta

Nonson

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Bagian Risalah akan
mengadakan Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019,
yang akan dilakanakan pada

Han, tanggal . Senin, 26 Agustus 2018
Waktu ¢ 1400 WIB s d. selesai
Tempat . Ruang Rapat Pansus C
Gedung Nusantara Il Lantai Ill DPR-R|
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Persidangan |,

M. Dimyati SudjafS.Sos., M.Si.
NIP 19520910 198003 1 005
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. : (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nemor . DP/13787 /ISETJEN DAN BK DPR RI/PS.13/08/2019 26 Agustus 2019
Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat.

Kepada Yth:

1. Perwakilan Sekretariat Komisi |
Penwakilan Sekretariat Komisi ||
Perwakilan Sekretariat Komisi Il1
Perwakilan Sekretariat Komisi |V
Perwakilan Sekretariat Komisi V
Perwakilan Sekrelariat Komisi VI
Perwakilan Sekretariat Komisi VIl
Perwakilan Sekretariat Komisi Vi
Perwakilan Sekretariat Komisi 1X
10. Perwakilan Sekretariat Komisi X
11. Perwakilan Sekretariat Komisi XI
12. Perwakilan Sekretariat Bamus
13. Perwakilan Sekretariat Parsipar
Sekretariat Jenderal dan BK DPR-RI

DN, D A LN

Jakarta
Bersama ini diberitahukan dengan hommat, bahwa Bagian Risalah akan
mengadakan Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2018,
yang akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal © Senin, 26 Agustus 2019
Waktu . 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat . Ruang Rapat Pansus C
Gedung Nusantara Il Lantai Ill DPR-RI
Acara . Soslalisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Kepala Bagian Risalah,
. [
Miha % Igbal, S.E.
NIPA96707171993031006
Tembusan:

Kepala Biro Persidangan | Setjen dan BK DPR-RI.
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Lampiran 12

. Daftar Hadir

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Hai,
Pukul

Tempat

Acara

DAFTAR HADIR

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-RI

Tanggal

i REDR ‘.*‘, i
M. Dimyati Sudja,

Scnin, 26 Agustus 2019
14.00 WIB s.d selesai

Ruang Rapat Pansus C
Gedung Nusantara I, Lantai 3
Sosialisasi Kegiatan Aklualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun
2019

detic 5

S

Kepala B:m Persidangan 1 I

S.So0s.M.Si |

o |Muhammad Yus Iqbal, S.E | Kebag Risalah /Mi———‘
: : Perisalah Legislatil Ahli
| SRR Madya | ,
4 Drs. Uli Sintong Siahaan, Perisalah Legislatif Ahli A ’ i
" | M.Si. Madya —
5. | Dra. Mitra Anindyarina Sexianloh Logiaialif ARl ﬁ 7
| Madya

6. | Dra. Nurani Bodroini
| &

Perisalah Legislatif Ahli
Madya

Perisalah Legislatif Ahli

—

7 | Dra. Tri Budi Utami, M.Si. Snciua
8 Muhamad Aaqil Imama, S. I. | Perisalah Legislatif Ahli
Kom Pertama
9 | Ella Shanti Gusrini, S.E. PRl Lagishnit Ahli
Pertama
10, | sl Dot Bt &1 | 0 anLegialatit Al
Pertama
11 Lina Agustina Perisalah Legislatif Ahli
| | Purwaningrum Pertama
12 Fenny Devy Matondang, Perisalah Legislatif Ahli
" | 8.Sos. Pertama
Perisalah Legi+slatif Ahli
13. | Ully Rakhmawaty, S.Kom. Pautims,
y Perisalah Legislatif Ahli
14 | Sugiyanto, S.E. P 0
8 e
15 | Rl ptoundy WiSalC

SSESEESES B

L
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Hari, Tanggal
Pukul
Tempat

Acara

DAFTAR HADIR
CPNS PERISALAH LEGISLATIF
DAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

Senin, 26 Agustus 2019
09.00 WIB s.d. selesai
Ruang Rapat Pansus C

Gedung Nusantara I, Lantai 3

Tahun 2018

i

Diza Nabila Mirza

Perisalah Legislatif

Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah

L Ahli Pertama
i Perisalah Legislatif A
2. | Hijriatul Mabruk il Partapn \‘M
| Asisten Perisalah Legislatif ’
3. | Desi Nirmala Setyawati Terampil
; : e Pcds;niai Ler.-girsl’a;lr'rf il R 7 T
4. | Oki Rusera Azhari V.P. ATy Pt
. o . Perisalah Legislatif
5. | Ines Adhita Pambudi Ahli Pe by 4-
; o Perisalah Legislatif /
6. |TriApriliani Ahli Pertama @%{
: : Perisalah Legislatif
7. | Anisa Nur Nia Rahmah Ahli Pertama P
g e Asisten Perisalah
8, | Sofhia Anjani S Legislatif Terampil %/‘
Asisten Perisalah
0. |Aes S Legislatif Terampil
: Asisten Perisalah
10. | Shafzaimlia & Legislatif Terampil /q"—‘r- -
; — Asisten Perisalah
M. [k R Legislatilf Terampil %ﬁ—
; . Asisten Perisalah t
12. | Michel Ike Permatasari Legislatif Terampil %R 0
Farini Maydiatri Caesara Asislen Perisalah
13. | putri Legislatif Terampil ~
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Asisten Perisalah

14. | Tresamaida Simatupang Legislati Terampil A
15. | Fitri Febriyamin ﬂ:;;‘f:ul; ?Tré::lna};ﬂ I

16. | Azwina Zahra Akhyar ﬁ:;;gﬁfr’?:::ﬁ;ﬂ .
17. | Rir Aulia Yonni Asisten Perisa:'lah Q 3

| Legislatif Terampil

7.
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN, JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-RI

Hari, Tanggal

Pulkul

Tempat

Acara

Senin, 26 Agustus 2019
14.00 WIB s.d sclesai

Ruang Rapat Pansus C
Gedung Nusantara II, Lantai 3

Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun
2018

2.‘
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-RI

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Pukul . 14.00 WIB s.d selesai
Tempat Ruang Rapat Pansus C

Gedung Nusantara II, Lantai 3
Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun

- * 2019
™ Bans JABATAN TANDA TANGAN
1o | Kepuls Pusat Penelifiin | Kepala Biro Persidangan
2. |Drs. Ahm;; Vli;z;diman, M.Pd. | Peneliti Madya 7 /.i
i [ —_—
a. '? HQL%@ Komisi | ¢ ‘@a{' ﬂ“?&l»—) /-Z
4. Komisi Il
B Komisi Il
o - | komisi v ; i
7| M g 1] Q,@:} Komisi V qj‘\
8 Komisi VI
9  kemisiwi - ?
10. Komisi Vili
il
rl. Wi “._ﬂv' 2 Komisi IX #]
12, T S\ioq?‘,f_ "’\é"’" Komisi X % -
\i | Komisi X|
14 Bamus —1
15 " | Parsipar - - J
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‘Lanipiran 13. Brochure
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PELAKSANAAN  -gNTROL SYSTEM

embuat beberapa jenis risalah Bertujuan untuk mengetahui dan
perdasarakan jumlah halaman untuk ' memantau (mentracking) sampai dimana
enentukan standar waktu pengerjaan : risalah rapat sementara ini dibuat. Selain
1.Jumlah halaman risalah rapat paling itu juga monitor control system dibuat
untmk memastikan hahwa proses risalah
rapat sementara berjalan sesuai dengan
harapan/rencana.

150 menit.
2.Jumlah halaman risalah rapat 41 PEDOMAN
sampai dengan 100 halaman dalam 1

dokumen diselesaikan dalam waktu P E N E T A P A. N

maksimal 800 menit.

3.Jumlah halaman risalah rapat 101 ” W A R T U

. Catatan:
sampai dengan 150 halaman dalam 1 s ,
Nama Rapat : diisi berdasarkan nama rapat

Kutdiy 50 lidldrtidn dalain 1 dukuiien
diselesaikan dalam waktu maksimal

dokumen diselesaikan dalam waktu | dalam penyusunan risalah rapat sementara. R E R J A

maksimal 450 menit.

4.Jumlah halaman risalah rapat 151 ‘ j_ems Risalah :_dlses-ualkz.m dengan jenis risalah
: rapat yang berdasarkan jumlah halaman dalam
sampai dengan 200 halaman dalam 1 1 dokumen. (contoh : Jenis Risalah 1)

dokumen diselesaikan dalam waktu
maksimal 600 menit. Mulai : diisi berdasarkan waktu memulai P E N Y E R A. H .A N

penyusunan risalah rapat sementara dengan

5.Jumlah halaman risalah rapat diatas format tanggal dan jam pengerjaan.
200 halaman dalam 1 dokumen R I S A L A H
diselesaikan dalam waktu maksimal Selesai : diisi berdasarkan waktu selesai
; penyusunan risalah rapat sementara dengan
750 menit. format tanggal dan jarm pengerjaan. R A_ P A T

‘ketentuan waktu penyusunan Keterangan : Diisi jika ada hal-hal diluar S E M E N' T A R A
; ketentuan waktu penyusunan risalah rapat
isalah rapat sementara dengan sementara dan jika ada bahan rapat yang masih
empertimbangkan saran kesehatan belum lengkap.
Hokter THT, mendengarkan suatu

ekaman rapat dibatasi maksimal 120
menit dan




ATAR
JELAKANG

salah rapat sementara merupakan catatan
pat yang disusun secara lengkap dan berisi
luruh jalannya pembicaraan yang dilakukan
lam rapat serta dilengkapi dengan catatan
ntang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal
pat, tempat rapat,

ara rapaf, waktu pembukaan dan penutupan
pat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan
ma anggota yang menandatangani daftar
dir serta undangan yang hadir.

salah rapat sementara merupakan salah satu
itput rapat yang dihasilkan dari setiap
giatan rapat dilingkungan DPR RI yang
empunyai peranan penting yaitu menjadi
han dan materi dalam proses pengambilan
putusan  rapat selanjutnya, menjadi
kumen negara, menjadi

formasi publik yang dibutuhkan oleh
asyarakat, dan sebagai salah satu alat bukti
thadap proses hukum yang terjadi seperti

dicial review, kasus korupsi dan lain-lain.

engingat betapa pentingnya peranan risalah
pat sementara ini, maka dalam penyerahan
alah rapat sementara diharapkan memiliki
atu pedoman penetapan waktu kerja dalam
nyerahan risalah rapat sementara agar
tiap penyusunan risalah rapat sementara
sa terselesaikan dengan tepat waktu.

TUJUAN

1. Mempercepat proses
penyerahan risalah rapat
sementara.

2.Memperjelas alur tugas,
wewenang dan tanggung
jawab.

3.Meningkatkan kinerja
pegawai,

4. Mempermudah pemenuhan
target penyusunan risalah
rapat sementara

RUANG LINGKUP

1. Perisalah Legislatif Ahli
Pertama Bagian Risalah
2.Alat kelengkapan Dewan

(Komisi I —XI)

PERSIAPAN

Melakukan inventarisasi
bahan risalah rapat
sementara, antara lain:

Kaset Rekaman
Hasil Transkrip
Daftar Hadir
Bahan Rapat
Laporan Singkat

Melakukan koordinasi
dengan Alat Kelengkapan
Dewan terkait verifikasi
bahan rapat.



Fampiran 14. Laporan Singkat

LAPORAN SINGKAT
RAPAT SOSIALISASI KEGIATAN AKTUALISASI
CPNS BAGIAN RISALAH ANGKATAN Il TAHUN 2019

Jenis Rapat : Rapat Koordinasi

Hari / Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019

Pukul 1 14:30 WIB - 16:00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pansus C

Acara : Sosialisasi pedoman penetapan
waktu kerja dalam penyerahan risalah
rapat sementara.

Ketua Rapat : Kepala Bagian Risalah

Hadir :Kepala Biro Persidangan |, Kepala

Bagian Risalah, Pejabat Fungsional
Perisalah, Peneliti Ahli Madya dan
Perwakilan Sekretariat Komisi

PENDAHULUAN

. Rapat dibuka oleh ketua rapat dihadiri oleh 40 orang pada pukul 14.30 WIB

setelah sebagian undangan sudah hadir didalam ruangan.

. Ketua Rapat menerangkan bahwa agenda rapat pada hari ini adalah untuk

mempresentasikan/mensosialisasikan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh
CPNS di Bagian Risalah yang saat ini memasuki waktu off campus dan sedang
aktualisasi di unit kerja selama 30 hari kerja.

. Ketua Rapat mempersilakan CPNS untuk menyampaikan paparan dan

penjelasannya mengenal sosialisasi kegiatan akiualisasl.

. Ketua Rapat mempersilakan Mantor, Kepala Biro Persidangan I, Undangan serta

Perwakilan Komisi untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan.

KESIMPULAN RAPAT

. Program aklualisasi CPNS diapresiasi dan dapat dijadikan sebagai contoh untuk

CPNS yang lainnya dan PNS Bagian Risalah.

. Disarankan untuk diberikan kursus atau pelatihan tata cara penulisan berita yang

cepat atau pengetikan cepat seperti stenografi yang akan memberikan manfaat
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kepada Bagian Risalah agar tidak ada lagi risalah yang kurang lengkap dan hal
ini juga bertujuan untuk menjadikan PNS yang professional, handal agar kinerja
selalu tercapai dengan baik.

. Adanya keluhan bahwa kaset harus disertai dengan bahan rapat, mohon dalam
penyusunan juknis untuk segera dimasukkan.

. Juknis juga harus diberikan kepada Komisi sebagai bahan sosialisasi ke AKD
bahwa AKD memberikan kaset tidak hanya kaset saja dimohon untuk keaktifan
untuk menginformasikan kepada Komisi dalam setiap ada rapat mohon satu
bahan disimpan untuk risalah. Untuk membantu Bagian Risalah dalam
menyusun risalah dengan baik sehingga Komisi bisa terbantu.

. Tidak tertutup kemungkinan nanti teman-teman akan diperbantukan di Pansus
dan perlu gerak cepat dalam menyelesaikan baik risalah, transkrip dan
koreksinya sesegera mungkin. Mohon bisa diteruskan dan tetap diinovasikan.

. Terkait dengan matriks kartu kendali, kalau bisa disederhanakan dalam
perhitungan waktu. Kalau ini sebuah ilmu harus ditularkan dengan orang lain.
Karena setiap orang akan berbeda dalam menelaah, mengkaji dan lain
sebagainya. Karena disamping otak, mata, telinga, juga harus dengan hati
karena kalau itu tidak jalan maka itu akan menjadi boomerang. Diharapkan
output dari aktualisasi CPNS ini dapat didokumentasikan, dapat disampaikan ke
Setjen bahwa Bagian Risalah memiliki inovasi sehingga jika nanti ada tamu yang
datang untuk belajar mengenai risalah bisa diberikan outputnya, contohnya
pedoman. Mudah-mudahan akan lebih baik dan lebih sempurna.

. CPNS ke depannya akan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam membantu
menerima tamu dari DPRD yang ingin berkunjung terutama yang ingin belajar
mengenai risalah. Sehingga harapannya CPNS tidak hanya stuck di
perkerjaannya tetapi juga terlibat sosialisasi secara langsung dengan DPRD lain.
. Tolong dianalisis secara betul melalui tools dengan menganalisis waktu
penyelesaian risalah. Jangan sampai terjebak dalam pedoman ini sendiri
sementara kita tidak bisa menyelesaikan. Ini yang menjadi sorotan di teman-
teman CPNS. Dan ini memang cukup bagus dan mudah-mudahan ini bisa tetap
diberlakukan dan bisa dilaksanakan dengan sebaiknya sehingga ini bisa menjadi
keinginan kita semua bahwa risalah menjadi tolok ukur dari kinerja Dewan.

. Tahapan sosialisasi yang paling penting adalah bisa diaktualisasikan nilai-nilai
ANEKA nya. Harus tetap bisa menjaga Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik
dsb. ANEKA nya harus tercermin dan bisa dibuktikan, dimana nanti pada saat
ujian akan lebih ditanyakan lagi apa kendala dan apa kemanfaatannya, ini yang
harus ditekankan. Yang menjadi nilai lebih dari masalah ini adalah bagaimana
cara menyelesaikan berbagai kendala dan menjadikan produk ini semakin dekat
dengan keperluan organisasi. Jika nanti juknis sudah selesai kemudian bisa
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dikeluarkan, dan ide-ide ini dapat diterapkan maka habituasi ini bisa membantu
bagi kita semua untuk mengerjakan risalah.

10.Dibarapkan dapat menampilkan produk yang belum dan yang sesudah
menggunakan habituasi yang telah dilaksanakan. Sehingga ada pembandingnya
yang bisa ditonjolkan.

11. Harus kembali ditekankan di Pasal 7 pada Permenpan Nomor 26 tahun 2017
dan poin berapa yang menjadi habituasi, dan diharapkan mentor dapat
memberikan penguatan dan meyakinkan semua pihak sehingga dapat menjadi
bukti inilah penerapan habituasi yang dilakukan untuk menjadi risalah rapat yang
baik. Ini harus didokumentasikan hasilnya sebagal langkah-langkah
mempercepal penyusunan tisalah

12. Terima kasih kepada rekan-rekan CPNS yang telah membuat inovasi baru
mudah-mudahan bisa mempercepat pengerjaan risalah yang tentu sangat
diperiukan di AKD.

13. Di Komisi V memang selama ini yang sudah-sudah, penyerahan itu hanya kaset
saja tanpa ada lampiran lainnya. Mudah-mudahan dengan inovasi ini bisa
melengkapi.

14. Diharapkan dari Perisalah tidak hanya melihat dari undangan saja tapi bisa
jemput bola dengan melihat website DPR disitu ada jadwal acara rapat AKD
yang sudah dituliskan sefiap hari nya atau selama sidang sudah tertulis rapat-
rapat apa saja yang ekan dilaksanakan.

15. Parlemen modern kalau sudah dicanangkan apapun itu yang menyangkut dalam
sistem pendukung juga harus mengalami inovasi dan semua harus bersinergi
untuk kemajuan bersama.

PENUTUP
Rapat koordinasi ditutup pukul 16:00 WIB.

Menyetujui Peserta Latsar

Mentor,
\_”/7/4’}?

. Tri Budi Utami, M.Si Hijriatul Mabruk
NIP.196105201988032001 NIP. 199106182019031003
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Lampiran 15. Draft Baru Pedoman

LATAR
BELAKANG

Risalah rapat sementara merupakan eatatanm
rapat yang disusun secara lengkap dan berisi
seluruh jalannya pembicaraan yang dilskukan
dalam rapat serta dilengkapi dengan eataan
tentang jenis dan sifu rapat, hari dan tanggal
vapal, fempat rapar, acara rapat, wakiw
pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan
sekremaris rapar, jumlah dan nama anggots
yang menandmangani  daftar serti
undangan yang hadir.

hadir

Risalah rapat sementara morupakan salah saoe
output rapat yang dibwilkan dari uthrpn

ie:mn api dumkungm BPR Rl yang
neenjadi

LJuw
kurang 50 h;

alah rapat pahin
aman da 1 dokumen
diselesaikan |
150 menit
laman risalah

an 100 ha

2 Jumlah |
man d

an dalam wakwu

alah rapat 15
aman d
waktu

arkan suatu

PERSIAPAN

i

PL PERTAMA INVENTARISASI:

TUJUAN

.Mempercepat pros
ahan risalah rz

pat

:las alur tugas,
wewenang dan tanggung

Jjawab., LKASET

2.HASIL TRANSKRIP

3.DAFTAR HADIR

4. BAHAN RAPAT

5. DAFTAR
PERTANYAAN/TEMATIK

tkan kinerja

ah pemenuhan
inan risalah

RUANG LINGKUP
RS Cx WK
1. Perisalah Leg \I.mri \hh 60

Pertama Bag
~\'!:u 1\‘(_ 13.\3\.11.,\311 Dewan Mmmmn(wn
I) 60 : PERJAM (60 MENTT)
RS: WAKTU YANG
DIPERLUKAN MENYUSUN
RISALAH SEMENTARA

RISALAH
SEMENTARA

MONITOR
CONTROL SYSTEM

PEDOMAN
PENETAPAN
WARKTU
KERJA
DALAM
PENYERAHAN
RISALAH
RAPAT
SEMENTARA

L.ﬁmu Hagar

’»mnnm;. Muda®
Catatan:

Nama Rapat ¢ diisi berdasarkan nama rapat
dalam penyusunan risalah rapat sementara

[Seessr | Keisrargon |
L B

Jenis Risalah :
rapat yang berdasarkan jumlah halaman dalam
1 dokumen. {contoh : Jenis Risalah 1)

disesuzsikan dengan jenis risalah

Mulai dinsi berdasarkan  wakmni  memulai
penyusunan  risalah mapar sementara dengan
formar tanggal dan jam pengerjaan

wakiu  selesai
eritard  dengan
jann.

Selesai diisi  berdasarkan
penyusunan sisalsh
formur tanggal dan jam

Keterangan : Diisi jika ada hal-hal diluar
ketentuan  wakwu sunan - risalah  rapat
sementara dan jika ada bahan rapat yang musih
belum lengkap.
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